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MOTTO 

 

يْ  ِ َا الَّذ َيُّه نَآنُ قوَْمٍ علَٰٓٓ يٰٓٓ ذكُُْ ش َ رمَِن ِ شُهَدَاۤءَ بِِلقِْسْطِِۖ وَلََ يََْ امِيَْْ لِِلّٓ نَ آمَنوُْا كُوْهوُْا قوَذ

َ خَبِيٌْْۢ بِمَا تعَْمَلوُْنَ  ۗ اِنذ الِّلٓ َ ذقُوا الِّلٓ  اَلَذ تعَْدِلوُْاۗ اِعْدِلوُْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتذقْوٓىِۖ وَات

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan 

karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak 

berlaku adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada 

takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1
   

                                                 
1 Al Qur‟an Surah Al Maidah (5) Ayat 8.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari 

abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini 

ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin 

beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 

0543b//U/1987.  

 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangka

n 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ
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 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  



 

 

x 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ..     ي

ya 

ai a dan u 

 Fathah dan ..     و

wau 

au a dan u  

Contoh: 
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 kataba     كَتبَ -

 fa`ala     فعَلَ -

 suila     سُئِل -

 kaifa    كَيْف -

 haula    حَوْل -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ..  ا.َ..ى

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ..  ى

 Dammah dan ..  و

wau 

ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla     قاَل -

 ramā  رَمَى -

 qīla     قِيْل -

 yaqūlu    يقَوُْل -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 
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Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl    رَؤْضَةُ الأطَْفاَل -

رَة -  al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul    الْمَدِيْنةَُ الْمُنوََّ

munawwarah 

 Talhah    طَلْحَة -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

ل -  nazzala     نزََّ

 al-birr      البرِ -

 

F. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang 

itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُل -  ar-rajulu    الرَّ

 al-qalamu    الْقلَمَ -

 asy-syamsu    الشَّمْس -

 al-jalālu    الْجَلالَ -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu    تأَخُْذ -
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 syai‟un    شَيئ -

 an-nau‟u    النَّوْء -

 inna      إنِ -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْن - -Wa innallāha lahuwa khair ar    وَ إنَِّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بسِْمِ اِلله مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn    الْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعاَلمَِينْ -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 
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حِيمْ - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm    الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

غَفوُْرٌ رَحِيْماللهُ  -     Allaāhu gafūrun rahīm 

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعاً -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru لِِلّ

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi 

ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.  
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ABSTRAK 

DISSENTING OPONION HAKIM DALAM PUTUSAN 

WARIS TERKAIT PEMBERIAN WASIAT 

(Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 

139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di Pengadilan Agama Jeneponto 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) 
 

Adam Dwiky 

21913084 
 

Setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat 

dibagikan kepada ahli warisnya. Penggolongan ahli waris menurut 

fikih terdiri dari dzawil furudh, ashabah dan dzawil arham. Dalam 

praktiknya pewaris dapat memberikan harta kepada orang yang 

ditunjuk melalui surat wasiat yang bisa saja pembagiannya tidak 

proporsional. Tesis ini meneliti memprioritaskan pemenuhan hak 

ahli waris atas bagian waris atau mendahulukan wasiat meski 

merubah hak ahli waris atas bagian waris. Penelitian dilakukan 

melaui penelitian pustaka (library research) dengan meneliti 

putusan yang ada di Pengadilan Agama Jeneponto. Untuk  

menganalisis alasan terjadinya dissenting opinion antara para 

hakim yang mengadili dan memutus perkara terkait pemberian 

wasiat kepada ahli waris dan juga bagaimana pandangan hukum 

positif dan hukum islam terhadap Dissenting Opinion majelis 

hakim tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang 

melakukan dissenting opinion berpendapat wasiat yang didalilkan 

Tergugat atas dua objek sengketa dalam perkara tersebut adalah 

cacat hukum sehingga harus dibatalkan, sehingga objek sengketa 

tersebut merupakan tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada 

ahli warisnya yang berhak. Pandangan hukum positif tentang waris 

yang diberikan karena wasiat dibolehkan asalkan dilakukan 

dihadapan notaris dan diketahui oleh seluruh ahli waris. Pandangan 

hukum islam terhadap waris Adalah didasarkan bahwa setiap ahli 

waris berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan yang 
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telah ditetapkan dalam ilmu hukum warisan dimana jika ada wasiat 

maka harus mendapatkan izin dari seluruh ahli waris. Diharapkan 

dengan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran di 

bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan 

penyelesaian permasalahan pemberian wasiat kepada ahli waris, di 

Pengadilan Agama dengan memperhatikan dasar pertimbangan 

hakim dalam perkara waris terkait wasiat. 

Kata Kunci: Waris, Dissenting Opinion, Wasiat 
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ABSTRACT 

 

DISSENTING OPONION OF JUDGES IN INHERITANCE 

DECISION ON GRANTING OF A WILL  

 (Legal Analysis of Decision Number 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp at 

the Jeneponto Religious Court: Perspectives of Islamic Law 

and Positive Law) 
 

Adam Dwiky 

21913084 

 
 

Following the demise of an individual, the distribution of 

their inheritance to their heirs is permitted. In Fiqh, the 

classification of heirs is determined by three categories: dzawil 

furudh, ashabah, and dzawil arham. In practice, the heir may be 

able to distribute assets to the designated person through a will, 

although this may not be distributed proportionally. The present 

thesis examines the prioritization of the rights of heirs to the 

inheritance portion, or the prioritization of the will, even though 

this results in a change to the rights of heirs to the inheritance 

portion. The research was conducted through library research by 

examining the decisions of the Jeneponto Religious Court. The 

present study will analyze the reasons for the dissenting opinion 

between the judges who try and decide the case related to the 

granting of a will to the heirs. In addition, it will explore how 

positive law and Islamic law view the dissenting opinion of the 

panel of judges. The results of the study indicate that the judge who 

issued the dissenting opinion was of the opinion that the will 

argued by the Defendant regarding the two disputed objects in the 

case was legally flawed and must be annulled. This would result in 

the disputed object being deemed the testator's inheritance, which 

must be distributed to the entitled heirs. The prevailing legal 

perspective on inheritance, predicated on the execution of a will, is 

considered permissible, if it is executed prior to the presence of a 

notary and is made known to all relevant heirs. The Islamic legal 
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perspective on inheritance is predicated on the premise that each 

heir is entitled to a specific share of the inheritance, as delineated 

within the framework of inheritance law. If a will exists, it is 

imperative that the consent of all heirs be obtained. It is hoped that 

this research will contribute to thinking in the field of Islamic law, 

especially those related to resolving the problem of granting a will 

to heirs, in the Religious Court by considering the judge's 

considerations in inheritance cases related to wills. 

Keywords: Inheritance, Dissenting Opinion, Will 

 

 
 

  



 

 

xx 

 

KATA PENGANTAR 

حِيم حْمٰنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ     بِسْمِ ٱلِله

دٍ  لَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ سَيدِِّنَا مُحَمَّ ِ رَبِّ ٱلْعٰلمَِينَ، وَٱلصَّ ٱلْـحَمْدُ لِِله
، ٱلْفَاتحِِ لِمَا أغُْلِقَ، وَٱلْخَاتمِِ لِمَا  سَبقََ، نَاصِرِ ٱلْحَقِّ بِٲلْحَقِّ

رَاطِ ٱلْمُسْتقَِيمِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ  وَٱلْهَادِي إِلَى ٱلصِّ
ا بعَْدُ   قدَْرِهِ وَمِقْدَارِهِ ٱلْعظَِيمِ، أمََّ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah 

memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa 

menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan 

salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang 

telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang 

benderang, yakni agama Islam. 

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul 

“DISSENTING OPONION HAKIM DALAM PUTUSAN 

WARIS TERKAIT PEMBERIAN WASIAT (Analisis Hukum 

Terhadap Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp Di 

Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif)” Penulis menyadari dalam penyusunan dan 

penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor 

Universitas Islam Indonesia. 

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia. 
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3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan 

Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia. 

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil 

Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan 

Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam. 

6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua 

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

1. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI, selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang 

membangun untuk menyelesaikan penulisan ini. 

7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa 

pamrih. 

8. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII dan Administrasi FIAI 

UII yang telah membantu penyelesaian tesis penulis. 

9. Kedua orang tuaku ayahanda Syarifudin dan ibunda Nirwana 

Halim. 

10. Istriku tercinta Dardena Betarania Faroby, yang memberikan 

semangat agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan 

meraih gelar magister. 

11. Anak-anakku tersayang Toajabi Rial Aqsha dan Danialir 

Matauwari Elmirua, yang kehadirnnya memberikan banyak 

kegembiraan. 

12. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-

teman seperjuangan kelas Hukum Islam. 

13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih 

atas doa dan dukungannya. 
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Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. 

Aamiin yaa rabbal 'alamin. 

Yogyakarta, 26 Desember 2025 

Penulis, 

 

Adam Dwiky 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 1.1

Allah SWT telah menetapkan syariat mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia, demi terwujudnya kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat.
2
 Di antara syariat itu adalah aturan mengenai 

hukum kewarisan.  

Sebagaimana al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 7, Allah 

Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

وَالّدٰنّ 
ْ
ا حَرَكَ ال سَاءّۤ نَصّيْبٌ مَِّّّ قْرَةِوْنََۖ وَلّلنِّ

َ
ا

ْ
وَالدّٰنّ وَال

ْ
ا حَرَكَ ال جَالّ نَصّيْبٌ مَِّّّ لّلرِّ

قْرَةِ 
َ
ا

ْ
فْرِوْضًا وَال ثِرَۗ  نَصّيْتًا مَّ

َ
وْ ك

َ
 مّنْهِ ا

َّ
ا قَل  وْنَ مَّّّ

Artinya: 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah 

ditetapkan.”  

Kandungan ayat tersebut memberikan penegasan bahwa hak 

kewarisan tidak hanya didominasi oleh laki-laki, melainkan juga 

diberikan kepada perempuan secara proporsional. Fenomena ini 

menjadi bukti nyata atas rekognisi ajaran Islam terhadap 

kedudukan perempuan sebagai subjek hukum mandiri yang 

memiliki keterikatan hak serta kewajiban yang diakui secara legal.
3
 

Adanya hak waris bagi kedua belah pihak merupakan antitesis dari 

praktik zaman jahiliyah yang secara diskriminatif hanya 

memberikan harta peninggalan kepada kaum pria. Transformasi 

                                                 
2 Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 
Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 1. 
3 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. h.7. 
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aturan ini dilakukan demi mengejawantahkan prinsip keadilan yang 

seimbang dalam tata cara pembagian harta dalam keluarga.
4
 

Dalam realitas sosiologis di Indonesia, walaupun mayoritas 

penduduknya berpegang pada keyakinan Islam, mekanisme 

peralihan harta melalui sistem waris menunjukkan keberagaman 

praktik yang sangat kaya. Variasi ini sangat dipengaruhi oleh 

hukum adat yang berakar pada sistem kekerabatan masyarakat 

setempat, yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga tipologi 

utama yang terdiri atas:
5
 

Pertama, Sistem Patrilineal, dalam struktur keluarga ini, garis 

keturunan ditelusuri melalui leluhur laki-laki. Status dan pengaruh 

laki-laki dalam hukum warisan sangat mendominasi dalam sistem 

ini. Kedua, Sistem Matrilineal, dalam struktur keluarga ini, garis 

keturunan ditelusuri melalui garis perempuan. Laki-laki tidak 

mewarisi dari anak-anak mereka dalam struktur keluarga ini. 

Karena ayah mereka masih menjadi anggota keluarga mereka 

sendiri, anak-anak mewarisi melalui garis ibu atau garis 

perempuan, contohnya pada masyarakat Minangkabau, dan Ketiga 

adalah Sistem Parental atau Bilateral, pendekatan ini 

mempertimbangkan garis keturunan dari pihak ibu dan ayah. Anak 

laki-laki dan perempuan diperlakukan setara di bawah hukum 

warisan dalam sistem ini. Ini berarti bahwa warisan orang tua 

mereka menjadi hak anak laki-laki dan perempuan. 

Bagi entitas keluarga di Indonesia yang memiliki ketaatan 

religius tinggi, implementasi kewarisan biasanya dipandu oleh 

ajaran agama yang mereka yakini. Di dalam sistem hukum waris 

tersebut, telah dikodifikasikan secara detail mengenai klasifikasi 

ahli waris, penentuan siapa saja yang berhak menerima bagian, 

proporsi nominal yang didapatkan, hingga tata cara teknis distribusi 

                                                 
4 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan 

Konteks, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 2. 
5 Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Adzkiya Jurnal Hukum Dan 
Ekonomi Syariah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 1. 
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harta serta regulasi lain yang menyertainya.
6
 Fenomena ini 

mencerminkan sifat hukum waris di Indonesia yang masih bersifat 

pluralistik. Masyarakat diberikan ruang untuk tunduk pada berbagai 

sistem hukum yang tersedia, mulai dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer), Hukum Islam, hingga berbagai varian 

Hukum Adat yang unik. Kebhinekaan suku bangsa di Indonesia 

membawa konsekuensi pada munculnya karakteristik hukum yang 

spesifik dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. 

Berdasarkan perspektif hukum kewarisan Islam, terdapat tiga 

pilar utama (rukun) yang harus terpenuhi, yakni adanya mauruts 

(harta peninggalan), muwarrits (pewaris yang telah wafat), serta 

waris (ahli waris yang ditinggalkan). Dalam kategori ahli waris, 

anak menduduki posisi sentral tanpa memandang gender; baik anak 

laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki legitimasi 

sebagai penerima warisan. Merujuk pada regulasi dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 176, ditetapkan bahwa jika seorang anak 

perempuan menjadi ahli waris tunggal, ia berhak mendapatkan 

separuh dari total harta. Namun, apabila terdapat dua anak 

perempuan atau lebih, mereka berbagi sebanyak dua pertiga bagian. 

Dalam kondisi di mana anak perempuan mewarisi bersama dengan 

anak laki-laki, maka berlaku ketentuan rasio dua berbanding satu, 

di mana bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian 

perempuan.
7
 

Penggolongan ahli waris pada kitab-kitab fikih terdiri dari 

dzawil furudh, ashabah dan dzawil arham.
8
 Dalam hukum waris 

Islam, Dzawil Furudh adalah ahli waris yang bagian warisannya 

telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an dan Hadis. 

Mereka memiliki hak atas harta peninggalan dengan porsi tertentu 

                                                 
6 Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan, hal. 16. 
7 Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi Hukum Islam, Pamulang Timur: PT. Logos Wacana 

Ilmu, 1999, hal. 197. 
8 Safira Nur Rosyida dan Destri Budi Nugraheni, “Wasiat Melebihi Sepertiga Harta 

Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam,” 
AL-MAWARID 6, no. 1 (2024), https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art9. 
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sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris lain seperti „Ashabah 

(kerabat yang mendapatkan sisa warisan). Contoh ahli waris 

Dzawil Furudh meliputi suami, istri, orang tua, dan saudara seibu.
9
 

Bagian tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur‟an 

mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat 

hukum Islam, dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman 

Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa/4:11. 

نَّ نّسَاءًۤ فَوْقَ اذْنَخَيْنّ 
ِ
يَيْنّۚ  فَاّنْ ك

َ
نْث

ِ
ا

ْ
 حَظِّ ال

ِ
رّ مّرْل

َ
ك مْ لّلذَّ

ِ
ادكّ

َ
وْل

َ
ِ فّيْْٓ ا مِ اللّٰه

ِ
يِوْصّيْك

نْهِمَا  ّ وَاحّدٍ مِّ
ِ

ةَوَيْهّ لّكِل
َ
صْفِۗ  وَلّا هَا النِّ

َ
انَجْ وَاحّدَةً فَل

َ
رَا مَا حَرَكَۚ  وَاّنْ ك

ِ
هِنَّ ذِل

َ
فَل

دِسِ مَّّّ  دِۚ  فَاّنْ السُّ
ِ
ل هّ الرُّ مِّ

ِ
ةَوٰهِ فَلّا

َ
وَرّذَهْٗٓ ا دٌ وَّ

َ
هٗ وَل

َّ
نْ ل

ِ
مْ يَك

َّ
دٌۚ  فَاّنْ ل

َ
هٗ وَل

َ
انَ ل

َ
ا حَرَكَ اّنْ ك

مْۚ 
ِ
بْنَاؤۤكِ

َ
مْ وَا

ِ
ةَاؤۤكِ

ٰ
وْ دَيْنٍۗ  ا

َ
وْصّيْ ةّهَآْ ا ثٍ يُّ دِسِ مّنْْۢ ةَعْدّ وَصّيَّ هّ السُّ مِّ

ِ
هْٗٓ اّخْوَةٌ فَلّا

َ
انَ ل

َ
ا ك

َ
 ل

انَ عَلّيْمًا حَكّيْمًا حَدْ 
َ
َ ك ۗ  اّنَّ اللّٰه ّ نَ اللّٰه مْ نَفْعًاۗ  فَرّيْضَثً مِّ

ِ
ك

َ
قْرَبِ ل

َ
هِمْ ا يُّ

َ
 رِوْنَ ا

Artinya: 

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak 

dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat 

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) 

                                                 
9 Anton dan Samsul Latif, “Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham 
Dalam Kewarisan Islam,” Jurnal Intelek Insan Cendikia, no. 2 (2025). 



 

5 

 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) 

utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya 

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. Q.S. An-Nisa‟ (4):11). 

Dan Dalam QS. An-Nisa/4: 12: 

دٌۚ  فَ 
َ
هِنَّ وَل

َّ
نْ ل

ِ
مْ يَك

َّ
مْ اّنْ ل

ِ
زْوَاجِك

َ
مْ نّصْفِ مَا حَرَكَ ا

ِ
ك

َ
مِ ۞ وَل

ِ
ك

َ
دٌ فَل

َ
هِنَّ وَل

َ
انَ ل

َ
اّنْ ك

خِمْ اّنْ 
ْ
ا حَركَ ةِعِ مَّّّ هِنَّ الرُّ

َ
وْ دَيْنٍۗ  وَل

َ
وْصّيْنَ ةّهَآْ ا ثٍ يُّ نَ مّنْْۢ ةَعْدّ وَصّيَّ

ْ
ا حَركَ ةِعِ مَّّّ نْ الرُّ

ِ
مْ يَك

َّ
ل

خِمْ 
ْ
ا حَركَ مِنِ مَّّّ هِنَّ الرُّ

َ
دٌ فَل

َ
مْ وَل

ِ
ك

َ
انَ ل

َ
دٌۚ  فَاّنْ ك

َ
مْ وَل

ِ
ك

َّ
وْ ل

َ
ثٍ حوِْصِوْنَ ةّهَآْ ا نْْۢ ةَعْدّ وَصّيَّ مِّ

نْهِمَا  ّ وَاحّدٍ مِّ
ِ

خْجٌ فَلّكِل
ِ
وْ ا

َ
خٌ ا

َ
هْٗٓ ا

َ
ل ةٌ وَّ

َ
وّ امْرَا

َ
ةً ا

َ
ل
ٰ
ل
َ
وْرَثِ ك  يُّ

ٌ
انَ رَجِل

َ
دَيْنٍۗ  وَاّنْ ك

دّ مّنْْۢ ةَعْ 
ِ
ل اءِۤ فّى الرُّ

َ
ثَرَ مّنْ ذٰلّكَ فَهِمْ شِرَك

ْ
ك

َ
انِوْْٓا ا

َ
دِسِۚ فَاّنْ ك وْ السُّ

َ
وْصٰى ةّهَآْ ا ثٍ يُّ دّ وَصّيَّ

ِ عَلّيْمٌ حَلّيْمٌۗ  ۗ  وَاللّٰه ّ نَ اللّٰه ثً مِّ ۚ  وَصّيَّ  دَيْنٍٍۙ غَيْرَ مِضُاۤرٍِ
 

Artinya: 

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-

istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari 

harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka 

buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para 

istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-

utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, 

meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang 
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saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-

saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama 

dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak 

menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa‟ (4):12). 

Yang menjadi persoalan, bagaimana jika terdapat “intervensi” 

yang berakibat berubahnya bagian masing-masing ahli waris yang 

berdampak bertambah ataupun berkurangnya bagian waris masing-

masing, yang tentu saja berpotensi menimbulkan konflik dalam hal 

pembagian harta peninggalan pewaris, meskipun intervensi itu 

dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Di antara intervensi itu 

adalah semasa hidupnya, pewaris bisa saja menghibahkan hartanya 

kepada salah satu atau beberapa ahli waris ataupun pewaris bisa 

saja berwasiat ketika masih hidup agar sebagian hartanya diberikan 

kepada salah satu atau beberapa ahli warisnya. 

Meski hak ahli waris atas bagian waris masing-masing dan 

wasiat mempunyai kesamaan yakni keduanya baru dapat 

dilaksanakan ketika pewaris atau pemberi wasiat meninggal dunia, 

namun hak ahli waris atas bagian waris masing-masing dan wasiat 

mempunyai perbedaan dari sisi sumber hukumnya, hak ahli waris 

atas bagian waris masing-masing adalah ketetapan besaran waris 

yang telah qat‟i (diatur tetap dan pasti) dalam Al Qur‟an sedangkan 

wasiat merupakan kehendak dari pemberi wasiat. Sehingga dari 

sini muncul persengketaan, yang manakah yang harus 

diprioritaskan untuk dipenuhi, apakah memberi hak ahli waris atas 

bagian waris masing-masing atau mendahulukan wasiat meski 

merubah hak ahli waris atas bagian waris masing-masing. 

Dalam praktik penyelesaian sengketa wasiat di Pengadilan 

Agama, tidak jarang terjadi perbedaan pandangan di antara para 

hakim mengenai keabsahan wasiat kepada ahli waris. Perbedaan 
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tersebut dapat dipengaruhi oleh pendekatan penafsiran terhadap 

sumber hukum, serta upaya menyeimbangkan antara kepastian 

hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Perbedaan pandangan itu 

kemudian terefleksi dalam bentuk dissenting opinion, yaitu pada 

pokoknya dapat dimaknai sebagai pendapat berbeda dari hakim 

anggota majelis terhadap putusan mayoritas. 

Keberadaan dissenting opinion memiliki nilai penting dalam 

perkembangan hukum, karena menunjukkan adanya dinamika 

penafsiran hukum dan membuka ruang kritik konstruktif terhadap 

putusan pengadilan. Dalam konteks wasiat kepada ahli waris, 

dissenting opinion sering kali mencerminkan perdebatan antara 

penerapan prinsip hukum Islam dan hukum positif secara tekstual 

dengan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang lebih 

kontekstual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh 

mana hakim harus terikat pada syariat Islam, hukum positif, atau 

prinsip keadilan dalam memutus perkara. 

Lebih lanjut, pluralisme sistem hukum di Indonesia 

menempatkan hakim pada posisi strategis sekaligus dilematis. Di 

satu sisi, hakim wajib menerapkan hukum positif sebagai hukum 

yang berlaku. Di sisi lain, dalam perkara-perkara keperdataan 

Islam, hakim juga dituntut memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip syariat Islam. Perbedaan penafsiran terhadap kedua sumber 

hukum tersebut kerap melahirkan dissenting opinion yang 

memperlihatkan kompleksitas peran hakim dalam menjembatani 

nilai-nilai agama dan hukum nasional dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya. 

Konsep pertanyaan serupa pernah terjadi pada perkara 

kewarisan di Pengadilan Agama Jeneponto yang telah diputus 

berdasarkan putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp terkait 2 (dua) 

objek sengketa dari 16 (enam belas) objek sengketa yang oleh 

Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan pewaris, hal 

mana dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sebab 2 
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(dua) objek sengketa tersebut merupakan hak Tergugat sebab 

pewaris telah berwasiat untuk 2 (dua) objek tersebut diberikan 

kepada Tergugat. Terkait perbedaan dalil Penggugat dan Tergugat 

tersebut, oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim 

berbeda pendapat, 2 (dua) orang hakim berpendapat 2 (dua) objek 

sengketa tersebut bukan lagi menjadi tirkah atau harta peninggalan 

pewaris karena pewaris semasa hidupnya telah memberikan objek 

sengketa tersebut kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat 

terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut ditolak untuk dibagikan 

kepada ahli waris sebagai tirkah pewaris, sedangkan seorang hakim 

lainnya mengajukan dissenting opinion dengan mengemukakan 

pendapatnya wasiat yang didalilkan Tergugat atas 2 (dua) objek 

sengketa tersebut adalah cacat hukum, sehingga objek sengketa 

tersebut merupakan tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada 

ahli warisnya yang berhak. 

Hakim yang melakukan dissenting opinion secara konkrit 

dalam kasus a quo terjadi dengan memperhatikan hadis Nabi SAW, 

“Rasulullah bersabda, „Tidak (diperbolehkan) wasiat (harta) 

kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin ahli waris (lainnya),” 

(HR.Bukhari), serta dari sisi hukum positif, akta wasiat di bawah 

tangan tidak dapat dikatakan sebagai wasiat karena kurang 

persyaratan dibuat melalui pejabat yang berwenang yakni notaris 

dan wasiat tersebut tidak atas persetujuan ahli waris lainnya. 

Sementara hakim mayoritas menerima mengkategorikan sebagai 

wasiat, karena menekankan pertimbangan kemaslahatan, kehendak 

pewaris, serta kondisi konkret penerima wasiat sebagai dasar untuk 

memberikan penilaian. 

Melalui kasus tersebut yang menjadi titik fokus pertimbangan 

hukum oleh majelis hakim yaitu terdapat perbedaan pendapat 

hakim sehingga menimbulkan dissenting opinion, terdapat 

perbedaan sudut pandang landasan hukum antara konsep wasiat 

dalam hukum positif maupun wasiat dalam konsep hukum islam, 
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dan terhadap nilai keadilan yang biasa dipraktekkan dalam 

masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Perbedaan pandangan ini 

menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan norma tekstual 

syariat dan pendekatan kontekstual dalam praktik peradilan. Oleh 

sebab itu melalui penelitian ini penulis akan mengulas 

pertimbangan hukum terhadap adanya perbedaan pandangan hakim 

dalam putusan wasiat tersebut, tepatnya, terkait perbedaan 

pendapat (dissenting opinion) di antara para hakim pemeriksa 

perkara dalam mempertimbangkan masalah tersebut, dengan 

menggunakan dasar landasan argumentasi hukum masing-masing 

hakim sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 

139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, yang menghasilkan pendapat dua orang 

hakim yang menyatakan bahwa kasus tersebut dapat dikabulkan 

dan satu hakim menyatakan menolak wasiat kepada ahli waris 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai wasiat 

kepada ahli waris yang dikaji melalui perspektif dissenting opinion 

hakim menjadi penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya 

bertujuan mengkaji kesesuaian wasiat kepada ahli waris menurut 

hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga menganalisis 

argumentasi hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat 

hakim. 

 

 Rumusan Masalah 1.2

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan titik fokus isu hukum 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Apa yang menjadi alasan terjadinya dissenting opinion 

majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada 

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?. 
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b. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap dissenting 

opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada 

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?. 

c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap dissenting 

opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada 

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?. 

 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi 

alasan terjadinya terjadinya dissenting opinion majelis hakim 

Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam 

pemberian wasiat pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, 

bagaimana pandangan hukum positif terhadap dissenting opinion 

majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus 

perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada Putusan Nomor 

139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, bagaimana pandangan hukum islam 

terhadap dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama 

Jeneponto dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat 

pada pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan 

kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam, khususnya yang 

berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pemberian wasiat 

kepada ahli waris, di Pengadilan Agama dengan memperhatikan 

dasar pertimbangan hakim dalam perkara waris terkait wasiat pada 

Putusan Nomor 134/PDT.G/2022/PA.JP. selanjunnya, melalui 

penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat kepada 
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penelitian-penelitan selanjutnya di bidang kewarisan terkusus 

terkait pemberian wasiat kepada ahli waris. 

 Sistematika Pembahasan 1.4

Selanjutnya, agar penelitian ini dapat terarah secara sistematis, 

maka dibagian ini penulis menyusun sistematika pembahasan 

penelitian ini sebagai berikut:  

Bab Pertama, pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian sub 

bab yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah 

yang selanjutnya menjadi fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan 

dan kegunaan penelitian, pembahasan masalah penelitian, tujuan 

dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, dan pembahasan 

yang mencakup narasi pemikiran peneliti. 

Bab Kedua, memuat penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini, landasan teoritis atau kerangka teoritis yang 

digunakan peneliti.  

Bab Ketiga, memuat bahasan terkait metode penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh data yang selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. 

Bab Keempat, memuat hasil dan analis penelitian, yang terdiri 

atas sub bab, yang memuat penjelasan mengenai gambaran umum 

Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, 

pengadilan mana yang telah memutus perkara yang sedang diteliti, 

demi memperoleh informasi mengenai Pengadilan Agama 

Jeneponto, terkait sejara, letak geografis, batasan kewenangannya, 

dan susunan organisasi. Memuat pula penjelasan alasan terjadinya 

dissenting opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto 

dalam memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada 

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp serta bagaimana 

pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap dissenting 

opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada Putusan 

tersebut. 



 

12 

 

Bab Kelima, sebagai bagian penutup, memuat kesimpulan dari 

temuan penelitian yang juga mencakup saran terkait penyelesaian 

perkara wasiat bagi ahliwaris dan untuk penelitian lebih lanjut 

tentang topik yang sama dengan penelitian ini. 
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 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI BAB II

 Kajian Pustaka 2.1

Guna menjamin aspek orisinalitas serta kredibilitas 

akademik dalam studi ini, penulis telah melakukan penelusuran 

mendalam terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan hasil pelacakan tersebut, sejauh ini 

belum ditemukan kajian yang memiliki fokus topik yang identik 

dengan objek penelitian ini. Meski demikian, terdapat sejumlah 

karya ilmiah yang memiliki relevansi tematik sebagai landasan 

komparasi, di antaranya adalah: 

Pertama, sebuah artikel ilmiah hasil pemikiran Khofifah 

Nabila dan Mhd Yadi Harahap yang mengkaji fenomena 

Dissenting Opinion dalam konteks pengangkatan anak oleh kakek 

kandung, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Demak 

Nomor 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk [1]. Penelitian tersebut 

menyoroti adanya perbedaan pendapat hakim mengenai legalitas 

adopsi cucu oleh kakeknya sendiri. Secara normatif, sebenarnya 

tidak terdapat hambatan hukum bagi kakek atau nenek untuk 

mengangkat cucu kandung sebagai anak angkat, mengingat seluruh 

pihak memenuhi kriteria administratif seperti kesamaan agama 

(Islam), batasan usia anak di bawah 18 tahun, serta usia orang tua 

angkat yang belum melewati 55 tahun. Namun, titik krusial yang 

memicu perbedaan pandangan hakim adalah adanya syarat dalam 

regulasi yang menyatakan bahwa adopsi diprioritaskan bagi 

keluarga yang tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki satu 

anak, sementara dalam fakta persidangan ditemukan bahwa 

pemohon sudah memiliki anak kandung.
10

 

Kedua, penelitian yang disusun oleh Milzril Suhendar 

mengenai implementasi Dissenting Opinion dalam penyelesaian 

                                                 
10 Khofifah Nabila, Mhd Yadi Harahap. Dissenting Opinion Pengangkatan Anak oleh 
Kakek Kandung Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak 

No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023. 
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sengketa tanah warisan berdasarkan Putusan Nomor 

21/Pdt/2013/PT-Mdn.
11

 Kajian ini membedah akar konflik agraria 

yang dipicu oleh klaim sepihak tergugat atas tanah milik penggugat 

melalui surat penyerahan di bawah tangan tahun 1986 yang 

dilakukan tanpa persetujuan pihak terkait. Munculnya pendapat 

berbeda (dissenting opinion) dalam perkara ini disebabkan oleh 

prinsip independensi hakim dalam menafsirkan aturan perundang-

undangan. Secara spesifik, hakim minoritas menyoroti bahwa objek 

sengketa merupakan harta bersama (gono-gini) yang pengalihannya 

wajib didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukti surat yang 

autentik. Meskipun demikian, keberadaan opini minoritas tersebut 

tidak mengubah amar putusan akhir karena kekuatan hukum tetap 

berada pada suara mayoritas majelis hakim. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif 

terkait prosedur dissenting opinion dalam sengketa tanah serta 

urgensi pembentukan peradilan agraria di Indonesia. 

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Rahmat Nurdin yang 

menganalisis perbedaan pendapat hakim terkait hak waris bagi 

anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

489/K/AG/2011 . Inti dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

keberagaman opini dalam institusi Mahkamah Agung berakar pada 

kewajiban konstitusional hakim untuk tidak menolak perkara 

meskipun hukumnya belum jelas, sebagaimana amanat UU Nomor 

48 Tahun 2009. Perdebatan hukum terjadi pada tataran penerapan 

fikih muamalah, khususnya mengenai distribusi sisa harta waris 

(radd). Kelompok hakim mayoritas menggunakan pendekatan 

ijtihad yang menyatakan bahwa jika anak angkat saja mendapatkan 

bagian, maka secara logika hukum anak tiri juga sepatutnya 

memperoleh hak serupa. Sebaliknya, hakim anggota yang berbeda 

                                                 
11 Milzril Suhendar. Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat) Dalam 

Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan, Studi Putusan No: 21/ Pdt/2013/Pt-Mdn. Jurnal 
Universitas Medan Area. Volume 3, Nomor 1, 6 Februari 2020. 
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pendapat tetap berpegang teguh pada kaidah normatif bahwa anak 

tiri bukan merupakan golongan ahli waris sah, sehingga sisa harta 

tersebut seharusnya dialokasikan kepada Badan Amil Zakat.
12

  

Selanjutnya, Andi Nuzul dalam artikel ilmiahnya 

membahas mengenai upaya kodifikasi hukum kewarisan nasional 

dengan model bilateral melalui pola diferensiasi dalam konteks 

masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dari dimensi struktur 

hukum, kajian ini menegaskan bahwa kodifikasi tersebut idealnya 

mampu mengakomodasi berbagai instrumen hukum kewarisan 

yang ada, seperti Balai Harta Peninggalan (BHP), hibah, wasiat, 

legitieme portie, hingga konsep wasiat wajibah dan penggantian 

tempat (plaatsvervulling). Secara filosofis, budaya hukum yang 

dibangun harus mengejawantahkan nilai-nilai luhur dan kearifan 

lokal yang berlandaskan pada prinsip keadilan, simplisitas, 

kepastian hukum, kemanfaatan, serta asas musyawarah. Sistem 

yang ditawarkan adalah model bilateral-parental yang selaras 

dengan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, dan hak asasi 

manusia, namun tetap sinkron dengan keyakinan religius 

masyarakat. Menariknya, meskipun mengusung sistem bilateral 

secara terbuka, kodifikasi ini tetap memberi ruang bagi 

pemberlakuan norma unilateral (patrilineal atau matrilineal) 

sebagai pengecualian, sejauh hal tersebut didasarkan pada 

kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.
13

 

Penelitian lain yang relevan disusun oleh Leurensia Lefina 

Mulauli, yang membedah dinamika penyelesaian sengketa waris 

pada masyarakat adat Batak dalam kaitannya dengan pengaruh 

hukum perdata Barat dan hak-hak perempuan. Melalui analisis 

berbagai putusan, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun 

                                                 
12 Rahmat Nurdin berjudul Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan 

anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011. Jurnal Digital 

Library, UIN Sunan Gunung Djati 20 September 2019). Vol. 2, No. 3, September 2019. 
13 Rahmat Nurdin, Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak 
angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011.  
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masyarakat Batak sangat teguh menjaga tradisi patrilineal, majelis 

hakim kini cenderung mengadopsi Yurisprudensi Tetap Mahkamah 

Agung sebagai landasan hukum untuk mengakui anak perempuan 

sebagai ahli waris yang sah. Anak perempuan diberikan hak atas 

porsi warisan secara adil bersama anak laki-laki. Penulis 

berargumen bahwa fenomena ini bukanlah sekadar proses 

peleburan hukum adat ke dalam hukum perdata Barat (yang 

memang tidak mengenal perbedaan gender), melainkan sebuah 

bentuk evolusi hukum adat Batak itu sendiri. Hal ini menunjukkan 

adanya pergeseran nilai dalam sistem patrilineal yang 

menyesuaikan diri dengan rasa keadilan modern tanpa 

menghapuskan ikatan kekerabatan tradisional yang tetap mengikat 

secara turun-temurun.
14

 

Dalam konteks instrumen hukum Islam di Indonesia, Destri 

Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnin Harahab 

memaparkan mekanisme dan implementasi wasiat wajibah. 

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa ketentuan wasiat wajibah 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat imperatif bagi hakim 

di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam melindungi hak 

penerima wasiat seperti orang tua angkat atau anak angkat yang 

tidak mendapatkan wasiat secara langsung. Hakim menggunakan 

otoritas kebebasan mereka untuk melakukan rechtsvinding 

(penemuan hukum) melalui metode penafsiran sosiologis serta 

argumentum per analogium. Pendekatan ini dilakukan guna 

menjamin bahwa ahli waris yang secara normatif terhalang 

(mahjub) tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan 

demi asas kemanusiaan dan keadilan.
15

  

                                                 
14  Leurensia Lefina Mulauli. Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Bar data Barat 

dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat aris Adat Batak 
Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan) . 

Jurnal Issue I Lex Patrimonium UI, Vol. 3, No. 1, Juli 2024. 
15 Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnin Harahab. Pengaturan dan 

Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. Mimbar Hukum UGM, Vol. 22, No. 2, Juni 
2010. 
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Sebuah studi komparatif yang ditulis oleh Sahrul Gunawan 

memetakan perbedaan fundamental antara hukum Islam, hukum 

adat, dan hukum positif dalam ranah pembagian waris di Indonesia 

[4]. Hasil kajiannya menunjukkan adanya distingsi prinsipil: 

hukum Islam mengaitkan keadilan dengan tanggung jawab nafkah 

laki-laki, hukum adat menyesuaikan dengan corak kekeluargaan 

daerah masing-masing, sementara hukum positif (perdata) 

mengedepankan kesetaraan mutlak tanpa memandang jenis 

kelamin. Penelitian ini memperingatkan bahwa tumpang tindih 

serta perbedaan pemahaman antara ketiga sistem hukum ini sering 

kali menjadi pemicu konflik internal keluarga. Oleh karena itu, 

sinergitas dan pemahaman yang komprehensif terhadap pluralisme 

hukum waris di Indonesia menjadi krusial untuk meminimalisir 

potensi sengketa di tengah masyarakat.
16

  

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Dina Triana Febriana, 

Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho yang 

mengeksplorasi epistemologi sistem pewarisan patrilineal dalam 

kerangka hukum adat serta komparasinya dengan hukum Islam di 

Indonesia [1]. Hasil studi tersebut menggarisbawahi beberapa poin 

fundamental: Pertama, ditegaskan bahwa kedudukan hukum adat 

sebagai hukum tidak tertulis tetap memiliki legitimasi kuat di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat adat masih memegang 

teguh tradisi tersebut, dan keberadaannya pun diakui secara 

konstitusional dalam peraturan perundang-undangan nasional. 

Kedua, implementasi distribusi waris adat menunjukkan diversitas 

antarwilayah yang sangat bergantung pada garis keturunan yang 

dianut. Dalam sistem patrilineal, misalnya, otoritas dan hak 

mewaris secara eksklusif hanya diberikan kepada anak laki-laki 

sebagai penerus trah ayah. Ketiga, studi ini mengontraskan hal 

                                                 
16 Sahrul Gunawan. Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif 

Dalam Pembagian Harta Warisan. Integraitive Perspectives Of Social and Science 
Journal, Vol. 2, No. 01 Februari 2025. 
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tersebut dengan hukum Islam yang memiliki standar nilai mutlak 

(faraid) yang bersumber langsung dari Al-Qur‟an. Keempat, 

terdapat dikotomi yang jelas antara hukum adat patrilineal dan 

hukum Islam, baik dalam menetapkan besaran porsi nominal 

maupun dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang berhak 

menyandang status sebagai ahli waris.
17

  

Penelitian berikutnya yang disusun oleh Riski Safitri A. 

Saule, M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin memberikan analisis 

yuridis terhadap penetapan ahli waris kalalah melalui studi kasus 

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 

455/Pdt.P/2021/PA.Mks. Kajian ini mengungkapkan bahwa proses 

litigasi dalam perkara kalalah (kondisi di mana pewaris tidak 

memiliki anak dan ayah) pada dasarnya mengikuti prosedur standar 

perkara waris lainnya, namun dengan kompleksitas pada substansi 

penetapan haknya. Dalam memutus perkara ini, majelis hakim 

berpedoman pada otoritas Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta 

dalil-dalil hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-

Nisa ayat 12 dan 176, serta Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 

(1) KHI. Putusan tersebut menetapkan saudara perempuan pewaris 

sebagai ahli waris tunggal, sementara permohonan dari para ahli 

waris pengganti ditolak. Dasar pertimbangan hakim adalah kaidah 

hadis yang memprioritaskan kerabat laki-laki dari garis keturunan 

laki-laki yang terdekat, sehingga anak dari saudara perempuan 

yang sudah wafat dianggap tidak memiliki legitimasi hukum 

sebagai ahli waris dalam kasus ini.
18

  

 

                                                 
17 Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. Epistemologi 

Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan 
Hukum Islam Di Indonesia. AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan 

Peradilan Islam, Vol. 5, No. 1 Mei 2024. 
18  Riski Safitri A. Saule, M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin. Analisis Yuridis Terhadap 

Penetapan Ahli Waris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 
455/Pdt.P/2021/PA.Mks). Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 03 Juli 2025. 
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Selanjutnya, Dahrius Tjuk Nyak Dhien memaparkan prinsip 

keadilan dalam hukum waris Islam terkait pembagian antara laki-

laki dan perempuan [3]. Penulis menyoroti bahwa dalam 

praktiknya, sebagian masyarakat telah mengadopsi kaidah Islam 

dengan rasio pembagian dua berbanding satu (2:1). Rasio ini 

dipandang sebagai instrumen keadilan yang efektif dalam 

membangun struktur sosial masyarakat sekaligus mereduksi potensi 

konflik internal di antara para ahli waris. Namun, penelitian ini 

juga mengidentifikasi adanya tantangan sosiologis berupa masih 

rendahnya pemahaman mendalam masyarakat terhadap filosofi dan 

prinsip-prinsip mendasar kewarisan Islam secara utuh, sehingga 

penerapan hukum seringkali hanya bersifat prosedural tanpa 

pemahaman makna yang substansial.
19

 

Sejalan dengan hal tersebut, Hasan Basri dan Muhammad 

Azani menelaah persepsi masyarakat di Kecamatan Bantan 

mengenai asas keadilan dan ahli waris pengganti dalam praktik 

hukum Islam [4]. Temuan lapangan menunjukkan adanya distorsi 

pemahaman masyarakat yang menganggap asas keadilan 

berimbang sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan rasa keadilan 

jika tidak dimaknai sebagai pembagian "sama rata". Padahal, esensi 

keadilan dalam hukum Islam terletak pada keseimbangan antara 

hak dan kewajiban. Meskipun laki-laki mendapatkan porsi yang 

lebih besar, hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan 

konsekuensi logis dari tanggung jawab finansial dan beban 

keluarga yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur hukum 

Islam. Kesetaraan dalam hal ini dimaknai bahwa baik pria maupun 

wanita sama-sama memiliki akses terhadap hak waris, namun 

                                                 
19 Dahrius Tjuk Nyak Dhien. Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian 

Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan 
Pendidikan. 
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dengan volume yang disesuaikan dengan tanggung jawab sosial 

masing-masing.
20

 

Artikel ilmiah karya Aida Ardini, Anggi Julianda dan Faisal 

Abdullah Nasution memberikan tinjauan yuridis terhadap Putusan 

447/Pdt.G/2019/PN Mdn mengenai pembagian harta berdasarkan 

wasiat [5]. Penelitian ini menjelaskan kedudukan surat wasiat 

sebagai manifestasi kehendak terakhir pewaris yang diformalkan 

secara tertulis. Apabila surat wasiat tersebut dibuat di hadapan 

notaris dalam bentuk akta autentik, maka secara administratif akan 

terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat di bawah naungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penting untuk dicatat bahwa akta 

wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

kedudukan hukum yang kokoh, sehingga pembatalannya tidak 

dapat dilakukan secara sepihak oleh ahli waris mana pun, 

melainkan wajib melalui mekanisme pembuktian dan putusan di 

lembaga peradilan.
21

  

Tampak jelas dari sejumlah penelitian sebelumnya bahwa 

belum ada yang membahas perbedaan pandangan (dissenting 

opinion) dari majelis hakim yang menangani kasus wasiat kepada 

ahli waris. Meskipun beberapa penelitian membahas pertimbangan 

majelis hakim ketika mengabulkan kasus warisan yang melibatkan 

wasiat dan tantangan yang muncul jika kasus tersebut dikabulkan, 

namun belum ada kajian mengenai perbedaan pendapat para hakim. 

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ini di 

Pengadilan Agama Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

                                                 
20 Hasan Basri dan Muhammad Azani. Asas Keadilan dan Ahli Waris Pengganti dalam 

Praktik Kewarisan Masyarakat berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan Bantan 
Kabupaten Bengkalis. Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya, 

Vol. 17, No. 01 Mei 2017. 
21 Aida Ardini, Anggi Julianda dan Faisal Abdullah Nasution. Analisis Yuridis Putusan 

447/Pdt.G/2019/Pn Mdn tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris berdasarkan 
Wasiat. Unes Journal of Swara Justisia, Vol..9, No. 2, Juli 2025. 
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 Landasan Teori 2.2

Sebagaimana dikemukakan Riski,
22

 Secara harfiah, 

"dissenting opinion" berasal dari Bahasa inggris yang perlu 

didefinisikan kata demi kata. Kamus bahasa Inggris mendefinisikan 

"dissenting" sebagai kata kerja yang berasal dari kata "dissent," 

yang berarti tidak setuju. Kata "opinion" didefinisikan sebagai 

pendapat, pemikiran, atau perasaan. selanjutnya "dissenting 

opinion" digambarkan sebagai ketidaksepakatan dalam suatu 

masalah hukum. Karena hakim tersebut kalah suara atau mewakili 

minoritas hakim dalam musyawarah hakim, pandangan yang 

berbeda adalah pandangan yang diungkapkan dan berbeda dari 

putusan yang dicapai oleh satu atau lebih hakim yang membuat 

keputusan dalam suatu kasus.  

Uniknya, menurut Sumarni,
23

 Dissenting opinion ini 

merupakan pembaruan dalam sistem peradilan di Indonesia. 

Sejarah dissenting opinion di Indonesia dimulai pada saat Era Orde 

Baru (Sebelum 1998) dimana sistem peradilan Indonesia cenderung 

mengadopsi tradisi civil law yang menekankan musyawarah 

mufakat, sehingga dissenting opinion hampir tidak dikenal dan 

putusan selalu bersifat bulat. Awal Kemunculan terjadi pada saat 

era pasca reformasi praktik dissenting opinion pertama kali muncul 

di peradilan umum, khususnya di Pengadilan Niaga pada tahun 

2000 melalui putusan Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga.JKT.PST 

oleh Hakim Ad-Hoc Eliyana Tanzah. Sebagaimana yang termuat 

pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 

48 Tahun 2009 secara eksplisit mengakui dan mewajibkan 

                                                 
22 Riski Lutfia Fajrin, dalam Wijowasito dan Porwadarminta, Dissenting Opinion Hakim 
dalam Putusan Permohonan Poligami bagi PNS. Tesis. Program Studi Ilmu Agama Islam 

Program Magister Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta, 2023. 
23 Sunarmi, “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan 
Peradilan,” Jurnal Equality 12 No. 2 (Agustus) 2021. 
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pendapat berbeda hakim dimuat dalam putusan jika mufakat tidak 

tercapai. Pasal 14 menyatakan pendapat berbeda hakim wajib 

dimuat dalam putusan. Dampaknya dengan hal ini dapat 

mendorong peningkatan kualitas dan argumentasi putusan serta 

transparansi proses peradilan. Sehingga pada era Mahkamah 

Konstitusi yakni Tahun 2003-Sekarang memperkuat praktik ini 

secara intensif, menjadikannya budaya hukum yang mencerminkan 

independensi hakim dan meningkatkan transparansi. Hal ini dapat 

dilihat dalam Sejarah pilpres Tahun 2024 lalu dimana untuk 

pertama kalinya dalam sejarah sengketa PHPU Presiden di MK, 

tiga hakim (Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat) 

menyatakan dissenting opinion pada sengketa Pilpres 2024.  

Dalam wacana hukum, terminologi Dissenting Opinion 

telah didefinisikan oleh berbagai pakar dengan penekanan pada 

aspek independensi hakim. Beberapa pandangan ahli tersebut 

antara lain:
24

 

1. Menurut Bagir Manan  

Beliau memandang Dissenting Opinion sebagai sebuah pranata 

hukum yang memberikan legitimasi atas adanya perbedaan 

pandangan dari hakim minoritas terhadap amar putusan yang 

dihasilkan oleh suatu lembaga peradilan. 

2. Menurut Artidjo Alkostar 

Secara lebih ringkas namun substansial, beliau mendefinisikan 

fenomena ini sebagai bentuk disparitas pendapat yang terjadi 

antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam membedah 

sebuah perkara. 

3. Menurut Pontang Moerad: 

Beliau memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, 

di mana Dissenting Opinion dimaknai sebagai opini atau 

                                                 
24 Dhariono, Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion pada Putusan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum\, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013. Hal 10-11. 
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putusan tertulis dari satu atau lebih hakim yang menyatakan 

ketidaksetujuan (disagree) terhadap kesimpulan yang diambil 

oleh mayoritas anggota majelis hakim. Secara historis, praktik 

ini lebih lazim ditemukan dalam sistem hukum Common Law 

yang melibatkan panel hakim jamak. Namun, seiring 

perkembangan dinamika hukum, negara-negara penganut tradisi 

Civil Law (Kontinental) mulai mengadopsi prosedur ini, 

terutama pada tingkatan pengadilan tinggi. Di Indonesia sendiri, 

mekanisme ini awalnya diintroduksi melalui Pengadilan Niaga, 

namun saat ini cakupan implementasinya telah meluas ke 

berbagai ranah peradilan lainnya, termasuk dalam persidangan 

perkara pidana. 

Secara yuridis, praktik Dissenting Opinion di Indonesia 

mulai mendapatkan tempat yang kuat pasca pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Landasan operasionalnya dapat dicermati dalam Pasal 19 ayat (3) 

undang-undang tersebut, yang pada dasarnya menegaskan 

kerahasiaan rapat musyawarah hakim dari intervensi pihak luar. 

Namun, pada ayat (5) pasal yang sama, diberikan pengecualian 

dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat bulat; dalam 

kondisi tersebut, pendapat hakim yang berbeda bersifat imperatif 

atau wajib untuk dicantumkan secara eksplisit di dalam naskah 

putusan. 

Sejalan dengan regulasi tersebut, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung juga memperkuat posisi ini 

melalui Pasal 30 ayat (2). Aturan tersebut mewajibkan setiap 

Hakim Agung untuk menyampaikan argumentasi atau pendapat 

tertulis terhadap perkara yang sedang ditangani, yang kemudian 

menjadi bagian integral dari produk putusan tersebut. Lebih lanjut, 

pada ayat (3) pasal yang sama, ditegaskan kembali bahwa apabila 

forum diskusi gagal membuahkan keputusan yang mutlak, maka 

pandangan minoritas tersebut harus tetap diinkorporasikan ke 
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dalam putusan. Meskipun payung hukumnya sudah cukup jelas, 

dalam tataran praktis masih ditemukan berbagai variasi model 

penyusunan opini yang berbeda di berbagai lembaga peradilan di 

Indonesia, yang sangat bergantung pada karakteristik perkara dan 

interpretasi administratif masing-masing majelis. 

Perbedaan model tersebut di antaranya tampak pada 

Pengadilan Niaga, yang memasukkan Dissenting Opinion terpisah 

dari putusan, sedang pada Mahkamah Konstitusi, Dissenting 

Opinion dimasukkan pada putusan, adanya perbedaan demikian 

demi kepastian maka seyogyanya diperlukan adanya keseragaman 

posisi Dissenting Opinion dalam suatu putusan Pengadilan melalui 

peraturan yang khusus mengatur tentang Dissenting Opinion 

tersebut. Namun demikian, tentunya kita harus terlebih dahulu 

memastikan apakah penerapan Dissenting Opinion akan 

menghasilkan nilai atau manfaat yang baik sebelum 

memasukkannya ke dalam undang-undang. 

Dissenting opinion mulanya lahir dan berkembang dalam 

sistem hukum Common Law atau Anglo-Saxon, seperti di Inggris 

dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan 

Kautsar Ismail,
25

 adalah wajar jika dissenting opinion digunakan 

dalam keputusan pengadilan di negara-negara dengan sistem 

Anglo-Saxon. Hakim dalam sistem Hukum Common Law dibatasi 

oleh sistem berbasis preseden, yang berarti bahwa putusan mereka 

harus sesuai dengan putusan hakim sebelumnya dalam kasus-kasus 

yang serupa dengan kasus mereka sendiri, agar hakim yang datang 

belakangan dapat memahami logika hakim sebelumnya yang 

mengikat sebagai preseden, setiap keputusan hakim harus 

mencakup penjelasan mengenai alasan keputusan tersebut dimabil. 

Dalam sistem Hukum Common Law, para hakim karenanya harus 

                                                 
25 Kautsar Ismail, “Kebebasan Pendapat Hakim Dalam Perbedaan Pendapat (Dissenting 

Opinion) Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat,” 

Proceedings Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium, vol. 1 (2024): 294–307, 
https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/29. 
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mampu memberikan alasan untuk pilihan yang dibuat setelah 

mempertimbangkan sejumlah pilihan lain. Seorang hakim harus 

menjelaskan mengapa mereka tidak setuju dengan pendapat hakim 

lain. 

Lebih lanjut Kautsar Ismail menjelaskan,
26

 Pengadilan di 

Negara Belanda dengan sistem hukum Civil Law, hakim dengan 

pendapat berbeda, menyampaikan Dissenting Opinion dalam 

proses pengambilan keputusan dalam Musyawarah Majelis Hakim. 

Namun, penerapan demikian mendapat hambatan oleh karena 

adanya perbedaan pendapat oleh ahli hukum di Belanda mengenai 

penerapan Dissenting Opinion, sehingga penerapannya jarang 

terjadi pada pengadilan di Negara Belanda. Fenomena minimnya 

perbedaan pendapat dalam sistem peradilan Belanda berakar pada 

tradisi pengambilan keputusan yang sangat mengedepankan aspek 

konsensus. Secara sosiologis, para hakim di Belanda memiliki 

kecenderungan untuk membangun kesepakatan kolektif terkait 

penafsiran norma hukum serta penilaian fakta-fakta persidangan. 

Fokus utama mereka adalah mencari titik kompromi dan solusi 

yang akomodatif bagi seluruh pihak yang berperkara, sehingga 

potensi munculnya Dissenting Opinion secara otomatis tereduksi. 

Meski demikian, keberadaan Dissenting Opinion tetap dipandang 

sebagai instrumen krusial dalam memberikan cakrawala perspektif 

yang lebih luas, terutama pada perkara-perkara yang bersifat 

kompleks atau memicu kontroversi publik. Lebih jauh lagi, 

eksistensi opini minoritas ini dianggap mampu memperkokoh 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjadi garda 

pengaman dari risiko pengambilan keputusan yang bersifat 

prematur, tidak adil, atau merugikan subjek hukum tertentu. 

Di samping pemaparan teori hukum Islam yang berkaitan 

dengan wasiat, penelitian ini juga akan membedah secara 

                                                 
26  Kautsar Ismail, “Kebebasan Pendapat Hakim Dalam Perbedaan Pendapat (Dissenting 
Opinion) Pada Sebuah Putusan: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat,”. 
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mendalam mengenai penalaran hukum (legal reasoning) hakim 

dalam memutus perkara melalui pendekatan non-tekstual. Hal ini 

sangat erat kaitannya dengan prinsip independensi hakim dalam 

melakukan interpretasi atas fakta dan alat bukti yang terungkap di 

muka sidang. Landasan teoretis yang digunakan dalam konteks ini 

adalah Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim. 

Premis dasar dari teori ini berangkat dari kenyataan objektif 

bahwa tidak ada satu pun regulasi perundang-undangan yang 

mampu mencakup seluruh dinamika sosial secara sempurna dan 

absolut. Dikarenakan kodifikasi hukum sering kali mengalami 

kekosongan, ketidaklengkapan, atau ambiguitas, maka hakim 

memiliki kewajiban untuk mencari dan menggali nilai-nilai hukum 

tersebut.
27

  

Dalam konteks ini, hukum tidak sekadar dimaknai sebagai 

teks undang-undang, melainkan sebagai keputusan konkret di 

pengadilan. Tugas sentral seorang hakim bukan hanya sebagai 

corong undang-undang (bouche de la loi), melainkan sebagai salah 

satu aktor utama pembentuk hukum yang berperan dalam 

menentukan apa yang secara nyata menjadi hukum bagi 

masyarakat. Oleh karena undang-undang memiliki keterbatasan 

dalam menjangkau realitas yang berkembang, aktivitas penemuan 

hukum (rechtsvinding) menjadi sebuah keniscayaan bagi hakim 

guna mewujudkan keadilan yang substansial.
28

 

Dalam penerapannya, hukum positif yang tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan sering kali tidak sesuai dengan 

perubahan masyarakat yang sangat cepat dan luas. Perkembangan 

teknologi, perubahan nilai sosial, serta kompleksitas hubungan 

ekonomi dan budaya sering kali menyebabkan munculnya masalah 

hukum yang belum ditetapkan secara jelas dalam peraturan 

                                                 
27 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, 2014), 49. 
28 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 
2000), 6. 
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perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya muncul 

fenomena hukum yang tidak berlaku atau rechts vacuum. 

Kekosongan hukum ini membuat peran hakim dalam memutuskan 

sebuah perkara sangat penting dan berpengaruh besar. Hakim kini 

tidak lagi dianggap hanya sebagai pengumum undang-undang atau 

alat untuk menerjemahkan hukum secara langsung, artinya 

tugasnya tidak hanya sekadar menerapkan undang-undang secara 

otomatis. Jika hakim hanya menerapkan undang-undang dengan 

cara yang kaku dan tidak fleksibel, maka banyak putusan hukum 

yang dikeluarkan tidak akan mampu menangani masalah-masalah 

yang ada di zaman sekarang. Sehingga pola pikir mengenai mulut 

hukum sudah lama tidak digunakan lagi. Di Indonesia, hakim 

memiliki tugas penting berdasarkan konstitusi untuk menjunjung 

tinggi hukum dan keadilan. Prinsip bahwa pengadilan tahu hukum 

dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim 

menolak mengadili karena hukum tidak ada atau belum jelas, 

memaksa hakim untuk bersikap aktif dan kreatif. Oleh karena itu, 

hakim tidak boleh membiarkan situasi kekosongan hukum terus 

berlangsung, melainkan harus menjadi pembuat hukum dalam skala 

kecil dengan memberikan putusan yang ia ambil. Proses yang 

dilakukan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum disebut 

sebagai penemuan hukum atau rechtsvinding. Penemuan hukum 

adalah kebutuhan yang sangat penting serta cara nyata untuk 

mengatasi masalah ketiadaan aturan. Proses ini adalah cara seorang 

hakim berpikir dan membuat keputusan yang adil, dengan mengacu 

pada aturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Dalam 

praktiknya, metode penemuan hukum beragam. Jika seorang hakim 

merasa aturan yang dihadapinya tidak jelas atau bisa diartikan 

berbagai cara, ia bisa menerapkan berbagai cara untuk memahami 

arti sesungguhnya dari aturan tersebut, seperti memahami aturan 

secara gramatikal, sejarah, sistematis, atau berdasarkan tujuan dan 
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keadaan sosial. Namun, jika tidak ada norma hukum yang tersedia, 

hakim harus menggunakan metode hukum lainnya, seperti dengan 

membandingkan kasus yang serupa (analogi) atau memperjelas 

makna hukum yang sudah ada (penyempitan hukum). Dari proses 

tersebut, hukum menjadi aktif dan terus berubah sesuai kebutuhan. 

Putusan-putusan yang muncul dari penemuan hukum bisa 

berkembang menjadi yurisprudensi, yang dianggap sebagai salah 

satu sumber hukum resmi dan juga menjadi pedoman bagi hakim 

lain dalam menangani kasus yang sama. 

Merujuk pada pemikiran Sudikno Mertokusumo, penemuan 

hukum dimaknai sebagai proses konstruksi hukum yang dilakukan 

oleh hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam upaya 

mengaktualisasikan norma hukum ke dalam peristiwa konkret. 

Proses ini menuntut adanya formulasi aturan hukum yang relevan 

agar sengketa dapat diputus dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip hukum yang fundamental. Hasil dari proses kreatif ini 

kemudian dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan yang 

menjadi bukti nyata dari aplikasi hukum tersebut.
29

 

Sementara itu, Paul Scholten memberikan perspektif yang 

lebih mendalam dengan menyatakan bahwa penemuan hukum 

merupakan aktivitas yang melampaui sekadar penerapan peraturan 

secara mekanis terhadap suatu peristiwa. Dalam kondisi tertentu, 

norma hukum sering kali harus digali dan dihadirkan melalui 

prosedur interpretasi yang komprehensif.
30

 Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penemuan hukum memberikan ruang bagi 

hakim untuk merumuskan aturan hukum secara mandiri. Hakim 

wajib melakukan verifikasi apakah undang-undang telah 

menyediakan regulasi yang eksplisit atau justru terdapat 

kekosongan hukum (lecm leegte). Jika undang-undang tidak 

                                                 
29 Pontang Moerad, B.M., Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan, Jakarta. Sinar 

Gramedia. Hal. 81. 
30 H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, 
(Bandung: PT. Alumni, 2014), 217. 
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memberikan jawaban pasti, maka hakim memiliki legitimasi untuk 

melakukan penemuan hukum guna menciptakan kepastian hukum 

yang selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. 

Mekanisme operasional dalam penemuan hukum oleh hakim 

merupakan sebuah rangkaian yuridis yang sistematis dalam bingkai 

penyelesaian perkara. Secara metodologis, proses ini terdiri atas 

tiga fase fundamental, yakni:
31

 

a. Pertama, Hakim bertugas melakukan identifikasi dan penetapan 

terhadap fakta-fakta hukum yang relevan serta telah teruji 

kebenarannya dalam persidangan. Tahap ini berfokus pada 

upaya rekonstruksi mengenai "apa yang sesungguhnya terjadi" 

secara faktual. 

b. Kedua, Hakim melakukan pencarian dan penentuan norma 

hukum yang paling presisi untuk diterapkan pada fakta-fakta 

yang telah ditetapkan. Di sinilah letak jantung dari 

rechtsvinding, di mana hakim memberikan penjelasan 

mendalam atau bahkan memformulasi kaidah baru saat hukum 

yang ada dirasa belum memadai. 

c. Ketiga, Tahap akhir di mana hakim menerapkan aturan hukum 

yang telah ditemukan ke dalam kasus tersebut, yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk putusan hakim (vonis). Putusan ini 

bersifat mengikat secara khusus bagi para pihak yang 

berperkara (inter partes). 

Penemuan hukum mendapatkan posisi sentral dalam 

diskursus hukum karena kemampuannya dalam menghasilkan 

putusan yang adaptif dan fleksibel melalui integrasi antara norma 

tertulis (written law) dengan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat (unwritten law). Konsep rechtsvinding meniscayakan 

hakim untuk mengoptimalisasi kapasitas intelektual dan 

integritasnya guna mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, 

                                                 
31 Romli, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan Hukum 
(Rechtsvinding) oleh Hakim di Peradilan," Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 1, hlm. 2. 
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kepastian, dan kemanfaatan, meskipun dalam praktiknya sering 

muncul disparitas pendapat di antara para hakim. Hakim diberikan 

otonomi luas untuk menggali hukum berdasarkan keyakinan nurani 

serta wawasan keilmuan yang dimiliki:
32

 

a. Metode Penafsiran (Interpretasi) yang Digunakan: 

1) Gramatikal. 

Metode ini menitikberatkan pada aspek kebahasaan, 

di mana pemaknaan aturan didasarkan pada bunyi kata, tata 

bahasa, atau struktur kalimat. Interpretasi gramatikal sering 

kali dipandang sebagai pendekatan paling objektif dan 

merupakan langkah awal yang paling sederhana bagi hakim 

untuk memahami sebuah objek hukum. Fokus utamanya 

adalah membedah bagaimana sebuah kata diatur dan 

diucapkan dalam konteks yuridis. Sebagai contoh, istilah 

"pihak ketiga" dalam suatu perikatan sering kali tidak 

memiliki definisi yang rigid; melalui tafsir ini, hakim dapat 

menentukan apakah ia merujuk pada subjek yang benar-

benar di luar perjanjian atau kreditor tertentu. Karena 

sifatnya yang tekstual, metode ini biasanya harus 

dikolaborasikan dengan interpretasi logis. 

Dalam pendekatan ini, Sudikno Mertokusumo 

memperkenalkan tiga prinsip kontekstual: 

a) Noscitur a sociis: Memaknai sebuah kata berdasarkan 

rangkaian kelompok katanya. 

b) Ejusdem generis: Memahami terminologi dalam 

lingkup klasifikasi yang sejenis. 

c) Expressum facit cessare tacitum: Prinsip bahwa 

penyebutan secara eksplisit dalam undang-undang 

secara otomatis mengakhiri pencarian makna lainnya. 

2) Penafsiran Sistematis (Logis) 

                                                 
32 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya 
Atma Pustaka, 2014), 49. 
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Pendekatan ini memandang hukum sebagai sebuah 

entitas yang utuh dan terintegrasi. Penafsiran dilakukan 

dengan menghubungkan satu peraturan dengan peraturan 

lainnya, karena tidak ada norma yang berdiri sendiri dalam 

sebuah sistem hukum nasional. Memahami satu pasal wajib 

melibatkan analisis terhadap pasal-pasal lain guna menjaga 

konsistensi dan harmoni hukum agar tidak menyimpang 

dari struktur hukum negara. 

Misalnya, Untuk membedah konsep "melawan 

hukum" dalam ranah pidana, hakim tidak boleh membatasi 

diri pada KUHPidana semata, melainkan juga harus 

mempertimbangkan perspektif dalam KUHPerdata. 

Demikian pula dalam kasus pengakuan anak, sinkronisasi 

antara ketentuan perdata dan ketentuan pidana menjadi 

krusial untuk mendapatkan pemahaman hukum yang 

komprehensif. 

3) Penafsiran Historis 

Metode ini berfokus pada pelacakan latar belakang 

sejarah, baik sejarah terbentuknya undang-undang 

(wetshistorisch) maupun sejarah hukum secara umum 

(rechtshistorisch). Tafsir ini sering disebut sebagai 

interpretasi subjektif karena berupaya menggali kehendak 

asli atau visi dari para pembentuk undang-undang (original 

intent). 

Misalnya, Memahami Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sistem pemilu 

serentak akan jauh lebih akurat jika hakim mendalami 

dialektika dan alasan sosiopolitik yang melatarbelakangi 

pengesahan aturan tersebut di masa lalu. 

4) Teleologis/Sosiologis. 

Interpretasi ini berfokus pada tujuan kemasyarakatan 

yang ingin dicapai oleh suatu norma. Di sini, hakim 
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menyesuaikan aturan-aturan yang mungkin sudah usang 

(outdated) dengan dinamika dan kebutuhan sosial masa 

kini. Peraturan lama tetap diberlakukan namun maknanya 

diadaptasi agar relevan dengan situasi sosial yang baru. 

Misalnya, Kasus klasik mengenai "pencurian listrik". 

Pada saat Pasal 362 KUHP disusun, para pembuat undang-

undang belum memvisualisasikan listrik sebagai "barang". 

Namun, melalui tafsir teleologis, listrik dikategorikan 

sebagai barang sehingga perbuatan penyadapan listrik 

secara ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

pencurian demi melindungi kepentingan masyarakat. 

5) Komparatif/Perbandingan. 

Penafsiran berdasarkan perbandingan dengan sistem 

hukum lain. Interpretasi perbandingan adalah cara 

menerjemahkan aturan hukum dengan membandingkan 

beberapa peraturan hukum yang berlaku. Hakim melakukan 

perbandingan itu bertujuan untuk memahami dengan jelas 

arti dari suatu ketentuan dalam undang-undang. Interpretasi 

ini bisa dilakukan dengan membandingkan cara penerapan 

prinsip-prinsip hukum atau rechtsbeginselen dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau aturan 

hukumnya, selain itu juga melalui perbandingan sejarah 

terbentuknya hukum tersebut. 

Metode ini melibatkan perbandingan antara sistem 

hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya yang 

berlaku. Tujuannya adalah untuk memperjelas makna suatu 

ketentuan melalui studi komparasi terhadap penerapan 

prinsip-prinsip hukum (rechtsbeginselen) atau sejarah 

hukum di yurisdiksi lain. 

Misalnya, Dalam sengketa klausul perjanjian lisensi 

lintas negara, hakim dapat membandingkan pemaknaan 

kalimat tersebut berdasarkan standar hukum kedua negara 
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yang terlibat guna menemukan titik temu interpretasi yang 

paling adil bagi kedua belah pihak. 

6) Futuristis. 

Penafsiran yang didasarkan pada aturan yang belum 

diterapkan. Interpretasi futuristis adalah cara 

menerjemahkan hukum dengan mendahului keadaan, 

memakai penjelasan terhadap aturan undang-undang yang 

belum diberlakukan atau belum memiliki kekuatan hukum 

tetap. Metode penafsiran hukum dengan pendekatan 

futuristis ini lebih cenderung mengacu pada ius 

constituendum, yaitu hukum atau undang-undang yang baru 

ditetapkan, daripada ius constitutum, yang merujuk pada 

hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini. 

Misalnya, revisi undang-undang yang sedang dalam proses 

pembahasan di DPR, tetapi pasti akan diterbitkan sebagai 

undang-undang. 

Selain klasifikasi utama yang telah dipaparkan 

sebelumnya, terdapat beberapa metode interpretasi spesifik 

lainnya yang sering diimplementasikan oleh hakim dalam 

proses penemuan hukum, yaitu:
33

 

1) Interpretasi restriktif. 

Metode ini adalah cara memahami aturan dengan 

membatasi atau menyempitkan artinya. Interpretasi retriktif 

digunakan untuk menjelaskan ketentuan dalam undang-

undang, di mana cakupan aturan tersebut dibatasi 

berdasarkan makna kata-katanya dalam bahasa yang 

digunakan.  

Metode ini merupakan pendekatan penafsiran yang 

bersifat membatasi atau mempersempit jangkauan makna 

dari suatu norma hukum. Interpretasi restriktif 

diaplikasikan dengan cara memberikan batasan yang ketat 

                                                 
33 Bambang Sutiyoso. Metode Penemuan Hukum,Yogyakarta: UII Press, 2006. Hal 90-94 
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terhadap suatu ketentuan undang-undang agar tidak meluas 

melebihi makna harfiah yang terkandung dalam bahasa 

aslinya.Misalnya, hakim dalam memahami kata 'tetangga' 

pada Pasal 666 KUH Perdata hanya mengacu pada orang 

yang tinggal di sebelah rumah, bukan mencakup penyewa 

rumah; 

2) Interpretasi Ekstensif. 

Kebalikan dari metode restriktif, interpretasi ekstensif 

bertujuan untuk memperluas pemahaman atas suatu norma 

melampaui batas-batas tekstual atau tata bahasa yang biasa. 

Metode ini memungkinkan hakim untuk memberikan 

cakupan makna yang lebih lebar daripada struktur kalimat 

yang tertulis dalam undang-undang demi menyesuaikan 

dengan kebutuhan keadilan. Penafsiran kata "menjual" 

dalam Pasal 1576 KUHPerdata tidak hanya disempitkan 

pada transaksi jual-beli konvensional, melainkan dapat 

diperluas mencakup segala bentuk peralihan hak, seperti 

tukar-menukar atau pemberian. Catatan Yuridis: Dalam 

ranah hukum pidana, penggunaan metode ini memicu 

perdebatan doktrinal. Sebagian pakar menyamakannya 

dengan analogi sehingga melarang penggunaannya demi 

menjaga asas legalitas, sementara pakar lainnya 

berpendapat bahwa interpretasi ekstensif berbeda dengan 

analogi sehingga tetap memiliki ruang untuk diterapkan. 

3) Interpretasi Autentik (Resmi) 

Interpretasi ini sering disebut sebagai tafsir resmi 

karena maknanya diberikan langsung oleh pembentuk 

undang-undang di dalam naskah peraturan itu sendiri. 

Dalam metode ini, hakim dilarang memberikan interpretasi 

lain selain dari definisi yang telah ditetapkan secara formal 

dalam ketentuan umum atau bab penjelasan undang-

undang tersebut. Untuk memahami terminologi "malam 
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hari" dalam Pasal 98 KUHP, hakim wajib merujuk pada 

penjelasan autentik di dalam kodifikasi tersebut yang 

menetapkan bahwa malam adalah rentang waktu antara 

terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari. 

4) Interpretasi Interdisipiliner. 

Metode ini digunakan ketika sebuah perkara memiliki 

dimensi hukum yang kompleks dan bersinggungan dengan 

berbagai cabang ilmu hukum sekaligus, seperti hukum 

pidana, perdata, administrasi negara, atau hukum 

internasional. Hakim dituntut untuk mensinkronisasikan 

dasar-dasar pemikiran dari berbagai bidang hukum tersebut 

guna menghasilkan putusan yang komprehensif. Contoh: 

Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, hakim 

tidak hanya terpaku pada kaidah hukum pidana, tetapi juga 

harus membedah aspek hukum administrasi negara (terkait 

wewenang jabatan) dan hukum perdata (terkait kerugian 

negara atau aset). 

5) Interpretasi Multidisipliner  

Berbeda dengan interdisipliner, metode ini melibatkan 

integrasi antara ilmu hukum dengan bidang keilmuan 

nonsasra hukum. Hakim menyadari keterbatasan 

pengetahuan yuridis dalam menghadapi kasus-kasus teknis, 

sehingga memerlukan bantuan perspektif ilmiah lain untuk 

mencapai keadilan yang substansial. Dalam praktiknya, hal 

ini diwujudkan melalui kehadiran keterangan ahli atau 

saksi ahli di persidangan. Contoh: Penanganan perkara 

kejahatan siber (cyber crime), terorisme, atau kejahatan 

korporasi yang berlapis memerlukan analisis dari ahli 

teknologi informasi, psikolog forensik, atau ahli akuntansi 

guna membantu hakim memahami anatomi kasus secara 

utuh. 
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b. Metode Konstruksi Hukum:
34

 

1) Analogi. 

Metode analogi adalah cara mengatur hukum dengan 

menerapkan aturan yang sudah ada pada kejadian yang 

mirip, meskipun kejadian tersebut tidak secara eksplisit 

diatur dalam peraturan tersebut. Metode analogi adalah cara 

mencari hukum dengan menemukan makna yang lebih 

umum dari kejadian hukum atau tindakan hukum, baik yang 

sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada 

aturannya. Berdasarkan cara ini, peristiwa yang sama atau 

mirip yang diatur dalam undang-undang akan diperlakukan 

secara sama pula. Dengan demikian, analogi membantu 

memahami aturan hukum dengan membandingkan kata-

kata dalam aturan tersebut dengan situasi lain, sesuai 

dengan prinsip hukum, sehingga suatu peristiwa yang 

sebenarnya tidak cocok dapat dianggap sesuai dengan bunyi 

aturan itu. 

Contoh transaksi jual beli dalam Pasal 1576 

KUHPerdata, hakim harus terlebih dahulu mencari tahu inti 

atau tujuan dari transaksi jual beli tersebut, lalu ditemukan 

bahwa intinya adalah pergantian hak. Lalu dicari inti dari 

tindakan hibah, ternyata intinya sama yaitu pengalihan hak. 

Dengan demikian, terlihat bahwa metode analogi 

menggunakan cara berpikir induktif, yaitu metode yang 

memulai dari hal-hal khusus lalu merangkum menjadi hal 

umum. 

2) Argumentum a contrario. 

Metode ini adalah cara hukum yang dijalankan 

dengan memahami berdasarkan lawan dari pengertian itu 

                                                 
34 Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya 

Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of 
Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 242-245. 
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sendiri. Metode argumentum a contrario adalah cara 

mencari hukum yang memungkinkan hakim untuk 

menemukan hukum dengan mempertimbangkan jika 

undang-undang menyatakan sesuatu untuk kejadian 

tertentu, maka aturan tersebut hanya berlaku untuk kejadian 

itu saja. Maka, untuk kejadian yang terjadi di luar aturan 

itu, berlaku sebaliknya. Ada situasi di mana suatu hal tidak 

tertulis dalam peraturan, tetapi sebaliknya diatur oleh 

peraturan tersebut. Jadi, pokok dari argumentum a contrario 

adalah menggunakan cara memahami sesuatu yang 

berlawanan dengan arti yang sebaliknya. 

Misalnya, ketentuan mengenai masa iddah bagi janda, 

apakah aturan yang sama berlaku bagi seorang duda? 

Karena dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara 

jelas. Oleh karena itu, seorang yang sudah duda tidak harus 

menunggu sampai waktu tertentu jika ingin menikah lagi. 

3) Penghalusan hukum (rechtsverfijning). 

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali melakukan 

konstruksi hukum dengan cara melakukan spesifikasi 

terhadap aturan-aturan yang bersifat umum. Melalui metode 

penyempitan hukum (Rechtsverfijning) atau yang sering 

disebut sebagai pengkonkretan hukum, hakim berupaya 

mereduksi cakupan norma yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan jika dirasa terlalu luas atau terlalu 

abstrak. Hal ini dilakukan karena banyak ketentuan legal 

yang diformulasikan secara general, sehingga memerlukan 

batasan makna yang lebih presisi agar dapat 

diimplementasikan secara adil pada kasus-kasus tertentu. 

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk 

meminimalisir tingkat keabstrakan, ketidaktaktisan, serta 

sifat keumuman dari suatu kaidah hukum. Dengan 

melakukan penyempitan, hakim sebenarnya sedang 
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mentransformasikan norma yang bersifat universal menjadi 

aturan yang lebih konkret dan aplikatif guna menjawab 

kompleksitas suatu peristiwa hukum yang spesifik. Tanpa 

adanya pengkonkretan ini, penerapan hukum dikhawatirkan 

akan menjadi terlalu kaku atau justru menyimpang dari rasa 

keadilan yang sesungguhnya karena tidak mampu 

menjangkau rincian teknis dari perkara yang sedang 

diperiksa. 

Misalnya, Pasal 1365 dari Hukum Perdata, apa yang 

dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, apakah hanya 

melanggar peraturan undang-undang atau mencakup hal-hal 

yang lebih luas. Maka di sini diperlukan penerapan hukum 

konkret untuk menangani aturan-aturan yang bersifat 

abstrak tersebut. 

4) Metode Fiksi Hukum.  

Fiksi hukum merupakan sebuah asas fundamental 

yang mengonstruksikan asumsi bahwa setiap warga negara 

dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh 

terhadap seluruh regulasi hukum yang berlaku (presumptio 

iures de iure). Secara empiris, asumsi ini memang sulit 

untuk diwujudkan secara mutlak, mengingat realitas 

menunjukkan bahwa tidak semua individu benar-benar 

memahami seluk-beluk hukum. Bahkan, para praktisi 

maupun akademisi hukum sekalipun mustahil untuk 

menguasai seluruh kodifikasi peraturan yang ada secara 

komprehensif; mereka umumnya hanya mendalami norma-

norma yang sesuai dengan spesialisasi atau bidang keahlian 

tertentu. 

Meskipun terdapat kesenjangan antara teori dan 

realitas tersebut, penerapan doktrin fiksi hukum ini 

memegang peranan krusial bagi hakim dalam menjalankan 

fungsi penyelesaian perkara di pengadilan. Keberadaan asas 
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ini menutup celah bagi subjek hukum, terutama terdakwa 

dalam perkara pidana, untuk menggunakan ketidaktahuan 

hukum sebagai alasan pemaaf atau dalih guna menghindari 

jeratan sanksi. Tanpa prinsip ini, kepastian hukum akan 

runtuh karena setiap pelanggar dapat dengan mudah berkelit 

dari tanggung jawab hukum dengan argumen bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya larangan atas tindakan yang telah 

mereka lakukan. Oleh karena itu, fiksi hukum berfungsi 

sebagai pilar yang menjamin bahwa sistem peradilan dapat 

berjalan secara efektif, mandiri, dan tidak dapat diintervensi 

oleh alasan subjektif mengenai ketidaktahuan aturan. 

Interpretasi dan konstruksi hukum adalah usaha yang 

dilakukan oleh hakim untuk mencari makna dari suatu 

peraturan hukum ketika peraturan tersebut tidak jelas, 

samar, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan cara 

menemukan hakim, masalah nyata bisa diatasi melalui 

interpretasi dan pembuatan hukum. Interpretasi digunakan 

ketika ada aturan, tetapi aturan tersebut tidak jelas, samar, 

dan kurang tepat. Ketika tidak ada aturan yang mengatur 

suatu kasus, maka hakim perlu membuat hukum sendiri 

melalui cara konstruksi hukum. 

Hakim wajib mampu menyelesaikan dan memutus perkara 

dengan mencari serta menemukan hukum, terutama dalam kasus di 

mana belum ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya belum 

jelas. Hakim secara umum harus bisa menemukan hukum agar 

dapat memutuskan kasus, sehingga keadilan bisa tercapai di 

masyarakat. Dalam kasus ini, hakim lebih bebas dalam 

menyelesaikan perkara, karena hakim tidak hanya menjelaskan 

bunyi undang-undang, tetapi juga melakukan penemuan hukum.
35

 

                                                 
35 Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum 

(Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 
3, 2011, hal. 391. 
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Kemudian, penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, 

tetapi juga bisa dilakukan oleh seseorang, dan orang tersebut 

kemudian disebut sebagai doktrin. Penalaran hukum dan upaya 

menemukan hukum oleh hakim memiliki batas-batas normatif yang 

jelas dan tegas. Hakim diperbolehkan melakukan penafsiran 

kontekstual dan teleologis ketika aturan hukum tidak cukup atau 

tidak sesuai dengan perkembangan nilai masyarakat. Dalam kasus 

ini, hakim bertindak sebagai penghubung antara peraturan hukum 

yang ditulis dan kondisi sosial yang ada. Namun, penemuan hukum 

tidak bisa menggantikan tugas pembentuk undang-undang. 

Penalaran hukum harus tetap berdasarkan pada sistem hukum yang 

berlaku, dasar hukum, dan nilai-nilai hukum yang hidup. 

Dalam menjalankan fungsinya, seorang hakim tidak hanya 

berperan sebagai pelaksana tekstual undang-undang, namun juga 

memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi mendalam, 

melengkapi kekosongan norma, bahkan dalam situasi darurat 

hukum, melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi 

terwujudnya keadilan substansial. Meskipun demikian, otoritas 

dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ini terbagi 

secara sistematis berdasarkan hierarki dan kompetensi lembaga 

peradilannya. Pada tingkatan pengadilan pertama (seperti 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau PTUN) serta 

pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi 

Agama, atau PTTUN), hakim menyandang status sebagai judex 

facti. Dalam kapasitas ini, mereka memiliki tanggung jawab utama 

untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-

fakta hukum, validitas alat bukti, serta kronologi peristiwa guna 

menerapkan norma hukum secara langsung pada kasus konkret. 

Proses penemuan hukum pada level ini bersifat empiris dan 

kasuistik, di mana hukum ditemukan melalui pergulatan realitas 
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yang terjadi di persidangan
36

 Sebaliknya, pada level Mahkamah 

Agung dalam ranah kasasi, hakim agung bertindak sebagai judex 

juris. Pada tahapan ini, otoritas hakim tidak lagi diarahkan untuk 

meninjau ulang fakta-fakta persidangan atau pembuktian 

(verificatie), melainkan berfokus sepenuhnya pada aspek penerapan 

hukum. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa putusan di 

tingkat bawah tidak mengandung kesalahan penafsiran (error in 

iudicando) atau pelanggaran prosedur hukum (error in 

procedendo). Di sinilah penemuan hukum mencapai derajat yang 

lebih tinggi dan fundamental, yang sering kali melahirkan 

yurisprudensi sebagai pedoman hukum bagi seluruh praktisi 

peradilan di bawahnya. 

Puncak dari otoritas penemuan hukum ini berada di tangan 

Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi menjalankan tugas 

rechtsvinding yang bersifat makro dan fundamental dengan cara 

menginterpretasikan nilai-nilai serta norma konstitusional yang 

mendasari kehidupan bernegara. Penemuan hukum pada tahap ini 

tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi memiliki 

dampak hukum yang luas terhadap keberlakuan suatu undang-

undang di Indonesia. 

Ditinjau dari tradisi hukum Islam, penemuan hukum telah 

lama dipraktekkan melalui lembaga Ijtihad, sebagaimana yang 

dikemukakan Heri dan Fajar,
37

 asal istilah Ijtihad adalah dari kata 

al-Juhd yang bermakna al-Thaqah (kekuatan, kemampuan, daya) 

atau merupakan kata yang berasal dari akar kata al-jahd yang 

makna al-masyaqqah (kesukaran, kesulitan). Selain itu, Ijtihad jika 

ditinjau dari sisi bahasa maka mengandung arti badzl al-wus‟ wa 

al-majhud (upaya pengerahan kemampuan serta daya) atau sebuah 

                                                 
36 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 827-82. 
37

 Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dan Aplikasinya dalam Fatwa, Cakrawala: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, 2018, 
hal. 122. 
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usaha yang dilakukan dengan disenyertai segenap daya dan 

kemampuan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang komplesks pada 

pelaksanaanya. 

Lebih lanjut dijelaskan,
38

 mempelajari dan mengkaji hukum 

Islam adalah tujuan utama ijtihad. Ijtihad adalah kewajiban 

mendasar manusia dan dasar kehidupan. Kehidupan manusia 

adalah proses berkelanjutan dengan perkembangan yang 

berlangsung terus-menerus. Akibatnya, muncul masalah-masalah 

baru yang membutuhkan kejelasan hukum. Menurut perspektif 

Islam, ijtihad dengan demikian menjadi instrumen ilmiah yang 

dibutuhkan untuk memastikan hukum dalam berbagai aspek 

kehidupan yang baru. 

Secara umum, terdapat dua jenis ijtihad: pertama, ijtihad 

dilihat dari sumbernya. Kedua, menurut bagaimana ijtihad itu 

muncul.
39

 Dari perspektif sumbernya, ijtihad dapat dipisahkan 

menjadi dua kategori yakni: 

1) Ijtihad fardi, Dilaksanakan secara otonom (mustaqil) oleh 

seorang mujtahid. Proses pengambilan keputusan, metode, 

dan proses pembuatan hukum semuanya dilakukan secara 

independen. 

2) Ijtihad jama‟I, berarti bahwa sekelompok mujtahid dengan 

tingkat keahlian yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu 

melaksanakannya secara kolektif, bukan secara individual. 

Kemudian, apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan 

prosesnya fatwa dan ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Ijtihad intiqa‟i, merupakan pemilihan satu dari beberapa 

pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fiqih Islam 

yang di dalammya berisi tentang fatwa dan hukum-hukum 

islam, Dalam istilah Ushul Fiqih metode intiqa‟i ini disebut 

                                                 
38

 Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dan Aplikasinya dalam Fatwa, Cakrawala: Jurnal Hukum Islam. Hal. 123. 
39

 Ibid. 
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metode tarjih yaitu memilih atau mengungulkan pendapat 

terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Menurut Yusuf 

alQardhawi kaidah tarjih itu banyak yang mana diantaranya 

adalah: pertama, pendapat yang diambil harus memiliki 

hubungan kesesuaian dengan kondisi hidup kekinian, 

kedua, hendaknya pendapat tersebut menggambarkan 

kelemah lembutan dan kasih sayang kepada manusia, 

ketiga, tidak menjauhi kemudahan akan ketetapan hukum 

keislaman. Keempat, memperioritaskan untuk 

merealisasikan akan tujuan-tujuan syari‟at yaitu menjaga 

kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari 

mereka. 

2) Ijtihad insya‟I, yang merupakan penarikan kesimpulan 

hukum baru akan sebuah permasalahan, dimana persoalan 

tersebut belumlah pernah terjadi. Kegiatan ijtihad Insya‟i ini 

menurut al-Qardhawi sebuah keharusan guna mencari 

pemecah yang solutif terhadap permasalahan yang baru 

mengemuka serta menjadi literasi dalam pengembangan 

hukum keislaman, karea kepastian akan setiap masa akan 

melahirkan permasalahan yang sangat varaitif, begitupun 

dengan kondisi dan zaman saat sekarang, yang mana 

problem permasalahannya jelas berbeda dari masalah-

masalah masa lalu. 

Selanjutnya teori yang berkenaan dengan dissenting opnion 

hakim adalah teori tentang kemandirian hakim. Teori kemandirian 

hakim (independensi kekuasaan kehakiman) adalah prinsip 

fundamental yang menjamin hakim bebas dari campur tangan pihak 

luar, tekanan fisik, maupun psikis dalam memeriksa dan memutus 

perkara. Kemandirian ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan 

keadilan, memastikan putusan didasarkan pada hukum dan fakta, 

bukan kepentingan populer atau kekuatan tertentu. Menurut 

beberapa pendapat ahli, teori kemandirian hakim ini memiliki 
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definisi yang beragam, diantaranya menurut Steinberg, 

kemandirian adalah masalah psikososial yang melibatkan 

kemampuan individu untuk bergantung pada diri sendiri dalam 

situasi kehidupan. Sedangkan menurut Kartono, kemandirian 

adalah kemampuan berdiri sendiri melalui keberanian dan 

tanggung jawab atas perilaku sebagai manusia dewasa dalam 

memenuhi kebutuhan sendiri. Pendapat lainnya dari Erickson 

menjabarkan bahwa usaha melepaskan diri dari orang tua untuk 

menemukan diri sendiri, yang merupakan proses perkembangan 

identitas ego ke arah individualitas yang mantap. Menurut Chaplin 

kemandirian merupakan kebebasan individu untuk memilih, 

memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri, serta 

menurut Sumahamijaya merupakan keadaan dapat berdiri sendiri, 

tidak bergantung pada bantuan orang lain (berdikari).
40

 

Secara normatif, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim harus senantiasa menjaga 

kemandirian peradilan ketika melaksanakan tugas dan fungsinya 

untuk mewujudkan peradilan yang independen. Selanjutnya 

kemandirian hakim, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 

(1), adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan dari segala 

jenis tekanan, baik berupa tekanan fisik maupun psikis. 

Teori dasar kemandirian peradilan didasarkan pada gagasan 

trias politika yang diajukan oleh Montesquieu. Gagasan ini 

menekankan pentingnya memisahkan tiga kekuasaan yaitu 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak ada kekuasaan yang 

terlalu besar dan bisa disalahgunakan. Dalam teori ini, peradilan 

bertugas sebagai pemelihara keadilan yang tidak memihak dan 

tetap netral, sehingga tidak boleh berada di bawah pengaruh atau 

kontrol cabang kekuasaan lainnya. Selain itu, teori ini juga 

                                                 
40 Desmita. 2009. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: PT Remaja Rosda 
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menekankan betapa pentingnya melindungi hakim dari ancaman 

atau tekanan yang bisa memengaruhi keputusan mereka.
41

 

Sebagaimana yang diutarakan Elisabeth Nurhaini,
42

 

kemandirian hakim bertujuan agar pengadilan dapat menyelesaikan 

tugasnya sehingga terwujud yang mencerminkan kebenaran, 

keadilan dan kejujuran. Sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

kebebasan pelaksanaan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak, 

sebab hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila yang keputusannya dapat tercermin rasa 

keadilan. Tidak bersifat mutlak artinya tiap hakim diberi kebebasan 

untuk melakukan penafsiran hukum dan mencari landasan argumen 

dari penalaran hukumnya melalui perkara yang dihadapkan 

kepadanya dengan cara-cara yang benar dan jujur berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu negara 

menjamin kemandirian itu dengan ancaman pidana bagi pihak 

mengancam kemandirian hakim. 

Pelaksanaan kemandirian hakim tentu akan efektif jika 

dimanfaatkan oleh hakim yang ideal, dalam hal ini hakim yang 

memiliki nilai-nilai moralitas pribadi yang kuat, mengetahui dan 

mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, benar dan 

salah, serta tindakan yang adil dan tidak adil menurut mayoritas 

masyarakat. Oleh karena itu, meskipun faktor-faktor lain (seperti 

sistem politik, sistem hukum, dan undang-undang) tidak secara 

signifikan mendukung atau bahkan menghambat tugasnya, hakim 

tersebut harus berani dan mampu menjunjung tinggi tugas suci 

lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain 

                                                 
41 Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias 
Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” Ahkam 2, No. 1 (2023): 59–

75. 
42 Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. Hukum pembuktian (analisis terhadap 

kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian). Bandung: CV 
Nuansa Aulia. Hal. 40. 
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itu, ia siap menerima segala konsekuensi dari pilihan yang 

diambilnya.
43

 

Selanjutnya, sebagai gambaran mengenai pengaturan wasiat 

sebagaimana di atur dalam hukum maka selanjutnya penulis 

menjabarkan apa yang telah ditemukan oleh Paula Fransisca dan 

Ro‟fah Setyowati
44

 sebagai berikut: 

Bentuk surat wasiat diatur oleh Kitab Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun 

demikian, KHI dan KUHPerdata mengakui jenis surat wasiat yang 

berbeda. KHI mengakui surat wasiat lisan dan tertulis dalam bentuk 

akta bawah tangan, yang membedakannya dari KUHPerdata, Surat 

wasiat dianggap sah jika dibuat di hadapan setidaknya dua saksi, 

baik secara lisan maupun tertulis melalui akta bawah tangan. 

Karena Pasal 875 KUHPerdata menetapkan bahwa wasiat 

harus dibuat dalam bentuk akta, wasiat lisan tidak diakui oleh 

KUHPerdata. Karena pilar dan persyaratan wasiat terpenuhi 

meskipun wasiat tersebut tidak dibuat di hadapan notaris, oleh 

karena itu, baik wasiat lisan maupun wasiat tertulis dengan akta 

bawah tangan, dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) selama disaksikan oleh dua orang atau lebih. Wasiat 

testament (wasiat) olografis dan testament (wasiat) rahasia 

sebenarnya adalah wasiat atau surat wasiat dalam bentuk akta 

bawah tangan yang ditulis oleh pewaris (untuk wasiat rahasia, 

dapat juga ditulis oleh orang lain). Wasiat dengan akta bawah 

tangan ini juga diakui menurut KUHPerdata. Tetapi menurut 

KUHPerdata, wasiat olografis dan wasiat rahasia yang telah 

disiapkan oleh pewaris atau orang lain harus diterima oleh notaris. 

Notaris juga harus membuat akta pengalihan untuk wasiat tersebut. 

Surat wasiat olografis dan surat wasiat rahasia, yang awalnya 

                                                 
43 Mompang L. Panggabean, “Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal”, Jurnal 

Hukum Prioris, Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 50. 
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merupakan akta pribadi, dianggap memiliki efek hukum yang sama 

dengan surat wasiat yang dibuat melalui akta publik ketika 

ditunjukkan kepada notaris. 

KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) sama-

sama mengakui wasiat dalam bentuk akta notaris. Olehnya wasiat 

dalam bentuk akta notaris memiliki sejumlah keuntungan 

dibandingkan akta pribadi atau wasiat lisan. Karena akta notaris 

merupakan dokumen otentik dengan kekuatan pembuktian yang 

sempurna, kekuatan pembuktiannya merupakan keunggulan 

utamanya. Karena notaris menyimpan wasiat selama proses 

pembuatan akta, wasiat dengan akta notaris juga memiliki 

keuntungan karena lebih kecil kemungkinannya untuk hilang. 

Namun, jika wasiat dibuat secara lisan dan disaksikan oleh dua 

orang, ada kemungkinan salah satu atau kedua saksi meninggal 

dunia sebelum pewaris, sehingga tidak ada yang mengetahui wasiat 

pewaris tersebut selama mereka masih hidup. Wasiat lisan dan 

pribadi lebih rentan hilang dibandingkan wasiat dengan akta 

notaris, seperti yang ditunjukkan oleh kasus di mana seorang 

pewaris membuat wasiat menggunakan akta pribadi dan 

mempercayakannya kepada salah satu ahli warisnya, hanya untuk 

kemudian ahli waris tersebut secara tidak sengaja 

menghilangkannya. 

Mengenai pembatasan wasiat, KHI menyimpulkan bahwa 

wasiat hanya dapat mencakup hingga sepertiga dari aset warisan 

kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Batasan wasiat 

diberlakukan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan 

untuk menghentikan praktik wasiat yang mungkin merugikan 

mereka. Tindakan yang paling bijaksana adalah memprioritaskan 

kepentingan ahli waris yang akan mewarisi sebagian aset mereka. 

Karena lebih baik meninggalkan ahli waris dalam kondisi yang 

memadai daripada meninggalkan mereka dalam kondisi yang tidak 

memadai. 
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Tujuan pembatasan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam 

ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi 

dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, setiap orang 

diberi kebebasan untuk mengatur apa yang akan terjadi dengan 

harta kekayannya setelah meninggal dunia. Pewaris bebas untuk 

memberikan hartanya kepada siapa yang dikehendakinya. Akan 

tetapi untuk beberapa ahli waris oleh Undang-undang memberikan 

bagian tertentu yang harus diterimanya. Ahli waris ini dinamakan 

legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. 

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam membatasi wasiat 

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan sebagai 

perlindungan terhadap semua ahli waris yang telah tetap bagiannya 

(dzawil furud) menurut al Qur‟an. Sedangkan peraturan bagian 

mutlak/legitieme portie menurut KUH Perdata memberikan 

perlindungan secara individual dikarenakan Legitieme Portie tidak 

dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam 

garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan 

kepada masing- masing ahli waris yang berkepentingan. 

Sehingga dari sini dapat disimpulkan, dalam Kompilasi 

Hukum Islam, wasiat dapat ditulis secara lisan atau tertulis, dan 

dapat diteapkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari 

total harta warisan. Persetujuan ahli waris diperlukan jika wasiat 

melebihi sepertiga. Sementara itu, menurut KUHPerdata, wasiat 

memerlukan bantuan notaris dan harus berbentuk akta. Keabsahan 

harta warisan ahli waris tidak boleh terganggu oleh wasiat. 

Dari apa yang telah diuraikan pada bagian landasan teori ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa Negara memberi jaminan 

kemandirian bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya, untuk 

menegakkan hukum yang sekaligus dituntut untuk menghadirkan 

keadilan dapat tiap putusannya, di antara kemandirian itu adalah, 

hakim dalam musyawarah penentuan putusan, berhak 

menyampaikan perspektif yang berbeda dalam kasus-kasus yang 
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kompleks atau kontroversial (dissenting opinion) alih-alih harus 

tunduk pada pendapat mayoritas hakim, perbedaan pendapat dalam 

majelis hakim adalah hal yang wajar mengingat realita probrem 

masyarakat yang terus berkembang sementara hukum dalam 

keadaan diam, sehingga kerap kali justru hukum yang ada tidak 

sanggup menjadi solusi dalam menyelesaikan promlem masyarakat 

yang terus berkembang, dalam keadaan demikian hakim 

dihadapkan pada pilihan antara memastikan hukum atau 

menegakkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah 

masyarakat yang tentu rasa keadilan itu akan tampak dan terasa 

bagi hakim jika hakim tersebut berani untuk melakukan penemuan 

hukum berdasarkan keadilan disamping menegakkan hukum. 
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 METODE PENELITIAN BAB III

 Jenis Penelitian dan Pendekatan 3.1

Menguraikan cara yang tepat untuk melakukan penelitian 

hukum adalah pendekatan mendasar dari setiap studi hukum.45 Oleh 

sebab itu dalam penelitian ini, Penulis memilih untuk 

menggunakan metode penelitian pustaka (library research), 

sebagai penelitian dengan sumber data dari berbagai informasi 

pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen.46 

Untuk itu penulis meneliti putusan Pengadilan Agama Jeneponto 

yang terdaftar dengan nomor perkara 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. 

dengan menerapkan prinsip deskriptif-analitik yaitu dengan 

mencari data yang valid untuk kemudian di analisis.  

Untuk itu, dalam menyusun penelitian ini Penulis 

menggunakan pendekatan normative dan pendekatan yuridis, 

dengan landasan sumber-sumber hukum islam dan hukum positif 

yang selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan kasus kongkrit 

sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jeneponto 

yang terdaftar dengan nomor perkara 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp 

terkait wasiat terhadap ahli waris. 

 

 Sumber Data 3.2

a. Data Primer. 

Dalam penelitian ini, berkas putusan Pengadilan Agama 

Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, dijadikan acuan 

sebagai data primer. 

b. Data Sekunder 

Selain itu penulis juga memperoleh data sekunder dari bahan 

bacaan seperti buku, artikel ataupun jurnal yang berkaitan 

dengan tema pembahasan yang penulis teliti. 

 

 

                                                 
45 Galang Taufani Suteki, 2018, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Filsafat Teori 

dan Praktik), Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 216. 
46 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 
Hlm.17. 
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 Teknik Pengumpulan Data 3.3

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan 

hasil penelusuran berkas perkara hingga putusan dengan 

Pengadilan Agama Jeneponto nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. 

 Analisis Data 3.4

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

analisis kualitatif yang diintegrasikan dengan kerangka berpikir 

induktif. Penggunaan analisis induktif dimaksudkan untuk 

memproduksi data deskriptif yang komprehensif, baik yang 

bersumber dari naskah tertulis maupun narasi lisan dari subjek 

penelitian serta fenomena perilaku yang diobservasi secara 

mendalam.47 Setelah seluruh data lapangan terkumpul, dilakukan 

proses kategorisasi dan penelaahan menggunakan logika berpikir 

induktif. Secara metodologis, pola berpikir induktif merupakan 

sebuah proses penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis 

khusus, fakta-fakta spesifik, serta peristiwa konkret yang 

ditemukan di lapangan, untuk kemudian ditarik ke dalam sebuah 

konklusi atau generalisasi yang bersifat umum [1]. Melalui 

pendekatan ini, penulis akan menguraikan secara sistematis 

tahapan-tahapan yuridis dalam pemutusan perkara terkait wasiat 

bagi ahli waris, dengan fokus utama pada analisis terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. 

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap esensi 

keadilan dan pertimbangan hakim yang mungkin tidak terlihat jika 

hanya menggunakan kacamata deduktif yang kaku. 

 

                                                 
47  Sytrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi, 2004), Hlm.41. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB IV

 Hasil Penelitian  4.1

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Jeneponto 

Merujuk pada data yang dipublikasikan melalui kanal 

digital resmi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, 

institusi peradilan ini berkedudukan di wilayah administratif 

Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis, lokasi kantor pengadilan yang beralamat di Jalan 

Pahlawan Nomor 52, Kelurahan Empoang, Kecamatan 

Binamu ini dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 

empat jam ke arah selatan dari Kota Makassar. Berdasarkan 

landasan hukum Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, otoritas utama lembaga ini meliputi proses 

pemeriksaan, pemutusan, serta penyelesaian perkara perdata 

bagi umat Islam. Lingkup kewenangan tersebut mencakup 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta 

pengelolaan zakat, infak, sedekah, hingga ranah ekonomi 

syariah. 

Selain menjalankan mandat utamanya, Pengadilan 

Agama Jeneponto juga mengemban serangkaian fungsi 

strategis lainnya guna mendukung terciptanya sistem 

peradilan yang kredibel, yang meliputi: 

a. Fungsi Yudisial (Judicial Power): Otoritas dalam 

menerima, menelaah, hingga memutus perkara-perkara 

yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama pada 

tingkatan pertama sesuai amanat Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

b. Fungsi Pembinaan: Penyelenggaraan bimbingan teknis 

serta pengarahan kepada seluruh jajaran struktural 
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maupun fungsional. Hal ini mencakup aspek teknis 

yudisial, tata kelola administrasi peradilan, manajemen 

keuangan, sumber daya manusia, hingga urusan sarana 

prasarana dan pembangunan. 

c. Fungsi Pengawasan: Pelaksanaan pengawasan melekat 

terhadap kinerja dan perilaku aparat peradilan, mulai 

dari Hakim, Panitera, hingga Jurusita. Tujuannya adalah 

memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan secara 

saksama, profesional, dan transparan, baik dalam aspek 

yudisial maupun administrasi kesekretariatan. 

d. Fungsi Pemberian Nasihat: Peran institusi dalam 

memberikan pertimbangan hukum Islam serta nasihat 

yuridis kepada instansi pemerintah di wilayah 

hukumnya apabila diperlukan, sebagaimana diatur 

dalam regulasi yang berlaku.); 

e. Fungsi Administratif: Manajemen tata usaha peradilan 

yang mencakup administrasi teknis persidangan serta 

administrasi umum yang meliputi pengelolaan 

kepegawaian dan inventarisasi perlengkapan kantor. 

f. Fungsi Koordinatif dan Pelayanan Publik: 

1) Melakukan sinergi dengan instansi terkait (seperti 

Kementerian Agama, MUI, dan organisasi 

kemasyarakatan Islam) dalam pelaksanaan tugas 

hisab dan rukyat. 

2) Penyelenggaraan edukasi hukum melalui 

penyuluhan, pemberian fasilitas riset bagi peneliti, 

serta penjaminan akses keterbukaan informasi bagi 

masyarakat luas sesuai dengan standar transparansi 

peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung. 

Demi mencapai tujuan organisasi yang ideal, 

Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II menetapkan Visi 

utama, yaitu “Mewujudkan Peradilan Agama Jeneponto 
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yang Agung.” Visi besar tersebut kemudian dijabarkan ke 

dalam empat poin Misi strategis sebagai berikut: 

a. Visi: “Terwujudnya Peradilan Agama Jeneponto yang 

Agung” 

b. Misi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II: 

1) Menegakkan dan menjaga independensi serta 

kemandirian institusi Pengadilan Agama Jeneponto; 

2) Menyelenggarakan pelayanan hukum yang 

berkeadilan bagi seluruh masyarakat pencari 

keadilan di wilayah hukum terkait; 

3) Melakukan akselerasi peningkatan kualitas dan 

profesionalisme sumber daya aparatur peradilan; 

4) Memperkuat integritas, kredibilitas, serta 

transparansi tata kelola lembaga di mata publik. 

Adapun data hakim yang yang saat ini bertugas pada 

Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II yaitu: 

a. Fadilah, S.H., M.Ag. NIP. 197408212002122001. 

Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Jeneponto; 

b. Ruhana Faried, S.H.i., M.H.I. Sebagai Wakil Ketua; 

c. Ulin Nadya Rif‟atur Rohmah, S.H. Hakim Pratama 

Muda; 

d. Marwani, S.H. Hakim Pratama Muda; 

e. Muhammad Arif, S.H. Hakim Pratama Muda. 

Kelima hakim tersebut diatas dibantu oleh Sekretaris 

yakni Abdul Muiz, S.H.I., M.H, Haripuddin, S.H selaku 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

Laksana, Suryani, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Umum 

dan Keuangan, dan Hendra Faizal Sanudin, S>H selaku 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan. Adapun panitera yaitu Muhyidin, S.H.I 

(Panitera), Muniroh Nahdi, S.H, M.H (Panitera Muda 

Hukum), M. Iskandar Zulkarnain, S.H.I (Panitera Muda 
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Gugatan), Ardhayani Arja, S.H.I (Panitera Muda 

Permohonan), Andi Ilham Nur Putri, S.H (Panitera 

Pengganti), Benazir Suroso, S.H (Panitera Pengganti). 

4.1.2 Alasan terjadinya dissenting opinion majelis hakim 

Pengadilan Agama Jeneponto dalam memutus 

perkara waris dalam pemberian wasiat pada 

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp 

a. Pandangan Mayoritas Hakim 

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan 

mengadili perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp pada 

tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara 

elektronik dimohonkan pada tanggal 03 April 2023, dimana 

majelis hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara kewarisan antara sesama ahli waris 

dari suami istri mendiang H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba 

dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, dalam hal ini 

Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr. Lalo, 

sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, 

melayangkan gugatan terhadap ahli waris lain: 

1) Saudara penggugat yakni kepada Hj. Rosnia Bebasa 

binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat Konvensi 

I/Penggugat Rekonvensi I), Dra. Hj. Norma Bebasa 

binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat Konvensi 

II/Penggugat Rekonvensi II); 

2) Menantu penggugat yakni Sultra Dewi Bakil Dhalan 

binti Bakil Dahlan (Tergugat Konvensi III/Penggugat 

Rekonvensi III) dan Dra. Hj. Asiani Abu binti H. Abu 

(Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII), 

3) Beberapa keponakan penggugat, anak dari Sultra Dewi, 

diantaranya Madfirah Maulani Bebasa, binti Maksud 

Bebasa (Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi 

IV), Muhammad Ikram Kr Lalo bin Maksud Bebasa 
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(Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V), dan 

Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa 

(Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI); 

4) Beberapa keponakan penggugat, anak dari Hj. Asiani 

Abu, yakni Nur Rahmah Ningsih Muhlis, S.Si binti Ir. 

H. Muhlis Bebasa (Tergugat Konvensi VIII/Penggugat 

Rekonvensi VIII), Ilham Dwi Jaya Muhlis Bebasa bin 

Ir. H. Muhlis Bebasa (Tergugat Konvensi IX/Penggugat 

Rekonvensi IX), Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa 

(Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X), 

Vidya Asnita, SE binti Ir. H. Muhlis Bebasa (Tergugat 

Konvensi XI/Penggugat Rekonvensi XI). 

Dalam materi gugatannya, pihak Penggugat 

menyusun rincian aset peninggalan dari Pewaris dengan 

membaginya ke dalam dua kategori utama, yakni harta 

bersama (syirkah) dan harta bawaan. Penjabaran aset-aset 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Aset ini merupakan harta yang diperoleh selama masa 

perkawinan antara mendiang H. Bebasa Kr. Lalo bin 

Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, 

yang meliputi: 

a. Properti Hunian di Jeneponto: Satu unit bangunan 

rumah semi-permanen dengan spesifikasi perpaduan 

model rumah panggung pada sisi depan dan 

konstruksi batu/tembok pada bagian dapur. 

Bangunan ini memiliki dimensi luas sekitar 8 meter 

x 20 meter, yang berlokasi di Jalan Poros Jeneponto-

Kelara, Dusun Sunggu Areng, Desa Bonto Matene, 

Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (terletak 

di posisi rumah kedua dari Masjid Annur Sunggu 

Areng). 
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b. Aset Tanah di Makassar: Sebidang tanah 

perumahan dengan luas total 188 m² yang 

diidentifikasi melalui NOP 7371 130 004 006 0362 

0. Aset ini terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416, 

Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, 

Kota Makassar. Meskipun secara fisik kondisi 

bangunan rumah di atasnya telah mengalami 

kerusakan berat, tanah ini tetap menjadi bagian dari 

objek sengketa. 

2) Aset yang Diklasifikasikan sebagai Harta Bawaan 

Pewaris Kategori ini mencakup seluruh aset yang 

dimiliki secara pribadi oleh H. Bebasa Kr. Lalo bin 

Lomba sebelum atau di luar harta bersama, yang 

tersebar di beberapa lokasi strategis: 

d. Tanah perkebunan seluas 2.656 m² (NOP 7304 031 

003 002 0059 0) atas nama H. Bebasa Kr. Lalo di 

Dusun Sunggu Areng. 

e. Lahan perumahan seluas 2.953 m² (NOP 7304 031 

003 001 0088 0). Penting untuk dicatat bahwa objek 

ini hanya mencakup tanahnya saja, tidak termasuk 

bangunan kayu milik Je‟ne serta rumah semi-

permanen yang telah diklasifikasikan sebagai harta 

bersama di atasnya. 

f. Lahan persawahan yang luas dengan ukuran 10.848 

m² (NOP 7304 031 003 001 0087 0) di wilayah yang 

sama. 

g. Tanah kebun di Desa Bontomanai seluas 3.961 m² 

dengan nomor identifikasi NOP 73.04.031.001.003-

0414.0. 

h. Lahan perkebunan yang cukup luas di Desa Bonto 

Lebang dengan ukuran 10.606 m² (NOP 73.04. 

031.001.001-0164.0). 
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i. Dua bidang tanah sawah di Dusun Bontosunggu, 

masing-masing seluas 1.245 m² (NOP 7304 040 003 

007 0104 0) dan 1.979 m² (NOP 7304 040 003 007 

0102 0). 

j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung 

Pattung Pattung, Desa Datara, Kecamatan 

Tompobulu, Kabupaten Gowa. Aset ini memiliki 

luas signifikan sebesar 16.300 m² dengan identitas 

NOP 7306 080 006 000 1216 7 tercatat atas nama H. 

Bebasa Dg Lalo. 

k. Tanah sawah  dengan luas 16.300  M2  NOP 7306 

080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebasa Dg 

Lalo  terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 

000,RW 03,PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa; 

3) Selain aset yang bersumber dari suami, terdapat pula 

objek sengketa yang diidentifikasi sebagai harta bawaan 

milik mendiang Hj. Karejai Kr. Sangka binti 

Sumpuang. Aset-aset ini diperoleh secara mandiri dan 

terpisah dari harta bersama, yang lokasinya 

terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Jeneponto, sebagai 

berikut: 

a. Sebidang tanah kebun dengan luas total 1.626 m² 

yang terdaftar melalui NOP 7304 031 003 002 0089 

0. Secara legal, aset ini tercatat atas nama Karejai 

H.B Sumpuang dan berlokasi di Dusun Sunggu 

Areng, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, 

Kabupaten Jeneponto. 

b. Aset berupa tanah sawah seluas 1.583 m² dengan 

identitas NOP 7304 031 003 013 0101 0. Objek ini 

tercatat atas nama Karejai Hj. Karejai binti 

Sumpuang, yang terletak di kawasan Bullo Kr Ninie 
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Sawah, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, 

Kabupaten Jeneponto. 

c. Tanah sawah  dengan NOP 7304 040 004009 0144 0 

atas nama Hj. Karejai Kr. Sangka dengan luas 1955 

m2, terletak di Rungenga Dusun Samataring, Desa 

Kaluku, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto; 

d. Tanah kebun dengan luas 2517 m2 atas nama 

Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka  binti 

Sumpuang, terletak di Parang Tinambung, Dusun 

Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan 

Arungkeke, Kabupaten Jeneponto; 

e. Tanah sawah  dengan luas 8260 m2 atas nama 

Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti 

Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun 

Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan 

Arungkeke, Kabupaten Jeneponto; 

f. Sebidang  tanah sawah dengan luas 649 m2 

terletak  di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang 

Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, 

Kabupaten Jeneponto; 

4) 1/8 (seperdelapan) bagian Hj. Karejai Kr. Sangka  binti 

Sumpuang dari harta warisan Pewaris H. Bebasa Kr. 

Lalo bin Lomba. 

Selanjutnya Penggugat meminta dalam gugatannya 

untuk objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta warisan 

dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Kompilasi Hukum Islam) kepada Para Ahli waris: 

1) DR. A. Rahman Bebasa, M.Si bin H. Bebasa Kr. Lalo 

(anak kandung laki-laki); 

2) Hj. Rosnia Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak 

kandung perempuan); 
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3) Dra. Hj. Norma Bebasa binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak 

kandung perempuan); 

4) Madfirah Maulani Bebasa, SIP binti Maksud Bebasa, 

SH (cucu perempuan); 

5) Muhammad Ikram bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-

laki); 

6) Muhammad Ikhlas bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-

laki); 

7) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu); 

8) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi binti Ir. H. Muhlis 

Bebasa (cucu perempuan); 

9) Ilham Dwi Jaya Muhlis bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu 

laki-laki); 

10) Idham bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki); 

11) Vidyah Asnita, SE binti Ir.H. Muhlis Bebasa (cucu 

perempuan); 

Adapun tahapan persidangannya adalah: 

a. Upaya Perdamaian 

Substansi mediasi disini adalah hakim akan 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib 

mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016. Pada hari dan 

tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, 

akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Para Tergugat 

selanjutnya atas perintah Majelis Hakim telah 

menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, 

sebagaimana laporan mediator Taufiqurrahman, S.H.I., 

M.H., tanggal 16 Mei 2023, akan tetapi upaya mediasi 

yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan 

damai. Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan 
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telah pula disusun jadwal serta agenda persidangan 

secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita 

acara persidangan tanggal 16 Mei 2023.  

b. Pembacaan Gugatan Penggugat 

Setelah menempuh prosedur mediasi 

sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan, dan mengingat upaya perdamaian yang 

difasilitasi oleh Mediator tersebut dinyatakan tidak 

membuahkan hasil (deadlock), maka majelis hakim 

memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan 

perkara. Persidangan kemudian dilangsungkan secara 

terbuka untuk umum, di mana agenda utamanya adalah 

pembacaan surat gugatan yang diajukan oleh pihak 

Penggugat. Dalam kesempatan tersebut, Penggugat 

memberikan pernyataan secara tegas untuk tetap 

mempertahankan seluruh dalil-dalil serta isi gugatannya 

tanpa melakukan perubahan atau pencabutan, sehingga 

pemeriksaan perkara dapat beralih ke tahap 

penyampaian jawaban dari pihak Tergugat. 

c. Jawaban Tergugat 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam 

persidangan secara elektronik, Tergugat telah 

mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan 

rekonpensi/gugat balik (pasal 132 HIR, 158 Rbg) yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2023 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Dalam Konvensi 

- Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak 

lengkap terkait pihak-pihak dalam suatu perkara 

sebab ada beberapa objek merupakan 

kepemilikan orang lain dan tidak dimasukkan 

orang tersebut sebagai subjek gugatan; 
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- Ada bebarapa objek yang tidak boleh 

dimasukkan dalam gugatan penggugat sebab 

batas dari objek tidak jelas disebutkan dan 

kabur; 

- Terdapat objek gugatan yang dimasukkan 

penggugat yang merupakan harta milik menantu 

(mahar yang diberikan almarhum sadara 

penggugat ketika menikah). 

2) Dalam Rekonvensi 

- Bahwa almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba 

juga meninggalkan harta warisan sebagai 

berikut: 

a) Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 

1.163 M2 (seribu seratus enam puluh tiga 

meter persegi) terletak di Dusun Sunggu 

Areng, Desa Bonto Mate‟ne, Kecamatan 

Turatea, Kabupaten Jeneponto. Tanah ini 

belum dibagi waris akan tetapi oleh Tergugat 

Rekonvensi dihibahkan kepada Kaharuddin 

Dg. Siga tanpa persetujuan para ahli waris H. 

Bebasa Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu 

Penggugat Rekonvensi. Tanah ini 

selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 

rekonvensi satu; 

b) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 

4545 M2 (empat ribu lima ratus empat puluh 

lima meter persegi) terletak di Dusun Bonto 

Sunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan 

Turatea, Kabupaten Jeneponto. Tanah ini 

belum dibagi waris yang saat ini dikuasai 

sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi. 
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Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah 

sengketa rekonvensi dua; 

c) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 

1.257 M2 (seribu dua ratus lima puluh tujuh 

meter persegi) terletak di Dusun Bulloe, 

Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, 

Kabupaten Jeneponto. Tanah ini belum 

dibagi waris yang saat ini dikuasai 

sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi. 

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah 

sengketa rekonvensi tiga; 

d) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 

5.687 M2 (lima ribu enam ratus delapan 

puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun 

Camba-Camba, Desa Camba-Camba, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. 

Tanah ini belum dibagi waris yang saat ini 

dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat 

Rekonvensi. Tanah ini selanjutnya disebut 

sebagai tanah sengketa rekonvensi empat. 

- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi didalam 

menghibahkan tanah sengketa rekonvensi satu 

kepada Kaharuddin Dg. Siga dan tindakan 

Tergugat Rekonvensi didalam menguasai 

sepenuhnya tanah sengketa rekonvensi dua, tiga, 

dan empat merupakan tindakan atau perbuatan 

melawan hukum yang merugikan ahli waris H. 

Bebasa Kr. Lalo bin Lomba lainnya in casu 

Penggugat Rekonvensi yang juga berhak atas 

harta warisan tersebut. Oleh karena itu maka 

beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat 

Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh 
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hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan 

tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, dan 

empat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi 

dan untuk selanjutnya dibagi waris berdasarkan 

hukum Islam/faraid; 

- Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat 

Rekonvensi maka dengan ini dimohon kiranya 

Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan 

atas tanah sengketa rekonvensi satu, dua, tiga, 

dan empat tersebut. 

d. Replik dan Jawaban Rekonvensi Penggugat 

Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban 

rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita 

Acara Sidang tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya 

penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat baik 

dalam konvensi maupun dalam rekonvensi (namun 

terdapat permintaan untuk mengabulkan eksepsi 

tergugat rekonvensi seluruhnya). Penggugat tetap 

membenarkan segala gugatan awalnya dan meminta 

kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi/gugatan 

tergugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan 

penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan 

gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima 

(Niet Ontvankelijk Verklaard). 

e. Duplik dan Replik Rekonvensi Tergugat 

Para Tergugat telah mengajukan duplik dan replik 

rekonvensi secara tertulis yang termuat dalam Berita 

Acara Sidang tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya 

Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula, dan 

menolak serta membantah segala dalil Penggugat, 

kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran 

dalil-dalil eksepsi Para Tergugat. 
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f. Duplik Rekonvensi Penggugat 

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, 

dalam persidangan secara elektronik, Penggugat telah 

mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Juni 

2023 yang pada pokoknya menegaskan tetap pada dalil 

eksepsi yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2023 yang 

lalu sebab dalil eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut 

berdasar hukum untuk dikabulkan. 

1) Dalam Rekonvensi 

g. Tahap pembuktian (sidang musyawarah) 

Dalam kerangka hukum acara, pembuktian 

merupakan sebuah kewajiban yuridis bagi para pihak 

yang bersengketa untuk hadir dan memberikan 

eksplanasi di hadapan persidangan guna membuktikan 

validitas fakta-fakta yang menjadi objek sengketa. 

Secara doktrinal, pembuktian dapat dimaknai sebagai 

pemberian beban pembuktian (bewijslast) oleh Majelis 

Hakim kepada pihak-pihak yang berperkara untuk 

mempresentasikan alat-alat bukti yang sah menurut 

ketentuan hukum acara yang berlaku. Esensi dari proses 

ini adalah upaya untuk merekonstruksi kebenaran 

peristiwa melalui dalil-dalil fakta yang didukung oleh 

instrumen bukti yang autentik dan relevan. Tujuan 

fundamentalnya adalah untuk mengonstruksi keyakinan 

hakim terhadap kebenaran fakta-fakta yang diajukan 

oleh para pihak. Tanpa adanya alat bukti yang memadai, 

suatu fakta hukum tidak akan memiliki kekuatan 

mengikat, karena keyakinan hakim haruslah 

berlandaskan pada bukti-bukti yang mampu 

mematahkan keraguan secara rasional dan yuridis di 

dalam persidangan. 
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, 

Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti  berupa 19 

(sembilan belas) Surat dan 3 (tiga) orang saksi fakta. 

Namun dalam sidang pembuktian tersebut atas 

pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan 

bersedia menjalani mediasi sukarela dan telah 

melaksanakan mediasi dengan bantuan Madiator St. 

Hatijah, S.H.I., M.H serta berhasil mencapai 

kesepakatan sebagian sebagaimana laporan meditor 

tertanggal 18 Juli 2023. para Pihak menyatakan 

kesepakatan untuk berdamai dalam beberapa objek yang 

menjadi sengketa (dari total dua puluh objek sengketa), 

dengannya dalam perdamaian sukarela ini, terhadap 

objek-objek yang telah disepakati untuk diselesaikan 

secara damai, oleh para pihak dinyatakan 

dicabut/dikeluarkan/tidak disengketakan lagi dalam 

persidangan perkara tersebut. 

Dalam pemeriksaan lanjutan, untuk membuktikan 

dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat 

sebanyak 13 (tiga belas) dan menghadirkan saksi-saksi 

sebanyak 3 (tiga) orang. Pada pembuktian ini, 

Penggugat melampirkan bukti surat sebanyak 13 (tiga 

belas) dan menghadirkan saksi fakta sebanyak 15 (lima 

belas) orang. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, 

Penggugat Rekonvensi telah tidak mengajukan alat 

bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup. 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, 

Tergugat Rekonvensi kembali mengajukan bukti berupa 

6 (enam) Surat dan 2 (dua) Saksi dimana salah seorang 

diantaranya adalah saksi ahli yaitu Dr. H. M. Thahir 

Maloko, M.H.I, pekerjaan Dosen UIN Alauddin 

Makassar, yang pada intinya menerangkan: 
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- Bahwa misal seorang ayang telah meninggal dunia, 

meninggalkan dua orang putri kemudian seorang 

anak laki-laki, dengan pembangian porsinya dua 

banding satu. Bahwa jika seorang suami 

meninggalkan seorang istri dan enam orang anak, 

maka istri mendapatkan 1/8 bagian karena ada anak; 

- Bahwa perbedaan antara harta bersama dengan harta 

waris itu jika dilakukan pembagian jika terjadi cerai 

hidup maka harta bawaan kembali ke masing 

masing, sedangkan jika terjadi cerai mati maka harta 

bawaan dan harta bersama tersebut menjadi bagian 

harta warisan; 

- Bahwa seorang istri boleh memberikan harta 

bersama kepada orang lain namun dengan ketentuan 

harus menghadirkan ahli waris yang lain;    

- Bahwa dalam Hukum Waris Islam pembagian waris 

tidak boleh hanya diberikan kepada anak anak 

tertentu dan menafikan anak yang lain meskipun ada 

anak yang di luar daerah kecuali ada informasi 

bahwa ada anak yang mati secara hakiki dan mati 

secara hukmi dengan keputusan dari Pengadilan;  

- Bahwa hukum adat dan hukum islam, hukum adat 

itu boleh boleh saja, kewarisan hukum islam itu 

antisipasi ketika ada sengketa, kalau ada kewarisan 

adat semua bersanding dan salinglah bicara, jika 

salah seorang tidak ada apa gunanya? dia juga punya 

hak. Kewarisan adat berlaku asal semua ahli 

warisnya ada di situ; 

- Bahwa kewarisan adat jika diselesaikan dengan baik 

secara adat maka tidak akan berlaku kewarisan 

hukum islam, namun apabila adat tidak jalan dengan 
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baik maka kewarisan islam mengantisipasi 

kewarisan adat; 

- Bahwa masalah hari ini timbul sebab kewarisan adat 

tidak jalan dengan baik sebab menafikan salah satu 

ahli waris padahal ada haknya, kaidah ushul 

fiqihnya al‟aadatu muhaakamah; 

- Bahwa hukum adat dapat dijadikan sebagai hukum 

islam mana kala tidak bertentangan dengan hukum 

islam, seperti adanya ahli waris yang tidak hadir itu 

bertentengan dengan hukum Islam; 

- Bahwa terkait dengan Pasal 195 ayat (1) ada 

perbedaan konsep atara wasiat menurut Kompilasi 

Hukum Islam dan KUHPerdata, menurut Saksi ingin 

lebih ditekankan pada ayat (3) bila mana terjadi 

wasiat maka harus disetujui oleh ahli waris lainnya 

karena pada dasarnya wasiat itu ahli waris tidak 

boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli 

waris, salah satu rukun wasiat adalah penerima 

wasiat, tidak boleh dari ahli waris, artinya harus ada 

semua disitu; 

- Bahwa kalau ada kasus jika tidak ada salah satu ahli 

warisnya kemudian terjadi wasiat maka tidak boleh 

apalagi penerima wasiat adalah ahli waris, tidak 

boleh serakah maka paling baik adalah tanya kepada 

ahlinya; 

- Bahwa dalam Pasal 195 ayat (4) ditekankan, 

mengapa harus ada secara lisan dan dua orang saksi 

dan secara tertulis dengan dua orang saksi juga 

didepan notaris hal itu untuk menghindari tipu 

muslihat dan sengketa; 

- Bahwa harta bawaan itu ada juga hak dari istri, 

karena harta suami adalah harta istri, harta istri 
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adalah harta istri, jadi ketika seorang suami sebelum 

menikah telah memiliki rumah maka rumah itu 

menjadi harta bawaan suami, namun apabila terjadi 

perceraian maka rumah tersebut menjadi harta 

bersama karena laki laki berkewajiban untuk 

mencukupi semuanya; 

- Bahwa wasiat tidak sah jika pewaris melakukan 

wasiat secara lisan kemudian membuat surat di 

bawah tangan dalam kondisi kurang sehat dengan 

alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu dalam 

keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia 

tidak normal akalnya; 

- Bahwa perbedaan antara wasiah, hibah dan waris 

adalah waris peralihan harta ketika orang meninggal 

dunia, wasiat juga demikian, kalau hibah boleh jadi 

orang yang meberikan masih hidup, perbedaan 

mendasar adalah tentang waktu; 

- Bahwa hibah itu jika ada orang memberikan sesuatu 

kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu 

bukan untuk meminta imbalan, dengan syarat orang 

yang menerima hibah itu orang sehat, waras akalnya 

dan siap mengelola harta tersebut sebab harta adalah 

amanah dari Allah tidak boleh disia-siakan, jika 

tidak mampu maka hibah dikembalikan kepada 

pemiliknya; 

- Bahwa terkait dengan apakah orang tua boleh 

menghibahkan harta kepada anaknya maka harta itu 

bagian dari milik keluarga, orang mencari nafkah 

untuk keluarga, lalu tanya dulu kepada anak anak 

belum terpenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini 

jika ada orang mau menghibahkan hartanya maka 

dilarang atas dasar kesejahteraan anak anaknya; 
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- Bahwa hibah itu tidak terbatas sedangkan wasiat itu 

ada batasannya maksimal 1/3 dari keseluruhan harta 

sisanya 2/3 adalah harta warisan setelah dkieluarkan 

biaya mengurusi jenazah dan membayar hutang 

hutangnya. 

h. Musyawarah Majelis  

Musyawarah Majelis merupakan fase krusial dan 

agenda final sebelum majelis hakim merumuskan 

konklusi hukum atau membacakan amar putusan. Proses 

ini dilaksanakan dalam sebuah persidangan yang 

bersifat tertutup untuk umum guna menjamin 

kerahasiaan dan independensi para hakim. Dalam forum 

musyawarah tersebut, setiap hakim yang terlibat dalam 

pemeriksaan perkara diberikan ruang untuk 

menyampaikan argumentasi serta opini hukumnya 

masing-masing secara rahasia. Sifat kerahasiaan ini 

dimaksudkan agar pertimbangan-pertimbangan yang 

berkembang dalam diskusi majelis tidak diketahui oleh 

pihak luar manapun, sehingga integritas putusan tetap 

terjaga dari intervensi eksternal. 

i. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari‟ah 

Putusan merupakan produk hukum yang memiliki 

tujuan fundamental untuk memutus dan menuntaskan 

suatu sengketa hukum yang tengah berjalan pada 

tingkatan peradilan tertentu, baik pada tingkat pertama, 

tingkat banding, maupun tingkat kasasi di Mahkamah 

Agung. Pasca tuntasnya agenda musyawarah majelis, 

tahapan yuridis berikutnya adalah pengucapan atau 

pembacaan hasil keputusan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum. Berdasarkan prosedur hukum acara, 

pembacaan naskah putusan ini dilakukan oleh Ketua 
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Majelis Hakim.48 Setiap hakim yang bertugas 

memeriksa perkara tersebut memiliki kewajiban 

konstitusional untuk menyertakan pertimbangan hukum 

atau opini tertulis atas kasus yang sedang dihadapinya. 

Pertimbangan tersebut merupakan bagian integral dan 

tidak terpisahkan dari naskah putusan secara 

keseluruhan. Secara teknis, seluruh pandangan hukum 

harus dipaparkan secara eksplisit dengan 

mencantumkan dasar hukum (legal basis) yang relevan, 

yang kemudian didokumentasikan secara resmi ke 

dalam buku agenda persidangan.49  

Adapun dalam perkara putusan Nomor 

139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, majelis hakim telah 

mempertimbangkan Subjek hukum dalam perkara a quo 

termasuk legal standing (kedudukan hukum) penggugat 

dan Tergugat, objectum litis (objek gugatan), 

kewenangan absolut lembaga peradilan agama dalam 

menyelesaikan perkara waris, keabsahan gugatan 

elektronik disesuaikan dengan aslinya, surat kuasa 

khusus penggugat dan tergugat, Pengadilan agama 

jeneponto telah berusaha mendamaikan melalui mediasi, 

serta pertimbangan majelis hakim terkait: 

a. Pewaris; 

b. Ahli Waris; 

c. Tentang harta peninggalan pewaris. 

d. Tentang besaran bagian masing-masing ahli waris. 

Majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto 

dalam perkara a quo selanjutnya mempertimbangkan 

satu persatu obyek sengketa berdasarkan hasil 

                                                 
48 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jaudar Press, 2017). 

Hlm.541. 
49 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama 
Buku II (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014). Hlm.32. 
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pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh 

Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan hasil 

pemeriksaan setempat, yaitu: 

1. Merupakan satu unit hunian dengan konstruksi semi-

permanen yang memiliki karakteristik arsitektur 

khas, yakni bagian depan berbentuk rumah 

panggung tradisional sementara bagian dapur telah 

dibangun dengan material batu atau tembok 

permanen. Bangunan ini memiliki dimensi luas 

penampang kurang lebih 8 meter x 20 meter. Secara 

administratif, aset ini berlokasi di Jalan Poros 

Jeneponto-Kelara, tepatnya di Dusun Sunggu Areng, 

RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan 

Turatea, Kabupaten Jeneponto. Sebagai penanda 

lokasi, objek ini merupakan bangunan rumah kedua 

dari Masjid Annur Sunggu Areng (sebagaimana 

tercantum dalam dokumen gugatan pada halaman 8 

nomor urut 1). 

2. Berupa tanah perumahan yang diklasifikasikan 

sebagai harta bawaan milik mendiang H. Bebasa Kr. 

Lalo bin Lomba. Lahan ini memiliki luas yang 

signifikan, yakni sebesar 2.953 m², dan telah 

terdaftar secara resmi dengan Nomor Objek Pajak 

(NOP) 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. 

Bebasa Kr. Lalo bin Lomba. Letak geografis objek 

ini berada di wilayah Dusun Sunggu Areng, RT 000, 

RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, 

Kabupaten Jeneponto (sebagaimana diuraikan dalam 

naskah gugatan pada halaman 9 dan 10, poin nomor 

2.2). 

Berdasarkan pertimbangan majelis tersebut di 

atas maka dari beberapa objek sengketa, 2 (dua) objek 
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tersebutlah yang menjadi fokus permasalahan karena 

pihak Penggugat menganggapnya sebagai budel waris 

sehingga harus dibagi, sedang Tergugat 1 dan Tergugat 

2 mendalilkan objek sengketa dimaksud merupakan hak 

Tergugat 1 dan 2 sebab pewaris (ayah kandungnya) 

telah mewasiatkan kepada mereka bahwa objek tersebut 

diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. 

Terhadap obyek sengketa pertama dan obyek 

sengketa kedua tersebut, para Tergugat telah pula 

mengajukan eksepsi pada pokoknya terhadap obyek 

tersebut bukan harta bersama H. Bebasa Kr Lalo dan Hj. 

Karejai Kr Sangka dengan alasan hukum bahwa rumah 

tersebut milik atau kepunyaan Hj. Norma Bebasa binti 

H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat II) yang ia bangun dan 

biayai sendiri pada sekira tahun 1982. selain itu obyek 

rumah berikut tanahnya seluas 2.953 M2 tersebut telah 

diberikan kepada kedua orang anak perempuannya yaitu 

Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo (Tergugat 

II), dan Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr. Lalo 

(Tergugat I). Ini didasarkan atas Surat Wasiat tanggal 

10 Nopember 2011. Sehingga dengan demikian maka 

objek harta warisan sebagaimana dimaksud pada 

halaman 8 poin (1) berupa 1 (satu) unit rumah semi 

permanen dan objek harta warisan sebagaimana 

dimaksud pada halaman 9/10 point (2) berupa tanah 

seluas 2.953 M2 tersebut tidak lagi merupakan objek 

warisan (bukan budel). 

Penilaian majelis hakim terhadap bukti surat 

Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat 

tentang obyek sengketa pertama, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa P.8 berupa Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 
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Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 001 0088, 

luas 2.857 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi 

tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa 

Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten 

Jeneponto, seorang saksi bernama Lawang Dg Situju 

bin H. Dande Dg Tinggi dan saksi ahli bernama Dr. H. 

M. Thahir Maloko, M.H.I. Dalam hal ini majelis 

menimbang bahwa terhadap bukti P.8 Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan tahun 2022 NOP 73 04 031 003 002 00590, 

luas 2.656 M² a.n wajib pajak H. Bebasa Kr Lalo lokasi 

tanah di Dusun Sunggu Areng, RT 000, Rw 00, Desa 

Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten 

Jeneponto, Majelis Hakim menilai dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan 

aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh 

Tergugat, sepanjang tidak ada bukti lain yang 

menunjukkan kepemilikan atau penguasaan terhadap 

obyek tersebut maka dapat dipersangkakan bahwa 

obyek sengketa keempat milik mendiang H. Bebasa Kr 

Lalo (Pewaris). 

Penilaian mejelis hakim terhadap bukti surat 

Tergugat yakni Tergugat telah mengajukan bukti 

Tergugat 5 berupa surat wasiat, mengajukan tiga orang 

saksi masing masing bernama Muh. Idris Sp., M.Si bin 

Abd. Rahim, Je‟ne binti Bassi dan Rahmat Erang bin 

Yabu. Berdasarkan hal ini, bukti surat Tergugat untuk 

menguatkan bantahannya bahwa objek sengketa 

pertama sudah diwasiatkan kepada Tergugat. Sehingga 

berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh 

penggugat dan tergugat, majelis hakim menyimpulkan 

pembuktian tersebut dengan berpendapat bahwa 
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Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya 

dan melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, 

sehingga terbukti obyek sengketa pertama berupa rumah 

dan obyek sengketa ke empat berupa tanah sebagaimana 

bukti T-7 dan keterangan tiga orang saksi Tergugat, 

terbukti telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat 

II ketika mendiang H. Bebasa Kr Lalo masih hidup. 

Mejelis hakim juga menimbang bahwa 

sebagaimana keterangan saksi-saksi juga telah 

memberikan keterangan semua harta milik pewaris telah 

dibagi-bagikan kepada anak-anaknya semasa hidupnya, 

dan dari semua pembagian dilakukan secara lisan 

kecuali terhadap obyek sengketa pertama dan kedua 

tersebut yang dilakukan secara tertulis di hadapan saksi-

saksi, hal ini menunjukkan bahwa pewaris memiliki 

tekad kuat untuk memberikan obyek-obyek tersebut 

kepada Tergugat I dan Tergugat II bahkan berpesan 

untuk diketahui oleh khalayak dan anak anak yang 

lainnya untuk tidak mengganggunya, menurut Majelis 

Hakim dari hal ini dapat ditarik pula kesimpulan 

Pewaris telah menyadari akan adanya suatu masalah 

dikemudian hari dan memilih untuk mengatur 

pembagian semasa hidupnya, perihal bahasa yang 

digunakan adalah wasiat dapat dimaklumi dimana 

Pewaris adalah orang yang awam hukum dan tidak 

mengerti maksud dan tujuan lembaga wasiat namun 

dapat ditangkap maksud dan tujuan perbuatannya adalah 

untuk memberikan harta kepada anak anak yang telah 

merawatnya karenanya pendapat saksi ahli dalam 

perkara ini dianggap tidak relevan dan harus 

dikesampingkan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, 

maka telah terbukti obyek sengketa pertama dan ke 
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empat telah diberikan mendiang H. Bebasa Kr Lalo 

kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat 

dihukumi sebagai harta warisan mendiang H. Bebasa Kr 

Lalo dan Hj. Karejai Kr Sangka, dengan demikan obyek 

sengketa pertama dan ke empat dinyatakan ditolak. 

e. Tentang Harta Waris Hj. Karejai Kr Sangka 

- Majelis hakim menilai bahwa harta waris Hj. Kirejai 

Kr Sangka dapat diketahui melalui objek sengketa 

sebelas sampai enam belas. Bahwa obyek sengketa 

sebelas telah terbukti diberikan kepada Maksud 

Bebasa sehingga tidak dapat dihukumi sebagai harta 

warisan Hj. Karejai Kr Sangka karenanya obyek 

sengketa sebelas dinyatakan ditolak; 

- Telah terbukti obyek sengketa ke dua belas adalah 

harta peninggalan Hj. Karejai Kr Sangka yang 

belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan akan 

ditetapkan dalam amar; 

- Beberapa objek tidak diketahui secara jelas batas-

batasanya dan telah disepakati untuk dicabut dalam 

permohonan gugatan; 

- Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek-

obyek sengeketa yang telah terbukti dibagi-bagikan 

kepada anak-anak pewaris dan kesemua anak anak 

telah mendapatkan bagian masing masing sesuai 

porsinya, Majelis Hakim memandang Pewaris telah 

membagi-bagikan harta kepada anak anaknya sesuai 

dengan keadilan distributif. Dipandang sangat tidak 

bijak sana dan bertentangan dengan keadilan apabila 

hal-hal yang telah diatur oleh orang tua (pewaris) 

bahkan mahar mahar yang telah diberikan kepada 

menantu dibagi ulang sesuai kehendak Penggugat, 

apabila Penggugat merasa tidak adil dengan 
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pembagian yang telah dilakukan orang tua 

seharusnya sejak orang tua masih hidup Penggugat 

membicarakan ulang pembagian dan meminta 

kebijaksanaan dari orang tua; 

- Pembagian yang dilakukan oleh pewaris telah sesuai 

dengan asas keadilan berimbang dimana pewaris 

hanya memberikan bagian lebih kepada Tergugat I 

yang dipandang memiliki prestasi dalam hal ini 

dianggap sebagai anak yang paling berbakti 

dibuktikan dengan Tergugat I telah merawat para 

pewaris, membantu pewaris dalam menyekolahkan 

anak anaknya, mambantu pewaris mengolah harta, 

hanya Tergugat I yang tidak menikah dan kuliah 

dibanding empat orang anak lainnya yang menikah 

dan sarjana, lebih lebih anak laki-laki yang hidup 

jauh dari orang tua. 

b.   Perspektif Yuridis terhadap Pandangan Minoritas 

Hakim (Dissenting Opinion) 

Dalam dinamika musyawarah majelis hakim, 

kemunculan diskrepansi pendapat antara Ketua Majelis 

dengan para hakim anggota merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari. Fenomena yuridis ini dikenal dengan istilah 

dissenting opinion, yakni sebuah pendapat hukum yang 

secara fundamental berbeda dari suara mayoritas majelis. 

Perbedaan ini biasanya bersifat komprehensif, dimulai dari 

divergensi dalam penafsiran fakta-fakta hukum, perbedaan 

landasan teoretis dalam pertimbangan hukum (legal 

reasoning), hingga berujung pada amar putusan yang 

kontradiktif dengan pendapat mayoritas. Dalam perspektif 

perundang-undangan, pemanfaatan dissenting opinion perlu 

dipahami melalui nilai-nilai positif serta kemanfaatan yang 

diberikannya bagi masyarakat sebagai instrumen kontrol 
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sosial terhadap kekuasaan hakim. Secara spesifik, nilai-nilai 

konstruktif yang terkandung dalam implementasi dissenting 

opinion meliputi:50 

1) Penguatan Basis Pertimbangan Tingkat Lanjut: 

Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk 

melihat argumentasi hakim yang memiliki bobot yuridis 

tinggi, yang di masa depan dapat menjadi referensi bagi 

hakim pada tingkat banding atau kasasi apabila selaras 

dengan penalaran hukum mereka. 

2) Representasi Aspirasi Keadilan Sosial: Menjadi tolok 

ukur untuk menilai apakah produk putusan pengadilan 

telah mengakomodasi nilai-nilai dan aspirasi hukum 

yang tengah bertransformasi di tengah masyarakat. 

3) Evaluasi Responsivitas Regulasi: Berfungsi sebagai 

instrumen untuk menakar sejauh mana sebuah peraturan 

perundang-undangan bersifat responsif terhadap 

kompleksitas masalah hukum yang berkembang. 

4) Manifestasi Independensi Hakim: Merupakan bentuk 

nyata dari prinsip kebebasan individu hakim, di mana 

seorang hakim secara merdeka dapat menyampaikan 

nuraninya tanpa tekanan dari sesama anggota majelis, 

selaras dengan esensi kekuasaan kehakiman yang bebas 

dari intervensi. 

5) Cermin Iklim Demokratis di Pengadilan: Menjamin 

adanya hak untuk berbeda pandangan dalam proses 

pemeriksaan perkara, yang mencerminkan praktik 

demokrasi di lingkungan lembaga yudisial dalam ruang 

lingkup yang lebih luas. 

6) Peningkatan Akuntabilitas Moral Individu: Menjadi 

sarana untuk memacu tanggung jawab personal hakim 

                                                 
50 Soerjono Soekanto, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. 
Grafindo Persada, 1995). 
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agar melakukan pendalaman perkara secara lebih 

komprehensif, sehingga putusan yang dihasilkan benar-

benar didasarkan pada keyakinan hati nurani dan 

integritas moral yang tinggi.51 

Akibat hukum dissenting opinion yang bertentangan 

Secara doktrinal, munculnya dissenting opinion terkadang 

dianggap bersinggungan dengan aspek kepastian hukum 

dalam sistem pengambilan keputusan. Namun, pada 

hakikatnya hal ini justru mengembalikan diskursus hukum 

pada tiga pilar utamanya: kepastian, kemanfaatan, dan 

keadilan. Merujuk pada pemikiran John Rawls, meskipun 

keseimbangan absolut antara kepentingan personal dan 

kolektif sulit dicapai, keberadaan pendapat berbeda ini 

dapat menekan potensi kerugian individu akibat penerapan 

undang-undang secara kaku. Filosofi di balik dissenting 

opinion adalah misi penegakan keadilan; keberadaannya 

tidak serta-merta menegasi esensi keadilan dalam putusan 

akhir, melainkan justru memperkayanya dengan perspektif 

yang lebih beragam.52 

Penerapan dissenting opinion juga merupakan wujud 

nyata dari transparansi peradilan. Meskipun terdapat 

disparitas pandangan di antara tiga atau lima hakim, prinsip 

kepastian hukum tetap terjamin karena naskah putusan yang 

dieksekusi tetaplah keputusan mayoritas. Manfaat dari 

perbedaan ini adalah untuk memberikan 

pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas kepada para 

                                                 
51 Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, “Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting 

Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia,” Https://Ojs.Unud.Ac.Id, Bagian Hukum 

Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, N.D. Hlm.4. 
52 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Chandra Pratama, 1996). Hlm.35. 
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pencari keadilan (justiabelen) mengenai proses dialektika 

hukum yang terjadi di balik meja hijau.53 

Terkait dengan Putusan Nomor 

139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, hakim St Hatijah Yahya, S.HI., 

M.H. mengajukan dissenting opinion dengan landasan 

teologis yang merujuk pada Surah An-Nisa ayat 58. Ayat 

tersebut mengamanatkan setiap manusia untuk 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya 

serta mewajibkan penetapan hukum yang berlandaskan 

pada prinsip keadilan sejati. Berdasarkan landasan tersebut, 

beliau menyampaikan pandangan berbeda sebagai berikut: 

Dalam memberikan pertimbangan hukumnya, 

Hakim St Hatijah Yahya menitikberatkan pada prinsip 

dasar beban pembuktian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUHPerdata. Prinsip 

ini menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan 

adanya suatu hak, atau merujuk pada suatu peristiwa 

untuk menguatkan hak tersebut maupun menyangkal 

hak pihak lain, memikul kewajiban yuridis untuk 

membuktikannya. Dalam perkara ini, baik Penggugat 

maupun Tergugat telah mempresentasikan berbagai alat 

bukti guna memvalidasi argumen masing-masing 

sekaligus menegasi klaim lawan. 

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 1866 

KUHPerdata jo. Pasal 284 R.Bg, sistem pembuktian 

perdata mengakui lima jenis alat bukti utama, yaitu 

bukti surat (tulisan), saksi, persangkaan, pengakuan, 

dan sumpah. Dari kelima instrumen tersebut, bukti 

tulisan atau dokumen menempati hierarki tertinggi. Hal 

ini didasarkan pada karakteristik hukum acara perdata 

                                                 
53 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm.30. 
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yang mengutamakan pencapaian kebenaran formil 

(formeel waarheid). Kebenaran ini bersandar pada 

formalitas hukum yang ketat, di mana akta autentik 

diposisikan sebagai alat bukti dengan kekuatan 

pembuktian yang bersifat sempurna (volledig) dan 

mengikat (bindende). 

Sifat "sempurna" mengandung implikasi bahwa 

hakim secara legal tidak lagi membutuhkan instrumen 

bukti tambahan untuk memutus perkara apabila akta 

autentik telah terpenuhi. Sementara itu, sifat 

"mengikat" mengharuskan hakim untuk menerima isi 

akta tersebut sebagai kebenaran yang mutlak, kecuali 

jika pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya 

melalui bukti yang lebih kuat. Definisi akta autentik 

sendiri secara eksplisit diatur dalam Pasal 1868 

KUHPerdata sebagai akta yang diformulasikan sesuai 

ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang memiliki otoritas di wilayah akta tersebut 

dibuat. 

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh M. 

Yahya Harahap, Hakim Hatijah menggarisbawahi 

bahwa kekuatan pembuktian akta autentik harus 

memenuhi tiga dimensi kumulatif: 

1. Kekuatan Bukti Luar (Uitwendige Bewijskracht): 

Kemampuan akta untuk dianggap sebagai 

dokumen resmi sejak pertama kali diperlihatkan. 

Selama tidak ada bukti kontradiktif, akta tersebut 

harus diterima kebenarannya sebagai produk 

pejabat yang berwenang. 

2. Kekuatan Pembuktian Formil (Formele 

Bewijskracht): Berdasarkan Pasal 1871 

KUHPerdata, aspek ini menjamin kepastian bahwa 
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para pihak memang telah memberikan keterangan 

sebagaimana yang dicantumkan oleh pejabat 

pembuat akta tersebut. 

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele 

Bewijskracht): Dimensi ini berkaitan dengan isi 

atau substansi keterangan di dalam akta, yakni 

apakah pernyataan yang tercantum di dalamnya 

benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi 

di lapangan. 

Hakim Hatijah selanjutnya berpendapat bahwa 

dalam hukum Islam tidak mengenal istilah 

pencampuran harta perkawinan, berbeda dengan Pasal 

35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

membagi harta menjadi harta bawaan dan harta 

bersama,  dalam dalil-dalil perkara tersebut, pihak 

Penggugat dan Tergugat mengklasifikasikan harta 

menjadi harta bawaan, harta bersama para pewaris, oleh 

hakim tersebut menilai karena kedua pewaris atau 

kedua orang tua para pihak telah meninggal dunia, 

pewaris I di tahun 2012 disusul pewaris II di tahun 

2016, maka yang semula menjadi harta bawaan masing-

masing dilebur bersama harta bersama untuk menjadi 

harta warisan lalu dibagi-bagikan ke para ahli waris; 

Pertimbangan hakim Hatijah selanjutnya adalah 

bahwa terhadap objek 1 (satu) unit rumah semi 

permanen 8 meter x 20 meter, Dusun Sunggu Areng, 

RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan 

Turatea, Kabupaten Jeneponto, batas-batas dan kondisi 

sebagaimana dalam pemeriksaan setempat, oleh hakim 

tersebut menilai sebagai bagian dari harta waris yang 

belum dibagi oleh para Pewaris ke para ahli warisnya. 

Meskipun saat ini yang menempati adalah anak 
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pertama atau Tergugat I, sebagaimana dalam fakta di 

persidangan bahwa Tergugat I tersebut selama hidup 

tidak pernah menikah-tidak memiliki keturunan, tidak 

mengenyam pendidikan sebagaimana saudara-

saudaranya yang lain, menemani orang tua sampai sisa 

hidupnya, tinggal di rumah tersebut paling lama, tidak 

pernah meninggalkan kampung halaman, tidak berarti 

Tergugat I dapat mengklaim sebagai pemilik rumah. 

Demikian halnya dengan Tergugat II, meski mereka 

berdua anak-anak perempuan yang paling lama 

menghabiskan hidup dengan orang tua di rumah 

tersebut, adapun dalam jawaban Tergugat menyebut 

membangun, menggantikan rumah kayu milik orang 

tuanya di tahun 1982, adalah kewajiban sebagai anak, 

tetapi penghasilan dari seluruh hasil sawah dan kebun 

masih dalam penguasaan para pewaris, sehingga saat 

itu hakim menilai bahwa Tergugat II sebatas mengurus 

pengadaan bahan bangunan dan tukang, sementara 

biaya dari para pewaris, dengannnya Tergugat II tidak 

bisa mengklain dengan membantu mengerjakan rumah, 

makai ia adalah berhak keseluruhan dari rumah 

tersebut; 

Sehingga, bahwa terhadap keseluruhan objek 

sengketa termasuk objek sengketa rumah di atas, oleh 

Penggugat menghadirkan alat bukti surat  berupa 

SPPT- Pajak Bumi dan Bangunan berupa P-7 sampai P-

15, adapun kedudukan SPPT-PBB terhadap objek tanah 

tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sempurna 

sebab SPPT bukan bukti hak dan kepemilikan 

seseorang akan suatu tanah atau bangunan berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008, 

fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan 
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besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang 

harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah 

ditentukan. Merupakan hal yang umum di masyarakat, 

nama yang tercantum dalam SPPT belum tentu menjadi 

nama pihak yang memiliki objek tersebut, salah satunya 

bila pihak sebagai pemilik belum melakukan balik 

nama, belum melanjutkan pengurusan SHM; 

Sehingga pertimbangan hakim Hatijah terhadap 

objek gugatan yaitu: 

a. Bahwa terhadap objek berupa tanah perumahan 

Makassar, saat ini tidak di bawah penguasaan 

siapapun, terhadap objek tidak dilakukan 

pemeriksaan setempat, Penggugat mendalilkan 

objek sebagai tirkah, oleh Tergugat mendalilkan 

sebagai bagian alm. Maksud Bebasa. Terkait objek 

tersebut Tergugat telah menghadirkan bukti surat T-

6A berupa Akta Jual Beli, peristiwa jual beli terjadi 

tanggal 31 Agustus 1978 oleh Hara bin Maradang 

sebagai penjual dan Maksud bin Bebasa sebagai 

pembeli, umur 22 tahun, pekerjaan pelajar. Oleh 

hakim tersebut menimbang bahwa kedudukan AJB 

sebagai dokumen otentik berupa bukti aktivitas jual 

beli serta peralihan hak atas tanah atau bangunan, 

AJB berbeda dari Sertifikat Hak Milik (SHM) atau 

dokumen bukti kepemilikan paling tinggi dan kuat 

dari tanah, rumah, dan properti lainnya. Bukti T-6A 

memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang 

membuktikan bahwa alm. Maksud bin Bebasa 

adalah pembeli, namun jika dikaitkan bukti 

tambahan P-16 berupa hasil cetak foto di bulan 

Februari 1987 yang menunjukkan Maksud bin 

Bebasa sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja 
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Nyata, dalam artian di tahun 1987 Maksud bin 

Bebasa masih berstatus mahasiswa, apakah ia 

membiayai dirinya sendiri sehingga sebelumnya di 

tahun 1978 bisa membeli tanah, senyatanya dalam 

identitas di AJB sebagai pelajar. Bukti P-16 

dikategorikan sebagai alat bukti elektronik 

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 

yang sah. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa 

jika objek tersebut adalah milik Maksud bin Bebasa 

kenapa istri/anak-anaknya  tidak menempati objek 

tersebut dari Maksud bin Bebasa masih hidup 

sampai sekarang, kenapa Maksud bin Bebasa atau 

istri/anak-anaknya tidak mengurus SHM sejak 

setelah Maksud bin Bebasa menikah/ berkeluarga/ 

berketurunan, atau sejak para pewaris masih hidup, 

termasuk sejak Maksud bin Bebasa meninggal, oleh 

hakim tersebut menilai oleh ahli waris Maksud bin 

Bebasa sendiri ada keraguan apa objek tersebut 

adalah tirkah bagian Maksud bin Bebasa atau 

bukan, sementara ahli waris dari para pewaris atau 

saudara-saudari Maksud bin Bebasa juga tidak ada 

yang mengklaim dan mengurus bukti kepemilikan, 

sehingga hakim tersebut memutus objek berupa 

tanah perumahan seluas 185 m2 adalah bagian 

tirkah yang belum dibagi; 

b. Bahwa terhadap objek kebun luas 2.656 terletak di 

Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa 
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Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto, Penggugat menghadirkan bukti P-7 

berupa SPPT-PBB bulan April 2022 atas nama H. 

Bebasa Kr. Lalo, kedudukannya sebagai bukti 

permulaan, Penggugat tidak menghadirkan bukti 

saksi, sementara Tergugat hanya menghadirkan 

bukti dua saksi yang menerangkan bahwa pewaris I 

telah memberikan ke Tergugat I, kekuatan 

pembuktian saksi adalah bebas. Hakim tersebut 

menilai bahwa jika Tergugat I meyakini objek 

sebagai bagiannya, tidak ada bagian ahli waris lain 

di objek tersebut, seharusnya Tergugat I sudah 

meningkatkan SPPT-AJB menjadi SHM, sehingga 

objek tersebut termasuk tirkah yang belum dibagi; 

c. Bahwa terhadap objek berupa Tanah perumahan 

dengan luas 2.857m²+96m2 atau total 2953 m2 

terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, 

Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto, Penggugat menghadirkan bukti P-8 

berupa SPPT-PBB atas nama H. Bebasa Kr. Lalo 

bin Lomba, adapun Tergugat terkait objek rumah 

dan tanah menghadirkan bukti surat T-5 berupa 

surat wasiat, tertanggal 10 November 2011, oleh 

pembuat wasiat H. Bebasa Kr. Lalo, umur 87 tahun. 

Hakim tersebut akan menimbang tentang 

kedudukan surat, syarat sah surat wasiat, dapatkah 

ahli waris memperoleh wasiat;  

 

Selanjutnya, selain keempat objek di atas, 

adapun objek-objek berupa: 

a. Tanah sawah dengan luas 10.848 M² atas nama H. 

Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di Dusun 
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Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto 

Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto; 

b. Tanah kebun dengan luas 3.961 M2 atas nama H. 

Bebasa Kr. Lalo bin Lomba terletak di RT 000, RW 

00, Desa Bontomanai Kecamatan Turatea 

Kabupaten; 

c. Tanah sawah dengan luas 1245 M² atas nama H. 

Bebasa Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, 

RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan 

Batang Kabupaten Jeneponto, bukti surat P-18; 

d. Tanah kebun dengan luas 1.626 M² atas nama 

Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu 

Areng, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, bukti 

surat P-13;  

e. Tanah sawah dengan luas 1.583 M² atas nama 

Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. 

Bulloe Sawah, RT 000, RW 000, Desa 

Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten 

Jeneponto, bukti surat P-14; 

Kelima objek tersebut adalah harta-harta 

peninggalan para pewaris yang belum dibagi 

berdasarkan hukum waris Islam kepada para ahli 

waris; 

Menimbang, salah satu saksi Tergugat, yang 

menggarap sawah di Datara Gowa, menerangkan 

bahwa hanya sawah di datara yang pernah dibagi 

langsung pewaris ke anak-anaknya, dan dalam 

pemeriksaan setempat kelihatan petak-petak sawah 

berdasarkan bagian masing-masing, terlepas siapa yang 

memilik sawah lebih luas, sehingga objek tersebut 

ditolak untuk dibagi Kembali dalam putusan ini. 
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Menimbang, bahwa terhadap objek lain yang telah 

termuat dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi 

sukarela, tidak lagi menjadi pertimbangan putusan. 

1. Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya 

perkara, ketua majelis dalam hal ini memikulkan biaya 

perkara kepada para pihak secara berimbang, sebab para 

pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak 

(gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian), salah 

satu pendapat Yahya Harahap adalah jika kemenangan 

tidak mutlak, dibebankan secara berimbang, Sesuai 

ketentuan Pasal 181 HIR/192 Rbg., dalam hal ini hakim 

tersebut 2/3 dibebankan ke Penggugat dan 1/3 

dibebankan ke Tergugat; 

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat 

rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat 

rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara 

berimbang, atau masing-masing sejumlah 

Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) 

dibebankan ke Penggugat dan sejumlah Rp6.600.000,00 

(enam juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan ke 

Tergugat, dari total biaya perkara sejumlah 

Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu 

rupiah). 

Meskipun Hakim Hatijah selaku ketua majelis telah 

menyatakan berbeda pendapat, namun oleh karena telah ada 

dua Hakim Majelis yang sependapat, maka perkara aquo 

tetap dapat diambil keputusan berdasarkan suara atau 

pendapat terbanyak (primus inter pares). Mengingat dan 

memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan ketentuan syara‟ berkaitan dengan perkara ini. 
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Sehingga melalui persidangan ini diputuskan dengan 

putusan yang pada pokoknya berbunyi: 

1. Dalam Konvensi. Menolak eksepsi Para Tergugat 

seluruhnya dan dalam Pokok Perkara yakni 

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menetapkan 

ahli waris almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba 

yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia 

sebagaimana berikut: 

a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri); 

b) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak 

perempuan); 

c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo 

(anak perempuan); 

d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak 

laki-laki); 

e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak 

laki-laki); 

f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo 

(anak laki-laki).  

Menetapkan harta warisan, menetapkan bagian warisan 

masing-masing ahli waris, menetapkan harta dan bagian 

masing-masing ahli waris, serta menolak gugatan 

penggugat selain dan selebihnya (dapat dilihat melalui 

lampiran putusan dalam tesis ini). 

2. Dalam Rekonvensi yakni menolak eksepsi Tergugat 

Rekonvensi seluruhnya, dalam Pokok Perkara yakni 

menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi; 

3. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi yakni 

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 

untuk membayar secara tanggung renteng masing-

masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara 
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sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan 

ratus ribu rupiah.  
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4.1.3 Pandangan hukum positif terhadap dissenting opinion 

majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada 

pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp 

Hukum positif di Indonesia mengakui wasiat sebagai 

pernyataan kehendak pewaris setelah meninggal dunia, 

diatur dalam KUHPerdata dan KHI, namun dibatasi 

maksimal sepertiga harta (kecuali ada persetujuan ahli 

waris) dan umumnya tidak boleh untuk ahli waris langsung, 

meskipun ada mekanisme "wasiat wajibah" di pengadilan 

jika terjadi sengketa, terutama bagi ahli waris yang tak 

mendapat bagian sesuai syariat Islam, demi kepastian 

hukum dan keadilan, dengan wasiat notariil memiliki 

kekuatan hukum kuat. Adapun dasar hukum positif terkait 

hal ini dapat ditemukan melalui: 

a. KUHPerdata (BW) yang mengatur wasiat sebagai 

pernyataan kehendak pewaris yang bisa dicabut 

sewaktu-waktu (Pasal 875 BW); 

b. Peraturan Lain yang membolehkan Notaris membuat 

akta wasiat otentik, memberikan kekuatan hukum kuat 

dan kepastian hukum, serta menjadi dasar peralihan hak.  

Terdapat batasan wasiat yaitu maksimal sepertiga 

(1/3) dimana Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta, 

kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Wasiat juga tidak 

diperuntukkan kepada Ahli Waris Langsung (Islam), sebab 

menurut hukum waris Islam, wasiat tidak sah jika diberikan 

kepada ahli waris, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli 

waris dan tidak melebihi 1/3 harta. Terdapat istilah Wasiat 

Wajibah (Penyimpangan Hukum Positif) yang dimaksudkan 

untuk menghindari sengketa, hakim dapat menetapkan 

"wasiat wajibah" bagi ahli waris yang tidak mendapat 

bagian sesuai syariat (misalnya anak angkat atau beda 
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agama), mengesampingkan aturan dasar untuk keadilan dan 

melindungi mereka yang tidak terakomodir.  

Dalam praktik sering terjadi wasiat yang dibuat 

dihadapan notaris dimana hal tersebut juga dalam hukum 

positif dianggap sangat kuat dan mengikat, dan menjadi 

dasar hukum untuk peralihan aset (termasuk tanah). Namun 

sering pula dijumpai wasiat hanya ditulis tangan (wasiat di 

bawah tangan). Hukum positif mengakui wasiat sebagai alat 

pewaris dalam mengatur harta, namun memberikan batasan 

dan mekanisme (seperti wasiat wajibah) untuk menjaga 

keseimbangan dengan hukum waris Islam dan prinsip 

keadilan, terutama dalam konteks masyarakat pluralistik 

Indonesia. Hal ini yang nantinya akan menjadi hal yang 

dapat disengketakan dikemudian hari. 

Hal ini kemudian terjadi dalam perkara a quo 

dimana berdasarkan peretimbangan mayoritas hakim yang 

melahirkan putusan mengakui bahwa wasiat yang dibuat 

oleh pewaris sebelum meninggal (meskipun dibuat tidak 

dihadapan pejabata berwenang yakni notaris) tetap diakui 

berkekuatan hukum dan dikabulkan gugatannya sebagian. 

Sementara salah seorang hakim yang melakukan dissenting 

opinion yang diutarakan oleh Hakim Hatijah maka 

diketahui pandangan hukum positif terhadap dissenting 

opinion majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada pada 

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp adalah: 

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok 

Agraria, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah, yakni memberikan kewenangan untuk 

menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan 

jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah 
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bersifat tetap, tidak mempunyai batas waktu, dan dapat 

bersifat turun menurun. SHM merupakan akta otentik 

yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, 

memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan 

materiil sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. 

Sehingga hakim tersebut menilai jika memang seluruh 

objek waris telah dibagi-bagikan ke ahli waris, mengapa 

para ahli waris semenjak para pewaris masih hidup, 

ataupun setelah meninggalkan pewaris I di tahun 2012 

ataupun setelah Pewaris II meninggal di tahun 2016, 

tidak meningkatkan SPPT-PBB menjadi SHM. 

Sepatutnya untuk melindungi hak masing-masing, para 

ahli waris yang mengklaim bagian masing-masing, telah 

mengurus SHM dari semua objek tersebut, terutama 

bagi Tergugat I dan Tergugat yang dalam jawaban 

mendalilkan banyak memiliki bagian waris, mengapa 

kedua pihak tersebut tidak sedari dulu mengurus SHM 

di semua objek yang disebut menjadi bagiannya. 

Termasuk pada objek rumah tersebut, oleh hakim 

tersebut menetapka objek rumah sebagai bagian harta 

warisan yang belum terbagi; 

b. Bahwa adapun dalam ketentuan KUHPerdata, Pasal 875 

KUH Perdata mendefinisikan surat wasiat atau testamen 

sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seorang 

tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia 

meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut 

kembali lagi, sehingga pembuatan surat wasiat atau 

testamen merupakan perbuatan sepihak yang dapat 

dicabut kembali. Wasiat tersebut dibuat dalam bentuk 

tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta 

otentik, pabila wasiat dibuat dengan di bawah tangan, 

berdasarkan Pasal 932 KUH Perdata, surat wasiat 
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tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh 

pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat 

wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris 

yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama 

dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum; 

Sehingga hakim Hatijah berpandangan melalui 

pertimbangan terhadap T-5 (surat wasiat), adalah surat yang 

diketik rapi, hal yang tidak bisa dilakukan pewaris yang 

telah berusia 87 tahun, dan tumbuh bukan dari zaman 

komputerisasi, dibuat empat bulan sebelum meninggalnya 

pewaris, tidak melibatkan semua ahli waris, sementara 

syarat formil lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

wasiat antara lain yang tertuang dalam Pasal 895 KUH 

Perdata yang menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah 

mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya 

dan Pasal 893 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu 

wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat 

adalah batal. Oleh hakim menilai bahwa surat wasiat 

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dengan ketiadaan 

SHM sebagai bukti kepemilikan oleh salah satu ahli waris 

sehingga hakim tersebut memutuskan bahwa objek tersebut 

termasuk objek waris yang belum dibagi, adapun rumah 

dalam objek pertama berdiri di atas tanah seluas 2.953 m2 

atau objek rumah adalah bagian dari objek tanah seluas 

2953 M2. 

4.1.4 Pandangan hukum islam terhadap dissenting opinion 

majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam 

memutus perkara waris dalam pemberian wasiat pada 

pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp 

Dalam kerangka hukum kewarisan Islam, setiap ahli 

waris sejatinya telah memiliki hak atas kadar bagian yang 

bersifat pasti (faraid) sebagaimana telah ditetapkan secara 
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terperinci. Persoalan hukum muncul apabila terdapat wasiat 

dari pewaris yang mengalokasikan harta tertentu secara 

khusus kepada salah satu ahli waris. Dalam diskursus fikih, 

pelaksanaan wasiat semacam ini memerlukan syarat 

imperatif berupa kerelaan dan izin dari seluruh ahli waris 

lainnya. Landasan hukum utama dari prinsip ini merujuk 

pada sabda Rasulullah SAW: 

ة  ىرث يس ال ج ىارث إلا أن ي ية ل ص سىل الله لا و ال ر  ق

Artinya, “Rasulullah bersabda, „Tidak (diperbolehkan) 

wasiat (harta) kepada ahli waris (tertentu) kecuali atas izin 

ahli waris (lainnya)” (HR.Bukhari).  

Ketentuan hadis tersebut menggarisbawahi urgensi 

kehati-hatian dalam mengeksekusi wasiat yang ditujukan 

kepada anggota keluarga yang juga berstatus sebagai ahli 

waris. Persetujuan kolektif menjadi prasyarat mutlak guna 

menghindari implikasi sosiologis yang negatif. Secara 

empiris, sering ditemukan fakta di mana distribusi waris 

yang dianggap tidak transparan atau timpang menjadi 

pemicu keretakan hubungan kekeluargaan, bahkan hingga 

memutus tali silaturahmi akibat munculnya rasa iri dan 

dengki. 

ؤدي إلا  ن ما ي ري ضا الأخ ير ر ت من غ ورث عض ال ثار ب ي إي لأن ف

ت ورث ين ال سد ب ح ضاء وال غ ب ارة ال رحم وإث طع ال نزاع وق قاق وال ش   .ال

Artinya, “Mengutamakan sebagian ahli waris (dengan 

wasiat harta tertentu) tanpa kerelaan ahli waris yang lain 

dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan, memutus 

tali silaturahmi, menyebarnya kemarahan serta kedengkian 

di antara para ahli waris” (Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh 

al-Islami Wa Adillatuhu [Damaskus, Dar al-Fikr, 2008] 

juz.X hal.7476).  
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Bahwa seandainya ahli waris yang lain tidak 

mengizinkan maka wasiat tidak dapat dijalankan dan ahli 

waris yang mendapatkan wasiat tetap mendapatkan kadar 

bagiannya sesuai dengan aturan ilmu hukum warisan. 

Sedangkan, izin hanya bisa didapatkan dari para ahli waris 

sudah baligh, berakal, dan dapat memberikan keputusannya 

sendiri. Maka, izin tidak bisa diambilkan dari ahli waris 

yang masih kecil ataupun gila ataupun idiot dikarenakan 

adanya potensi menyerobot hak warisan mereka. 

يهم   ان ف س الأمر وإن ك ل جائ غ عاق ال ة إلا مه ب ىرث صح إجازة ال ولا ت

ي  ما ف ازة ل نه الإج صح م م ت فه ل س يه ب ل نىن أومحجىر ع ير أومج غ ص

قه  يق ح ي ض يه مه ت ل ازة ع  الإج

Artinya, “Dan tidak sah izin dari ahli waris kecuali dari 

mereka (ahli waris) yang sudah baligh, berakal, dan dapat 

memberikan keputusannya sendiri. Seandainya diantara 

mereka (ahli waris) ada yang masih kecil, gila ataupun 

terbatas kuasanya karena idiot maka tidak sah (izin) dari 

mereka karena izin dari mereka (berpotensi) menyerobot 

hak warisan mereka,” (Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir fi 

Fiqh Al-Imam Asy-Syafi‟i [Beirut: Darul Kutub al-

Ilmiyyah, 2004] juz VIII, halaman 213).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan 

hukum islam dalam kasus ini perlu adanya komunikasi yang 

baik diantara para ahli waris untuk urusan pembagian 

warisan diantara mereka. Hal ini dibutuhkan karena 

pembagian warisan adalah momentum untuk 

mememberikan amanah warisan kepada yang berhak 

mendapatkannya bukan untuk ajang perpecahan sanak-

saudara karena berebut bagian warisan. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58: 
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َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰىٰتِ الِٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْهَ الىَّاسِ انَْ  اِنَّ اللّٰه

 َ ِۗ اِنَّ اللّٰه ا يعَِظُكُمْ بهِ  َ وعِِمَّ كَانَ سَمِيْعاً ۢ بصَِيْرًا تحَْكُمُىْا باِلْعدَلِِْۗ اِنَّ اللّٰه  

 
Artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat.”  

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik 

sebuah konklusi bahwa setiap ahli waris secara normatif 

berhak menerima bagian harta peninggalan sesuai dengan 

proporsi yang telah dikodifikasikan dalam hukum 

kewarisan Islam (ilmu mawarits). Apabila terdapat wasiat 

yang mengalokasikan aset tertentu secara spesifik kepada 

salah satu ahli waris, maka pelaksanaan wasiat tersebut 

secara absolut memerlukan konsensus berupa izin dan 

kerelaan dari ahli waris lainnya. Hal ini menjadi krusial 

guna memitigasi risiko perselisihan internal keluarga, 

terutama jika nilai objek yang diwasiatkan melampaui 

limitasi sepertiga harta atau melebihi porsi yang seharusnya 

diterima berdasarkan ketentuan faraid. Sebagai ilustrasi, 

apabila pewaris mewasiatkan sebuah unit rumah yang 

nilainya merepresentasikan lebih dari separuh total aset 

kepada seorang putri yang secara hukum waris memiliki 

jatah tertentu maka hal ini berpotensi mencederai hak ahli 

waris lainnya jika tidak disertai persetujuan bersama. 

Dalam konteks perkara a quo, Hakim St Hatijah 

Yahya dalam dissenting opinion-nya mengonstruksi 

argumentasi melalui pendekatan hukum Islam yang rigid 

dengan merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang melarang 
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wasiat kepada ahli waris tanpa adanya mandat persetujuan 

dari ahli waris lainnya (HR. Bukhari). Pendapat ini 

diperkuat dengan landasan doktrinal dari Dr. Wahbah az-

Zuhaili yang memperingatkan bahwa privilese terhadap 

salah satu ahli waris melalui wasiat sepihak dapat memicu 

eskalasi konflik, permusuhan, hingga pemutusan jalinan 

silaturahmi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim 

Hatijah menarik kesimpulan yuridis bahwa wasiat yang 

didalilkan oleh pihak Tergugat atas dua objek sengketa 

tersebut adalah cacat hukum. Konsekuensinya, objek-objek 

tersebut harus dikategorikan sebagai tirkah (harta 

peninggalan murni) yang wajib didistribusikan kepada 

seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum 

waris Islam. 

Secara fundamental, terdapat dikotomi sudut 

pandang yang tajam antara Hakim Hatijah dengan 

mayoritas Majelis Hakim. Hakim Hatijah memandang 

bahwa akta wasiat di bawah tangan tersebut tidak 

memenuhi kualifikasi sebagai wasiat yang sah karena tidak 

diformulasikan di hadapan pejabat berwenang (notaris) 

serta menabrak larangan wasiat kepada ahli waris. Di sisi 

lain, mayoritas Majelis Hakim memiliki kecenderungan 

untuk melegitimasi dokumen tersebut sebagai wasiat yang 

dapat diterima. Logika hukum mayoritas didasarkan pada 

fakta sosiologis di Jeneponto, di mana distribusi harta 

seringkali dilakukan secara mandiri sebelum pewaris wafat, 

baik melalui mekanisme hibah maupun wasiat. Mayoritas 

hakim menilai bahwa berdasarkan bukti objek gugatan, 

pewaris sebenarnya telah melakukan pembagian harta 

secara komprehensif kepada seluruh ahli warisnya, 

sehingga prinsip keadilan dianggap telah terpenuhi secara 

materiil meskipun terdapat kekurangan secara formil. 
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 Hasil Pembahasan  4.2

Meskipun hukum positif membolehkan wasiat dilakukan 

sebelum meninggal kepada ahli waris, tetapi terlebih dahulu harus 

dipersyaratkan keadaannya bahwa wajib dilakukan dihadapan 

pejabat yang berwenang yakni notaris, Sementara dalam pandangan 

hukum islam, wasiat terhadap warisan tersebut wajib disetujui oleh 

ahli waris. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tantang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada 

tiga unsur yang harus ada/dipenuhi, yaitu pewaris, ahli waris, dan 

harta warisan, jika unsur tersebut terpenuhi, maka gugatan dapat 

dikabulkan. Ketiga unsur tersebut telah diuraikan oleh para majelis 

hakim dalam pertimbangannya. 

Dalam perkara a quo, dari unsur-unsur tersebut terdapat 

perbedaan yakni pada penentuan objek harta warisan, dimana 

mayoritas hakim menyepakati pembatasan jumlah objek warisan 

dengan mengeluarkan objek karena adanya wasiat dari pewaris 

sebelum meninggal kepada penggugat yang juga merupakan salah 

satu ahli waris yang sah karena adanya surat wasiat di bawah 

tangan yang dibuat oleh pewaris, sehingga harta warisan yang 

harusnya berjumlah lebih banyak yang akan di bagi menjadi kurang 

akibat dikabulkannya gugatan penggugat sebagian. Dalam hal ini 

mayoritas hakim mengakui bahwa wasiat yang dibolehkan oleh 

hukum positif (meskipun sedikit bertentangan dengan hukum islam 

karena tidak diketahui oleh ahli warisnya) tetap dibenarkan dalam 

perkara a quo dengan pertimbangan bahwa wasiat tersebut 

dilakukan atas kehendak pewaris tanpa adanya paksaan dengan 

melihat kontribusi Tergugat dalam pemeliharaan objek sengketa. 

Sementara itu pendapat hakim minoritas yang melakukan 

dissenting opinion dominan memandang bahwa pertimbangan 

hukum harus dilakukan secara hukum islam dengan tetap 

memasukkan objek harta warisan meskipun terdapat wasiat oleh 
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pewaris sebab selain wasiat tersebut masih dipertanyakan 

keabsahannya (dilakukan di bawah tangan, tidak melalui notaris, 

juga wasiat tersebut belum utuh menjadi sebuah tanda kepemilikan 

karena belum bersertipikat hak milik) karena pewaris memberikan 

wasiat tanpa sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris, sehingga 

dengan tidak dimasukkannya harta wasiat tersebut menimbulkan 

jumlah pembagian harta wasiat kepada ahli waris menjadi 

berkurang. 

Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap perkara a quo 

minoritas hakim yang melakukan dissenting opinion tetap 

berpegang teguh kepada hukum positif dengan melihat fakta dan 

dan hukum islam bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat 

dibenarkan jika semua ahli waris menyetujui wasiat tersebut, dan 

meragukan pembuatan akta wasiat yang dilakukan saat pewaris 

berusia 87 tahun yakni empat bulan sebelum kematian pewaris, 

sementara itu mayoritas hakim lebih mengedepankan penafsiran 

secara kontekstual dengan melihat tekad kuat dari pewaris untuk 

mewasiatkan hartanya kepada Tergugat sehingga mayoritas Hakim 

berpendapat bahwa jika berpandangan positivistik dan tidak 

memahami konteks, dalam hal ini menganggap tidak sah wasiat 

yang dilakukan oleh mendiang H. Bebasa Kr Lalo dan  meminta 

untuk dibagi harta tersebut maka sesungguhnya hal ini menciderai 

keadilan; 

Menurut penulis, apabila didasarkan pada Pasal 195 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terjadi perbedaan konsep wasiat 

dengan yang tersebut dalam KUHPerdata. Selanjutnya Pada ayat 

(3) Pasal tersebut, menyebutkan bila mana terjadi wasiat maka 

harus disetujui oleh ahli waris lainnya karena pada dasarnya ahli 

waris tidak boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli waris. 

Salah satu rukun wasiat adalah penerima wasiat, tidak boleh dari 

ahli waris, wasiat tidak sah jika Pewaris melakukan wasiat secara 

lisan kemudian membuat surat di bawah tangan dalam kondisi 
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kurang sehat dengan alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu 

dalam keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia tidak normal 

akalnya sebab dalam kondisi sakit, ahli waris itu tidak boleh 

meminta wasiat kepada Pewaris, apalagi Pewaris dalam keadaan 

sakit, orang sakit tidak boleh melakukan perbuatan hukum, 

mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya, maka harus ada persetujuan 

dari ahli warisnya, dengan demikian objek 1.1 dan 2,2 terbukti 

sebagai harta peninggalan Pewaris, sehingga berdasar pada 

pertimbangan tersebut, maka akta di bawah tangan berupa Surat 

Wasiat, dibuat oleh Pewaris pada tanggal 10 November 2011, 

dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Hal ini tampak jelas bahwa objek 1.2 dalam gugatan 

Penggugat berupa tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) 

dengan luas kurang lebih 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 

terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan 

Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar (objek gugatan 

nomor 1.2), Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa Akta Jual Beli 

Nomor 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978. Tidak ada saksi 

Tergugat yang mengetahui objek tersebut, namun apabila dilihat 

materi bukti T.6 tersebut, Maksud Bebasa selaku Pembeli, yang 

statusnya sebagai Pelajar pada waktu itu yang biaya sekolah dan 

hidupnya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua, dan hanya 

kolom tanda tangan Pembeli yang ditulis tangan selebihnya di ketik 

termasuk saksi-saksi dan menurut keterangan saksi Penggugat yang 

benama Dra. Hj. St Usamah binti H.Andi Abdullah dan Lawan Dg 

Situju bin H.Dande Dg Tinggi, menyatakan objek tersebut milik 

Pewaris yang dibeli saat anak-anaknya kuliah di Makassar. Oleh 

karena itu bisa saja terjadi jual beli ditanda tangani oleh anak 

(Maksud Bebasa), akan tetapi uangnya dari Pewaris. Dengan 

demikian, penulis berpendapat objek tersebut adalah harta 

peninggalan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba (Pewaris), 
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hal ini pula sejalan dengan pertimbangan satu orang hakim dari 

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Dessenting Opinion, 

sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, Akta Jual Beli 

(AJB) Nomor 249/HM/1978, tanggal 31 Agustus 1978, harus 

dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kekuatan 

hukum. 

Berdasarkan doktrin hukum waris Islam, terdapat tiga pilar 

utama (rukun) yang menjadi prasyarat terlaksananya proses 

kewarisan. Ketiga elemen tersebut meliputi: mauruts atau tirkah 

(aset/harta peninggalan), muwarrits (individu yang wafat dan 

meninggalkan harta), serta waris (ahli waris yang memiliki hak 

secara hukum untuk menerima harta peninggalan). Dalam 

klasifikasi ahli waris, anak menempati posisi yang sangat 

fundamental; baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki 

legitimasi yang setara untuk menyandang status sebagai ahli waris. 

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176, telah 

ditetapkan aturan mengenai proporsi bagian anak perempuan secara 

spesifik. Apabila seorang anak perempuan menjadi ahli waris 

tunggal, ia berhak mendapatkan separuh dari total harta. Namun, 

jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka berbagi secara 

kolektif sebanyak dua pertiga bagian. Dalam kondisi di mana anak 

perempuan mewarisi bersama dengan anak laki-laki, maka berlaku 

prinsip rasio dua banding satu, di mana bagian untuk anak laki-laki 

setara dengan porsi dua orang anak perempuan.
54

 

Dalam struktur hukum kewarisan Islam, para penerima hak 

dibagi ke dalam beberapa golongan, salah satunya adalah Dzawil 

Furudh. Golongan ini merupakan para ahli waris yang porsi atau 

kuota pembagiannya telah dikodifikasikan secara eksplisit dan 

nominal dalam Al-Qur‟an serta Hadis. Hak mereka bersifat 

prioritas, di mana porsi tertentu harus dialokasikan terlebih dahulu 

                                                 
54 Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi Hukum Islam, Pamulang Timur: PT. Logos Wacana 
Ilmu, 1999, hal. 197. 
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sebelum sisa harta (residu) diberikan kepada golongan ahli waris 

lain, seperti „Ashabah (kerabat yang menerima sisa). Beberapa 

subjek hukum yang termasuk dalam kategori Dzawil Furudh ini 

antara lain adalah pasangan (suami atau istri), orang tua, serta 

saudara kandung seibu.
55

 

Penetapan porsi tersebut berlandaskan pada otoritas wahyu 

yang termaktub dalam Al-Qur'an. Landasan pertama yang menjadi 

dasar hukum kewarisan adalah Surah An-Nisa ayat 11. Ayat 

tersebut menegaskan mandat Allah SWT mengenai pembagian 

untuk keturunan, di mana bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari 

bagian perempuan. Ketentuan ini juga mengatur skenario distribusi 

bagi orang tua: jika pewaris memiliki anak, maka ayah dan ibu 

masing-masing mendapatkan seperenam. Namun, jika pewaris 

tidak memiliki keturunan, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian 

(kecuali jika terdapat saudara, maka bagian ibu menjadi 

seperenam). Penting untuk dicatat bahwa distribusi waris ini hanya 

dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris, baik berupa 

wasiat maupun pelunasan utang, telah dipenuhi secara tuntas. 

Selanjutnya, Surah An-Nisa ayat 12 memberikan perincian 

mengenai proporsionalitas bagi pasangan yang ditinggalkan. 

Seorang suami berhak mendapatkan setengah bagian jika istri yang 

wafat tidak memiliki anak, dan berkurang menjadi seperempat jika 

terdapat anak. Sebaliknya, istri mendapatkan seperempat harta 

suami jika tidak ada anak, dan seperdelapan bagian apabila suami 

memiliki keturunan. Ayat ini juga mengatur mengenai kondisi 

kalalah (pewaris tidak memiliki ayah maupun anak), di mana 

saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan seperenam, 

atau sepertiga jika mereka berjumlah lebih dari satu orang. Seluruh 

pembagian ini merupakan ketetapan mutlak dari Allah SWT yang 

                                                 
55 Anton dan Samsul Latif, “Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham 
Dalam Kewarisan Islam,” Jurnal Intelek Insan Cendikia, no. 2 (2025). 
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didasari pada prinsip keadilan dan kemanfaatan yang melampaui 

logika manusia. 

Beranjak dari hal ini penulis menilai bahwa pada dasarnya 

sudah sangat jelas takaran pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara waris yang muatannya wasiat atau pesanan pewaris 

sebelum meninggal. Yaitu kondisinya wajib dengan seizin ahli 

waris jika pewaris ingin membuat wasiat kepada ahli waris lainnya 

sebelum meninggal. Walau hukum positif mensyaratkan khusus 

bahwa harus mendapatkan legitimasi melalui pejabat yang 

berwenang yakni notaris. Perjanjian di bawah tangan menurut 

hemat penulis masih terkesan lemah dalam hal kepastian hukum 

sebab masih terdapat beberapa celah yang dapat dipersoalkan 

dikemudian hari. Oleh karena takarannya sudah nampak, maka 

seharusnya tidak diperlukan lagi adanya dissenting opinion seperti 

yang terjadi dalam perkara a quo. Penulis membenarkan 

pertimbangan hakim minoritas yang tegas tidak mentolerir hal-hal 

yang diatur dalam hukum islam sebab keyakinan hakim yang 

indpenden sebagaimana dijabarkan dalam teori penemuan hukum, 

hakim dapat melakukan penilaian hukum dalam rangka 

memberikan penyelesaian perkara melalui ijtihad hakim dalam 

memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum 

berdasarkan keyakinan hatinya sepanjang peraturan perundang-

undangan masih tidak jelas memberikan aturan. Ijtihad itulah yang 

berusaha di konkrit kan oleh hakim sesuai kebutuhan masyarakat. 

Sehingga menurut penulis, andaikata perkara a quo dilakukan 

dengan kondisi pemberian wasiat dilakukan di hadapan notaris dan 

disertai persetujuan notaris, maka penulis yakin dan percaya hakim 

Hatijah tidak perlu melakukan dissenting opinion terhadap 

pertimbangan majelis yang melahirkan putusan pada perkara a quo. 

Kecenderungan penulis dalam menyikapi kejadian ini jika 

diposisikan sebagai hakim pemutus kedepan, bisa saja sependapat 

dengan yang dilakukan oleh hakim Hatijah asalkan konteks dan 
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faktanya sebagaimana perkara a quo. Serta bisa saja penulis akan 

berpendapat sama dengan mayoritas pendapat hakim apabila 

ketentuan dalam hukum islam dan hukum positif tidak ada 

pertentangan kondisi didalamnya.  

Sekaitan dengan terdapat kebiasaan adat budaya masyarakat 

di Kabupaten Jeneponto yang bertentangan dengan teks peraturan 

dalam waris konsep hukum islam, penulis berpendapat bahwa hal 

tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai patokan murni 

dalam pertimbangan hukum, sebab seringkali dampak yang 

ditimbulkan kebiasaan adat tersebut dapat menimbulkan 

ketidakadilan, terkadang tidak efisien, diskriminatif, dan 

bertentangan dengan nilai universal, meskipun kebiasaan (adat) 

tersebut dapat menjadi sumber hukum jika memenuhi syarat 

tertentu seperti dilakukan berulang-ulang dan diyakini benar oleh 

masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang lebih 

tinggi (perundang-undangan/syariat), maka kebiasaan tersebut 

dapat dijadikan patokan. Dalam perkara a quo nampak jelas bahwa 

kebiasaan masyarakat Jeneponto melakukan pembagian waris 

sebelum meninggal dan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris 

adalah merupakan hal yang bertentangan dengan hukum islam. 

Belum lagi apabila hal tersebut dilakukan di bawah tangan, tidak 

didepan pejabat notaris, bisa saja hal tersebut dinilai kembali oleh 

hakim juga bertentangan dengan hukum positif. 

Akhir kata penulis selanjutnya membandingkan hasil 

penelitian dengan penelitian terdahulu agar nampak perbedaan dari 

sisi orisinalitas, serta mengidentifikasi kesenjangan (research gap). 

Pembandingan dilakukan dengan meninjau literatur relevan, 

membuat tabel research mapping (penulis, metode, hasil, sampel), 

lalu menyoroti persamaan dan perbedaan. Adapun pembanding 

dengan penelitian sebelumnya dan temuan baru/kontribusi hasil 

penelitian adalah: 
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1. Pertama, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan penulis sebelumnya belum pernah ada yang 

membahas tentang perbedaan pendapat Majelis Hakim yang 

menangani perkara waris terkait wasiat yang diajukan oleh 

Penggugat kepada Tergugat. Hal inilah yang menjadi desain 

kebaruan dari tulisan/kajian penulis; 

2. Kedua, walaupun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas tentang pertimbangan majelis hakim berkaitan 

dengan dikabulkannya perkara waris terkait wasiat serta 

kendala jika perkara tersebut dikabulkan sebagian, akan tetapi 

tidak dibahas tentang perbedaan pendapat/dissenting opinion 

salah satu hakim tersebut. Melalui penelitian ini, penulis 

mengurai kebaruan baru tentang uraian dissenting opinion 

tersebut dalam hasil penelitian; 

3. Ketiga, dalam skala penelitian di wilayah Pengadilan Agama, 

belum pernah ada yang meneliti dissentin opinion hakim 

spesifik dalam perkara waris dalam bentuk wasiat, terutama 

dalam segi Lokasi penelitian, belum pernah dilakukan 

penelitian tersebut di Pengadilan Agama Jeneponto, Kabupaten 

Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; 

4. Keempat, dari segi waktu penelitian, penulis melakukan 

penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto pada 

Tahun 2025-2026 sehingga merupakan suatu hasil penelitian 

terbaru dibandingkan penelitian terdahulu lainnya. 
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 PENUTUP BAB V

 Kesimpulan 5.1

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui 

metode-metode sebagaimana telah diungkapkan, menghasilkan 

pembahasan-pembahasan yang telah dituangkan dalam bab-bab 

sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan berupa jawaban 

terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni 

sebagai berikut:  

1. Perbedaan pendapat/dissenting opinion hakim pada perkara 

waris melalui wasiat dengan  nomor perkara 

139/Pdt.G/2023/PA.Jnp yang diputus oleh Pengadilan 

Agama Kabupaten Jeneponto yakni 2 (dua) orang hakim 

berpendapat bahwa objek sengketa yang didasarkan pada 

pemberian wasiat di bawah tangan oleh pewaris kepada 

ahli waris meskipun tidak diketahui oleh seluruh ahli 

warisnya tersebut adalah sah sehingga bukan lagi menjadi 

tirkah atau harta peninggalan pewaris karena pewaris 

semasa hidupnya telah memberikan objek sengketa 

tersebut kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat 

terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut ditolak untuk 

dibagikan kepada ahli waris sebagai tirkah pewaris, 

sedangkan seorang hakim lainnya mengajukan dissenting 

opinion dengan mengemukakan pendapatnya bahwa wasiat 

yang didalilkan Tergugat atas 2 (dua) objek sengketa 

tersebut adalah cacat hukum, sehingga objek sengketa 

tersebut merupakan tirkah pewaris yang harus dibagikan 

kepada ahli warisnya yang berhak;  

2. Walaupun secara faktual mayoritas Majelis Hakim 

memberikan legitimasi terhadap wasiat yang 

diformulasikan oleh pewaris sebelum wafat meskipun 

dokumen tersebut tidak disusun di hadapan pejabat umum 
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atau Notaris namun dari perspektif hukum positif, 

pandangan minoritas (dissenting opinion) dalam Putusan 

Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp memiliki landasan 

argumentasi yang kuat pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 875 

KUHPerdata, wasiat atau testamen dikonstruksikan sebagai 

sebuah akta yang memuat manifestasi kehendak terakhir 

seseorang mengenai nasib kekayaannya pasca kematian, 

yang secara hukum bersifat unilateral dan dapat ditarik 

kembali sewaktu-waktu oleh pembuatnya. Secara 

formalitas, KUHPerdata mengatur bahwa wasiat wajib 

dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah 

tangan maupun akta autentik. Namun, merujuk pada 

ketentuan Pasal 932 KUHPerdata, apabila wasiat tersebut 

disusun dalam bentuk di bawah tangan, maka dokumen 

tersebut harus memenuhi kriteria olografis atau wasiat 

rahasia, yakni ditulis dan ditandatangani secara mandiri 

oleh pewaris. Agar memiliki kekuatan eksekutorial yang 

setara dengan akta umum, surat tersebut wajib dititipkan 

atau diserahkan kepada Notaris. Dalam konteks dissenting 

opinion, Hakim Hatijah menyoroti bahwa ketidakpatuhan 

terhadap formalitas prosedur penyerahan ini dapat 

melemahkan derajat legalitas wasiat tersebut di mata 

hukum positif. 

3. Dalam ranah hukum Islam, analisis terhadap dissenting 

opinion pada putusan Pengadilan Agama Jeneponto ini 

berpijak pada prinsip bahwa setiap ahli waris telah 

memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Ilmu 

Mawarits. Secara doktrinal, pemberian wasiat kepada 

subjek yang sudah berstatus sebagai ahli waris merupakan 

tindakan hukum yang memerlukan pengawasan ketat. 
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Pelaksanaan wasiat terhadap aset tertentu bagi salah satu 

ahli waris meniscayakan adanya prasyarat berupa izin dan 

kerelaan mutlak dari seluruh ahli waris lainnya. Hal ini 

merupakan langkah preventif guna meminimalisir potensi 

disintegrasi dan konflik internal keluarga. Urgensi 

persetujuan ini menjadi semakin krusial apabila nilai aset 

yang diwasiatkan melampaui porsi yang telah ditetapkan 

oleh syariat. Sebagai ilustrasi, apabila seorang pewaris 

mewasiatkan aset rumah yang nilainya merepresentasikan 

lebih dari 50% total kekayaan kepada seorang putri yang 

secara normatif seharusnya menerima bagian yang lebih 

sedikit maka tindakan tersebut dianggap mencederai asas 

keadilan jika tidak disertai konsensus kolektif dari ahli 

waris lainnya. Oleh karena itu, pandangan minoritas dalam 

kasus ini berupaya menegakkan kemurnian hukum waris 

Islam agar tidak terjadi penyerobotan hak-hak ahli waris 

melalui instrumen wasiat yang tidak disepakati. 

 Saran 5.2

1. Dalam menyelesaikan pembagian warisan khususnya yang 

timbul karena adanya wasiat dari pewaris sebaiknya 

dilakukan di hadapan notaris dengan sepengetahuan dan 

seizin dari seluruh ahli waris agar tidak terjadi pertentangan 

antara hukum islam dan hukum positif; 

2. Ditingkatkannya kesadaran para masyarakat terkait 

pemberian warisan melalui wasiat kepada ahli waris harus 

mengacu pada hukum islam dan tidak bertentangan dengan 

syarat perjanjian hukum positif termasuk tidak 

mengedepankan adat kebiasaan yang bisa saja bertentangan 

dengan norma hukum; 

3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat hakim dalam 

Musyawarah Majelis dalam suatu persidangan sebaiknya 
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dibunyikan dalam putusan apa yang mendasari alasan 

hukum Dissenting Opinion tersebut. 

.  



 

 

111 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. 

Aida Ardini, Anggi Julianda dan Faisal Abdullah Nasution. 

Analisis Yuridis Putusan 447/Pdt.G/2019/Pn Mdn tentang 

Pembagian Harta Warisan Ahli Waris berdasarkan Wasiat. 

Unes Journal of Swara Justisia, Vol..9, No. 2, Juli 2025. 

Andi Nuzul. Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral 

Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis. 

Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 22, No. 3, Oktober 

2010. 

Anton, dan Samsul Latif. “Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh 

Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam.” Jurnal Intelek 

Insan Cendikia, no. 2 (2025). 

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: 

Sinar Grafika, 1996. 

Cik Hasan Bisri, dkk., Kompilasi Hukum Islam, Pamulang Timur: 

PT. Logos Wacana Ilmu, 1999. 

Dahrius Tjuk Nyak Dhien. Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam 

Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan 

Perempuan. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan 

Pendidikan. 

Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnin Harahab. 

Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. 

Mimbar Hukum UGM, Vol. 22, No. 2, Juni 2010. 

Dhariono, Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion pada 

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Program 



 

 

112 

 

Magister Ilmu Hukum\, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, Makassar, 2013.  

Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru 

Nugroho. Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam 

Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum 

Islam Di Indonesia. AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal 

Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 5, No. 1 Mei 

2024. 

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum pembuktian (analisis 

terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam 

proses pembuktian). Bandung: CV Nuansa Aulia. 2016. 

Galang Taufani Suteki, 2018, Metode Penelitian dan Penulisan 

Hukum (Filsafat Teori dan Praktik), Jakarta: Raja Grafindo. 

H.P. Panggabean, 2014. Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem 

Peradilan Indonesia, Bandung: PT. Alumni. 

Hasan Basri dan Muhammad Azani. Asas Keadilan dan Ahli Waris 

Pengganti dalam Praktik Kewarisan Masyarakat 

berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis. Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Hang 

Tuah Surabaya, Vol. 17, No. 01 Mei 2017. 

Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, 

Cakrawala: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, 2018. 

Kautsar Ismail, “Kebebasan Pendapat Hakim Dalam Perbedaan 

Pendapat (Dissenting Opinion) Pada Sebuah Putusan: Studi 

Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat,” Proceedings 

Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium, vol. 1 (2024). 

Khofifah Nabila, Mhd Yadi Harahap. Dissenting Opinion 

Pengangkatan Anak oleh Kakek Kandung Analisis Putusan 



 

 

113 

 

Pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. 

Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023. 

Leurensia Lefina Mulauli. Peleburan terhadap Hukum Waris 

Perdata Bar data Barat dalam Penyelesaian Sengketa 

Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat aris Adat Batak 

Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris 

Perempuan (Studi Kasus Putusan). Jurnal Issue I Lex 

Patrimonium UI, Vol. 3, No. 1, Juli 2024. 

Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama Buku II (Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama, 2014). 

Milzril Suhendar. Penerapan Dissenting Opinion (Perbedaan 

Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan, 

Studi Putusan No: 21/ Pdt/2013/Pt-Mdn. Jurnal Universitas 

Medan Area. Volume 3, Nomor 1, 6 Februari 2020. 

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam 

Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011). 

Mompang L. Panggabean, “Mencari Sosok Hakim Indonesia yang 

Ideal”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 2, 2013. 

Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam 

Pendekatan Teks dan Konteks, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim 

dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal 

Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 

Vol. 7, No. 1, 2017. 

Pontang Moerad, B.M., 2019. Penemuan Hukum Melalui Putusan 

Pengadilan, Jakarta. Sinar Gramedia. 

Rahmat Nurdin berjudul Dissenting Opinion terhadap pemberian 

waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah 



 

 

114 

 

Agung Nomor 489/K/AG/2011. Jurnal Digital Library, UIN 

Sunan Gunung Djati 20 September 2019). Vol. 2, No. 3, 

September 2019. 

Riski Lutfia Fajrin, dalam Wijowasito dan Porwadarminta, 

Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Permohonan 

Poligami bagi PNS. Tesis. Program Studi Ilmu Agama 

Islam Program Magister Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 

2023. 

Riski Safitri A. Saule, M. Hasibuddin,  dan Andi Sumardin. 

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Kalalah 

(Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 

455/Pdt.P/2021/PA.Mks). Jurnal Media Hukum Indonesia, 

Vol. 3, No. 03 Juli 2025. 

Romli, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan 

Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim di Peradilan," Jurnal 

Yudisial, Vol. 10, No. 1. 

Syida, Safira Nur, dan Destri Budi Nugraheni. “Wasiat Melebihi 

Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil 

Arham Perspektif Hukum Kewarisan IslaM.” AL-mawarid 6 

(2024). https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art9. 

Sahrul Gunawan. Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat 

Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. 

Integraitive Perspectives Of Social and Science Journal, 

Vol. 2, No. 01 Februaru 2025. 

Sudikno Mertokusumo, 2014. Penemuan Hukum Sebuah 

Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 

Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, 

Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (Metro, 

STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1. 



 

 

115 

 

Sunarmi, “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam 

Putusan Peradilan,” Jurnal Equality 12 No. 2 Agustus 2021. 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi, 2004. 

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000. Penafsiran dan Kontruksi 

hukum, Alumni, Bandung. 

 

 

 

  

  



 

1 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

6.1 Lampiran I: Salinan Putusan Pengadilan Agama 

Jeneponto No 139/Pdt.G/2023/PAJnp 
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6.2 Lampiran II: Kartu Bimbingan 
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6.3 Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi 
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6.4 Lampiran IV: CV (Biodata Peneliti) 

Identitas Diri 

Nama : Adam Dwiky 

NIM : 21913084 

Alamat e-mail : adamdwiky@gmail.com 

Pekerjaan : Hakim 

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 Februari 1991 

Alamat : Jl. Dr. Sucipto 19 Wlingi-Blitar 

 

Riwayat Pendidikan 

NO TINGKAT NAMA LEMBAGA JURUSAN LULUS 

1 S-1 Universitas 

Hasanuddin 

Ilmu 

Hukum 

2016 

2 SLTA SMA Mahaputra Tello 

Makassar 

 2009 

3 SLTP SMP Negeri 10 

Makassar 

 2006 

4 SD SD Inpres Maccini 

Makassar 

 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


